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SAMBUTAN
KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

Pembukaan UUD 1945 menyatakan, untuk menjamin
terciptanya cita-cita dan tujuan nasional, perlu diselenggarakan
pemilu sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang
demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan
kepastian hukum, efektif, dan efisien yang menjamin
tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945
menjelaskan bahwa, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh
suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan
mandiri."

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menyatakan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang
menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan

Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan
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Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi
Penyeenggaraan Pemilu.

DKPP bersifat tetap dan berkedudkan di ibu kota
Negara. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan
dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, Anggota KPU
Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi

dan anggta Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tantangan Penyelenggara Pemilu

Menjadi  Penyelenggara  Pemilu sama  artinya
menjalankan kekuasaan yang secara langsung menentukan
martabat politik suatu bangsa, menentukan legitimasi
penyelenggaraan kekuasaan dan kepemimpinan nasional dalam
kurun waktu lima tahun ke depan. Kekuasaan dan
kepemimpinan nasional yang legitimate adalah sandaran bagi
penerimaan dan kepercayaan publik.

Sebaliknya, kekuasaan dan kepemimpinan nasional yang
tidak legitimate akan menjadi awal dari kegaduhan politik tak
berujung, yang bisa mengganggu fungsi-fungsi penyelenggaraan
pemerintahan secara keseluruhan. Dalam konteks ini terpetakan
betapa penting dan menentukan kedudukan Penyelenggara
Pemilu. Sebaliknya, betapa penuh resiko menjalankan fungsi

Penyelenggara Pemilu.
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Cukup pasti, yang akan dihadapi KPU dan Bawaslu pada
semua level adalah berbagai pihak dengan kepentingan
partikularnya masing-masing: partai politik, capres-cawapres,
caleg, tim sukses, relawan, kelompok pemantau, media massa
dan masyarakat. Partai politik dan para kandidat memiliki
kepentingan untuk “berhubungan baik” dengan KPU dan
Bawaslu.

Sudah cukup sering terjadi, Tim Sukses atau simpatisan
ingin mempengaruhi independensi dan netralitas KPU dan
Bawaslu dalam menyelenggarakan tahap-tahap pemilu. Di sini,
kekuatan moral dan integritas Penyelenggara Pemilu benar-
benar diuji. Apalagi di sisi lain, masyarakat sipil, pers, netizen
akan senantiasa mengawasi kinerja KPU dan Bawaslu dari suatu
jarak. Netizen dan pers sepertinya tidak pernah diam untuk
mengoreksi kesalahan sekecil apa pun vyang dilakukan
Penyelenggara Pemilu.

Hal yang tak kalah serius adalah skala dan luasan
penyelenggaraan pemilu. Menurut penghitungan KPU per Juni
2022, jumlah pemilih dalam pemilu 2024 adalah 190.659.348
orang. Dapat dibayangkan, betapa beratnya mengorganisir
penyelenggaraan pesta demokrasi yang diikuti oleh lebih dari
190 juta pemilih. Terlebih-lebih pesta demokrasi itu dilakukan di
negara kepulauan seperti di Indonesia.

KPU akan mengoperasikan 695.105 TPS yang tersebar di

seluruh penjuru bumi pertiwi, termasuk di pulau-pulau terluar
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Indonesia yang hanya bisa dijangkau dengan perahu. Juga
ratusan TPS di luar negeri untuk warga negara Indonesia yang
berada di manca negara. Ini adalah Pemilu paling kolosal di
dunia. Karena pemungutan suara dilakukan secara serentak, di
mana satu TPS akan melayani 300 orang pemilih.

Tidak kalah kompleksnya adalah jenjang pemilihan yang
mesti dilalui para pemilik suara. Di bilik suara, para pemilih suara
harus berpikir keras untuk mencoblos beberapa kartu suara yang
berbeda hanya dalam hitungan menit, bahkan detik. Pada
pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024, di bilik suara, para
pemilih akan mencoblos pasangan presiden dan wakil presiden,
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) RI, serta anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara, pada pilkada yang digelar 27 November
2024, para pemilik suara akan memilih pasangan gubernur-wakil
gubernur, bupati-wakil bupati, serta wali kota-wakil wali kota.

Dapat dibayangkan kerumitan penyelenggaraan pesta
demokrasi tersebut. Proses sosialisasi tata cara pemungutan
suara mesti diselenggarakan untuk seluruh bangsa Indonesia,
dari Sabang sampai Merauke. Tahap-tahap penyelenggaraan
pemilu secara berjenjang mesti dijalankan secara transparan dan
terukur. Namun, apa boleh buat, kita sudah bersepakat secara
nasional untuk menjalankan  demokrasi. Kita  mesti

melaksanakannya secara konsekuen, apa pun resikonya.
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Menjalankan demokrasi berarti kita harus menyelenggarakan

pemilu yang kompleks, mahal dan melelahkan itu.

Kredibilitas dan Akuntabilitas

Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana menjaga
kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggara pemilu? Para
anggota KPU dan Bawaslu tak pelak lagi adalah orang-orang
terpilih yang secara moral, intelektual dan profesional sangat
cakap dan berkemampuan untuk menjalankan tugas yang maha
berat sekaligus mulia, yakni menjadi penyelenggara pemilu.
Mereka adalah representasi terbaik masyarakat sipil yang
diasumsikan mampu untuk menyelenggarakan pesta demokrasi
secara berkualitas. Namun, sesungguhnya mereka adalah
manusia, tempatnya salah dan lupa. Manusia lazimnya juga
memiliki ketertarikan, maksud dan kecondongan pribadi. Maka
dibutuhkan sistem yang dapat mengendalikan ketertarikan,
maksud dan kecondongan pribadi tersebut.

Dalam kerangka inilah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum melembagakan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasal 1 ayat (24)
undang-undang ini menyatakan, “Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah
lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik
Penyelenggara Pemilu”. Wewenang DKPP dalam hal ini adalah

menerima  pengaduan, memproses dan  memutuskan
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pelanggaran tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, serta
menjatuhkan sanksi atas pelanggaran tersebut (Pasal 159 ayat
2). Sanksi yang dimaksud secara berjenjang berupa sanksi
teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian
tetap atas Penyelenggara Pemilu. UU Pemilu No. 7 Tahun 2017
menegaskan putusan DKPP terkait penetapan sanksi ini bersifat
final dan mengikat sehingga Penyelenggara Pemilu wajib
melaksanakannya.

Mengapa sanksi DKPP terhadap pelanggaran etika yang
dilakukan Penyelenggara Pemilu bisa setegas itu, hingga dapat
memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu? Karena kekuasaan
yang besar seperti yang diemban KPU dan Bawaslu memiliki
pengaruh yang besar terhadap kepentingan publik. Kekuasaan
yang besar sangat berbahaya, jika diselewengkan.
Sebagaimana dikatakan Lord Acton, guru besar sejarah
Universitas Cambridge, Inggris "Power tends to corrupt, and
absolute power corrupt absolutely”., semakin besar suatu
kekuasaan, semakin besar kemungkinannya untuk
diselewengkan atau untuk dimanipulasi oleh orang-orang dari
dalam, maupun dari luar sistem penyelenggaraan kekuasaan.

Dengan sanksi penegakan Kode Etik Penyelenggara
Pemilu yang setegas itu, diharapkan akan melahirkan efek
preventif sekaligus efek jera. Namun sesungguhnya,
keberhasilan DKPP tidak semata-mata diukur dari jumlah sanksi

atau hukuman yang diterbitkan. Makin sedikit jumlah pengaduan
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pelanggaran etik yang masuk ke DKPP, bisa pula bibaca bahwa
integritas penyelenggara pemilu bertambah baik. Maka, para
penyelenggara Pemilu di semua lini maupun semua level
didorong untuk senantiasa berhati-hati dan berpikir secara
normatif-rasional  dalam  menjalankan  fungsi-fungsinya.
Kredibilitas, integritas dan kepercayaan publik harus senantiasa
menjadi paradigma mereka dalam bertindak dan memutuskan.
Semua pihak dalam kontestasi kandidasi pemilu merasa
berkepentingan dengan sikap dan keputusan KPU maupun
Bawaslu. Mesti ada benteng moral dan mental yang kuat untuk
menghadapinya. Cara yang terbaik adalah dengan senantiasa
merujuk kepada apa yang telah diatur atau diamanatkan dalam
UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 dan berbagai peraturan
turunannya.

DKPP senantiasa menjalin komunikasi dan berkoordinasi
dengan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. DKPP
akan terus memantau proses persiapan pemilu dari suatu jarak.
Hal yang tak kalah penting adalah menjalin komunikasi dengan
unsur-unsur masyarakat di berbagai lapisan, guna menampung
aspirasi, masukan dan kritik. Seiring dengan perjalanan waktu,
semakin banyak kasus pengaduan Etika Penyelenggara Pemilu
yang ditangani DKPP dan mesti diselesaikan secara segera agar
tidak mengganggu legitimasi penyelenggaraan, dan tahapan

Pemilu.
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Dalam konteks ini, berbagai pihak mengharapkan
kesigapan dan ketegasan DKPP dalam membuat keputusan.
Meskipun di sisi lain, DKPP juga mesti bersikap adil, mengayomi
dan edukatif terhadap Penyelenggara Pemilu yang sedang
menjalani proses “pengadilan etik”. Keseimbangan antara sikap
tegas dan sikap adil itulah yang akan senantiasa diupayakan
oleh DKPP.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 7 Desember 2022

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Periode 2022 - 2027

Heddy Lugito

REPUBLIK INDONESIA
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1, Latar Belakang

Reformasi telah menghasilkan begitu banyak lembaga-
lembaga baru penegak kode etik profesi di masing-masing
instansi pemerintah. Kehadiran institusi penegak kode etik
profesi diharapkan menjadi instrumen penguatan sistem etika
dalam kehidupan berbangsa. Melalui institusi penegak kode etik
internal pada setiap instansi maka upaya penguatan etika profesi
dengan menekankan standar perilaku ideal setiap pejabat publik
berdasarkan peraturan perundang-undangan bisa tumbuh dan
berkembang sesuai cita-cita kehidupan berbangsa berdasarkan
nilai-nilai Pancasila.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah dibentuk
lembaga-lembaga penegak kode etik dalam jabatan-jabatan
publik. Di bidang kehakiman, misalnya, sudah ada Komisi
Yudisial, di samping adanya Majelis Kehormatan Hakim (MKH)
dalam sistem internal Mahkamah Agung. Di Mahkamah
Konstitusi, ada mekanisme Majelis Kehormatan Hakim (MKH)
MK. Di dunia pers dan jurnalistik, terdapat Dewan Pers. Di
lingkungan lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPD telah ada
Badan Kehormatan DPR dan Badan Kehormatan DPD. Bahkan
sekarang, berdasarkan UU MD3 institusi penegak kode etik yang

semula bernama Badan Kehormatan DPR, telah diubah menjadi
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Mahkamah Kehormatan DPR (MKD). Dengan demikian, seperti
yang diprakarsai DKPP, proses penegakan kode etik anggota
DPR resmi dikontsruksikan sebagai proses peradilan, yaitu
peradilan etika.

Di lingkungan organisasi profesi, misalnya di dunia
kedokteran, sekarang juga sudah ada Konsil Kedokteran
Indonesia (KKI) yang salah satu tugasnya membentuk mengatur
keberadaan majelis kehormatan etika kedokteran. Sedangkan di
bidang-bidang profesi lainnya, lembaga penegak etika itu semua
dilembagakan secara internal dalam masing-masing organisasi
profesi, organisasi-organisasi kemasyarakatan atau pun partai-
partai politik. Dewasa ini, banyak lembaga negara dan semua
partai politik, serta kebanyakan organisasi kemasyrakatan
(Ormas) telah mempunyai sistem kode etik yang diberlakukan
secara internal dan disertai dengan pengaturan mengenai
lembaga-lembaga penegaknya. Di lingkungan Pengawai Negeri
sudah ada Kode Etik Pegawai Republik Indonesia dan
mekanisme penegakannya. Di lingkungan Komnas HAM juga
sudah diatur adanya Kode Etika Komisioner dan mekanisme
penegakannya. Di organisasi PERADI (Persatuan Advokat
Indonesia) juga sudah diatur adanya Kode Etika dan Majelis
Kehormatan Advokat. Yang dapat dikatakan paling maju adalah
di lingkungan institusi Kepolisian dan Tantara Nasional

Indonesia. Di lingkungan tentara dan kepolisian bahkan
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dibedakan antara kode etik dan kode perilaku, etika profesi dan
disiplin organisasi.

Akan tetapi, tidak bermaksud menafikan atas realitas
praktik, faktanya, hampir sebagian lembaga penegak kode etika
tersebut, sebagian besar masih bersifat proforma atau apa yang
disebut oleh Ketua DKPP periode pertama Profesor Jimly
Asshiddigie (2012-2017) masih sebatas formalitas dan sangat
tidak mungkin ditegakannya keadilan berdasarkan spirit nilai
hukum dan etika karena praktiknya muncul perasaan malu atau
sungkan antar sesama teman dalam suatu profesi. Bahkan
sebagian di antaranya belum pernah menjalankan tugasnya
dengan efektif dalam rangka menegakkan kode etik yang
dimaksud. Salah satu sebabnya ialah lembaga-lembaga penegak
kode etik tidak memiliki kedudukan yang independen, sehingga
kinerjanya tidak efektif. Sistem dan mekanisme pemeriksaan pun
masih mengikuti tradisi rutinitas peradilan dalam menjalankan
tugas dan fungsi. Bahkan beberapa di antaranya dapat
dikatakan model persidangan masih bersifat tertutup dan kurang
profesional.

Berdasarkan praktik penegakan kode etik profesi yang
kaku dan cenderung tertutup itulah yang mendorong pimpinan
periode pertama di bawah kepemimpinan Jimly Asshiddigie
berusaha memberikan model baru dalam sistem dan mekanisme
pemeriksaan dalam persidangan kode etik penyelenggara pemilu

di DKPP yang sangat terbuka. Model pemeriksaan persidangan
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yang terbuka yang dipraktikkan di DKPP telah menjadi harapan
publik terhadap terciptanya keadilan bagi para pencari keadilan
di Indonesia. Dan tanpa disadari kelembagaan DKPP telah
merintis dan menggerakan suatu sistem peradilan etika
khususnya di kode etik penyelenggara pemilu yang berdasarkan
amanat undang-undang pemilihan umum yakni pemilihan umum
dilaksanakan harus sesuai dengan asas langsung, umum, bebas,
rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) serta penegakan 12
prinsip penyelenggaraan pemilu.

Periode pertama DKPP (2012-2017) menjadikan
peradilan kode etik penyelenggara pemilu sebagai role model
dalam praktik penegakan keadilan progresif dan substantif. Hal
ini sejalan dengan praktik pelaksanaan pemilu yang lebih bersifat
substantif. DKPP dikonstruksikan sebagai lembaga peradilan etik
yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang lazim di dunia
modern, termasuk mengenai independensi dan imparsialitasnya.
Peradilan yang independen, imparsial, dan terbuka, yaitu
peradilan hukum (Court of Law) untuk masalah hukum, dan
peradilan etika (Court of Ethics) untuk masalah etika. Bahkan
periode pertama menekankan pentingnya penguatan sistem
demokrasi lebih bersifat substansial daripada sekedar bersifat
prosedural, dan berpilarkan sistem pemilu yang tidak sekedar
formal sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga berintegritas

menurut standar etika (election with integrity).
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Periode kedua kepemimpinan DKPP (2017-2022)
melanjutkan program kinerja periode pertama. Namun periode
kedua, pada permulaan Ketua Dr. Harjono semakin memperkuat
institusi kode etik penyelenggara pemilu ini hingga frust public
atau kepercayaan publik terus menguat. Penanganan dan
penyelesaian pelanggaran kode etik tetap mengedepankan
standar perilaku etik sebagaimana yang diatur dalam Pedoman
Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Bahkan pada periode
kedua, produk regulasi internal yang dihasilkan DKPP semakin
memperkuat kelembagaan peradilan kode etik penyelenggara
pemilu. Periode ini menyempurnakan periode sebelumnya yang
masih serba terbatas fasilitas pendukung penegakan kode etik
penyelenggara pemilu.

Periode kedua ini sangat menentukan eksistensi
peradilan kode etik penyelenggara pemilu (DKPP) dalam
mewujudkan amanat undang-undang pemilihan umum yakni
menegakkan kemandirian, integritas dan kredibilitas
penyelenggara pemilu. Untuk mewujudkan kemandirian,
integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu dan dapat
menjadi institusi kode etik yang dipercaya masyarakat, maka
kebijakan pimpinan yang strategis adalah membentuk peraturan
internal untuk pengawasan bagi semua penyelenggara pemilu
termasuk anggota DKPP yakni melalui Peraturan DKPP Nomor 2
Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Penyelenggara Pemilu.
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Seiring berjalannya waktu, Ketua DKPP Harjono pada
tahun 2019 dipilih menjadi Anggota Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi dan pada Rabu 15 April 2020 melalui
rapat pleno secara aklamasi memilih Profesor Muhammad
sebagai Ketua menggantikan Harjono. Profesor Muhammad dan
segenap anggota DKPP lainnya tetap berkomitmen meneruskan
program periode pertama yakni menggerakan apa yang disebut
sebagai ethics infra-structures in public offices’ (infra-struktur
etika dalam jabatan-jabatan publik). Selain tugas utama
penegakan kode etik dijalankan secara konsisten berdasarkan
peraturan perundang-undangan, segenap anggota menggerakan
program pendidikan etik; bimbingan penegakan kode etik; dan
aktivitas pendukung lainnya yakni sosialisasi secara massif dan
publikasi yang luas termasuk karya buku yang ditulis para
Anggota DKPP.

DKPP meneruskan program kerja sama dengan Komisi
Yudisial (KY) dan MPR RI dalam pengembangan sistem etika
kehidupan berbangsa yang disusun dalam program Konfrensi
tentang Etika Kehidupan berbangsa. MPR RI bekerja sama
dengan KY dan DKPP menyelenggarakan Konferensi Nasional II
Etika Kehidupan Berbangsa pada hari Rabu, 11 November 2020,
di Gedung Nusantara IV komplek MPR/DPR, Jakarta. Selain
menggerakkan usaha mendorong terwujudnya pembentukkan
suatu institusi yang dicita-citakan yakni Mahkamah Etika Dalam

Kehidupan Berbangsa, DKPP di bawah Ketua Profesor
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Muhammad dan segenap anggota juga memperkuat kinerja
kelembagaan dengan kerja sama Perguruan Tinggi Negeri di
berbagai daerah di Indonesia untuk melakukan penelitian
tentang kepuasan publik terhadap kinerja DKPP. Kerja sama ini
menjadi  bagian strategis dalam mewujudkan kualitas
pemahaman penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

DKPP secara kelembagaan sebagai peradilan kode etik
penyelenggara pemilu memasuki periode ketiga. Masa
pergantian periode kedua sejatinya sesuai undang-undang
pemilu yakni tanggal 12 Juni 2022, namun dengan berbagai
pertimbangan dan keadaan politik nasional yang belum
memungkinkan akhirnya keanggotaan DKPP periode ketiga baru
resmi dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada hari
Rabu Tanggal 7 September 2022. Pelantikan ini berdasar Surat
Keputusan (SK) Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DKPP dari unsur
Tokoh Masyarakat. Presiden secara resmi melantik anggota
DKPP periode ketiga yakni Heddy Lugito, J. Kristiadi, Ratna Dewi
Pettalolo, Muhammad Tio Aliansyah, dan I Dewa Kade Wiarsa
Raka Sandi. Usai pelantikan, keesokan hari Kamis, 8 September
2022, ketujuh anggota DKPP Heddy Lugito, J. Kristiadi, Ratna
Dewi Pettalolo, Muhammad Tio Aliansyah, Dewa Kade Wiarsa
Raka Sandi, Puadi dan Yulianto Sudrajat masing-masing dari
perwakilan ex officio Bawaslu dan KPU langsung menggelar

rapat pleno untuk memilih Ketua. Rapat pleno pertama yang
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digelar untuk memilih ketua tersebut secara aklamasi memilih
Heddy Lugito sebagai Ketua DKPP periode 2022-2027.

Ketua dan Anggota DKPP periode 2022-2027 telah
memastikan bersama-sama untuk secara aktif dan dinamis
mengembangkan kelembagaan DKPP menjadi peradilan yang
mandiri, berintegritas, dan kredibel. Peradilan yang memiliki
komitmen filosofi kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 vyakni mewujudkan tata kelola peradilan kode etik
penyelenggara pemilu yang dapat memberikan jaminan
tegaknya keadilan pemilu di Indonesia. Mengawal dan menjaga
marwah, harkat, dan martabat serta kehormatan baik individu
penyelenggara maupun institusi penyelenggaraan pemilu.
Ketujuh Anggota di bawah Ketua Heddy Lugito bertekad
memperkuat kelembagaan DKPP dengan terus meningkatkan
harapan kepercayaan masyarakat terhadap penanganan dan
penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Pendekatan
penanganan dan penyelesaian perkara kode etik bersifat
substantif.  Perkara pengaduan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu dari tahun ke tahun terus mengalami
peningkatan. Berbagai modus pelanggaran yang diidentifikasi
DKPP pun meliputi cara, namun yang paling dominan adalah
ketidakprofesionalan penyelenggara dan sikap keberpihakan
kepada peserta pemilu yang kerap diadukan ke DKPP.

Periode ketiga sejak dilantik tanggal 7 September hingga
dengan tanggal 24 November 2022, berdasarkan data
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Sekretariat DKPP telah tercatat sebanyak 33 pengaduan
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Peningkatan
jumlah pengaduan hanya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak
dilantk dengan jumlah perkara 33 pengaduan jelas
menunjukkan DKPP akan terus menghadapi lonjakan pengaduan
secara terus menerus karena seiring dengan pelaksanaan
tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun
2024 sedang berjalan.

Ketujuh Anggota DKPP periode 2022-2027, Heddy
Lugito, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, Muhammad Tio
Aliansyah, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Puadi dan Yulianto
Sudrajat telah berkomitmen mengawal dan mewujudkan proses
pelaksanaan semua tahapan hingga pemilu dan pemilihan
serentak tahun 2024 dapat berjalan demokratis, berkualitas dan
berintegritas. Maka kehormatan penyelenggara dan institusi
penyelenggaraan harus dibangun dasar-dasar pemikiran yang
mandiri, integritas dan kredibel. Ketua DKPP Heddy Lugito
menekankan agar kemandirian, integritas dan kredibilitas
sejatinya dimaknai penyelenggara dalam bekerja melaksanakan
tugas dan fungsi penyelenggaraan hendaklah dengan penuh
profesional, teliti, transparan dan akuntabel. DKPP mengambil
sejumlah langkah strategis untuk pencegahan pelanggaran kode
etik penyelenggara pemilu. Salah  satunya  dengan

memaksimalkan forum tripartit antara DKPP, KPU, dan Bawaslu.
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Sejalan dengan pemikiran Ketua DKPP Heddy Lugito,
anggota DKPP J. Kristiadi bahkan menegaskan agar visi pemilu
yang luber dan jurdil terwujud, maka penyelenggara harus selalu
menjaga etika dan moralitas dalam berbangsa dan bernegara.
Peran DKPP mengingatkan penyelenggara untuk selalu
mengedepankan kepekaan etika dalam setiap pelaksanaan tugas
dan wewenang. Etika dan moralitas adalah dua hal yang tidak
dapat terpisahkan satu sama lain. Keduanya harus menjadi
pedoman bagi penyelenggara pemilu yang memegang teguh
kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja,
kemandirian, toleransi, rasa malu, dan tangggung jawab dalam
menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga negara.
DKPP akan melakukan pendekatan edukasi dan menanamkan

standar etika ‘tertinggi’ untuk menekan pelanggaran kode etik.

1.2. Maksud, Tujuan, dan Target
Penyusunan buku Laporan Kinerja (Lapkin) Tahun 2022

ini mempunyai maksud, tujuan, dan target sebagai berikut:

a. Maksud

Buku Lapkin ini merupakan bahan laporan kinerja
kelembagaan DKPP dalam pelaksanaan tugas, pokok,
dan fungsi penegakan kode etik penyelenggara pemilu
sebagai instansi pemerintah, melalui 2 (dua) bentuk
pelaporan yakni secara administratif disampaikan

kepada Presiden, DPR RI, dan dengan tembusan KPU
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dan Bawaslu; dan kedua, secara etika politik laporan
kinerja ini disampaikan kepada khalayak sebagai bagian
dari penerapan asas-asas kepemerintahan yang

akuntabel dan profesional.

b. Tujuan
Tujuan penyusunan buku Lapkin Tahun 2022 ini adalah
sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi  kinerja DKPP  dalam
menjalankan mandat (tugas dan wewenang) fungsi
penegakan dan pencegahan serta penyelesaian semua
pengaduan dugaan pelanggaran kode etik
penyelenggara Pemilu dalam setahun terakhir (2022);

2. Menerima masukan saran dari berbagai pemangku
kepentingan (stakeholders) dan khalayak masyarakat
sebagai bahan perbaikan kinerja pada tahun-tahun
berikutnya; dan

3. Mempublikasi dan sosialisasi guna mendorong partisipasi
masyarakat dalam penegakan dan pencegahakan kode

etik penyelenggara Pemilu yang dijalankan oleh DKPP.

c. Target
Target dari penyusunan buku Lapkin Tahun 2022 ini

adalah sebagai berikut:
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1. Tersampaikannya bahan laporan kinerja tahunan DKPP
dalam bentuk buku Lapkin ini kepada Presiden dan DPR
dengan tembusan KPU dan Bawaslu;

2. Terselenggaranya forum “Lapkin DKPP Tahun 2022:
Refleksi dan Proyeksi” yang dihadiri oleh pimpinan KPU,
Bawaslu, DPR RI, partai politik, mitra kerja, serta
pemangku kepentingan lain seperti yang direncanakan;

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penegakan
dan pencegahan pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu yang dijalankan oleh DKPP;

4, Terimplementasikannya penerapan asas-asas
kepemerintahan yang baik terutama prinsip keterbukaan
(transparency), daya tanggap (responsiveness), dan
akuntabilitas (accountability); dan

5. Terpeliharanya kemandirian, integritas dan kredibilitas
DKPP  sebagai lembaga penegak kode etk

penyelenggara Pemilu;

1.3. Ruang Lingkup Lapkin

Buku Lapkin ini memuat 6 (enam) bab laporan kinerja
DKPP dalam satu tahun terakhir (2022). Laporan kinerja
dimaksud meliputi: laporan administrasi pengaduan, administrasi
persidangan (main programs), dan administrasi kegiatan lain

sebagai penunjang (supporting programs).

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA




5 NN\WY

Bab I, memuat Pendahuluan dengan rincian dimulai dari
latar  belakang. Latar belakang ~mengurai perjalanan
kelembagaan selama periode pertama hingga memasuki periode
ketiga. Memotret perjalanan praktik kelembagaan dari tiga fase
dengan masing-masing kenyataan praktik secara global. Bab ini
juga mendeskripsi disusunnya Buku Lapkin ini. Berikut mengenai
maksud, tujuan, dan target penyusunan Lapkin, serta ruang
lingkup kegiatan.

Bab II, Kelembagaan yang meliputi struktur organisasi
serta uraian fungsi-fungsi administrasi dalam pelaksanaan tugas,
wewenang dan kewajiban DKPP meliputi  penanganan
pengaduan, persidangan yang dilengkapi dengan profil anggota
periode 2022-2027, Sekretariat DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah
(TPD).

Bab III, memuat laporan pelaksanaan fungsi-fungsi
penanganan kode etik penyelenggara pemilu Tahun 2022 yang
meliputi rekapitulasi pengaduan serta pelaksanaan persidangan
dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, meliputi
latar belakang Pengadu, pelaksanaan persidangan, jenis-jenis
sidang, hasil-hasil sidang, perbandingan Teradu penyelenggara
Pemilu di setiap jenjang, baik jajaran KPU maupun Bawasluy,
jumlah Teradu berdasarkan jenis-jenis Pemilu, jumlah Teradu
berdasarkan per amar Putusan Pilkada Serentak tahun 2020

hingga memasuki masa tahapan pelaksanaan Pemilu dan
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Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan perbandingan Pilkada
serentak setiap jenjang.

Bab IV, memuat aktifitas pendukung dalam
membumikan kode etik penyelenggara pemilu, menyongsong
era baru pemilu serentak Tahun 2024. Esensi gagasan
kelembagaan dituangkan pada bab ini meliputi sejarah
transformasi kelembagaan peradilan etik dari DK KPU sampai
menjadi DKPP. Perkembangan praktik regulasi internal, dari
pembahasan Draf Peraturan Tata Naskah Dinas DKPP, Peraturan
DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan Peraturan DKPP
tentang Tenaga Ahli. Kerja sama DKPP dengan pihak Perguruan
Tinggi Negeri (PTN) dalam peningkatan pemahaman penegakan
kode etik melalui penelitian ilmiah oleh PTN di beberapa daerah
di Indonesia serta kerja sama DKPP dengan Kemenkumham dan
Kominfo RI. Bab ini juga memuat tentang sosialisasi serta
publikasi kehumasan melalui Website, /ive streaming DKPP,
media sosial, dan program Podcast DKPP untuk akuntabilitas
kelembagaan DKPP.

Bab V, memuat tentang evaluasi dan proyeksi
penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Bab ini memotret
semua bagian yang ada di DKPP dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Uraian

komprehensif ada pada bab ini di mana secara kelembagaan
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mengungkapkan kendala, hambatan, rintangan sekaligus
prospek dan tantangan penegakan kode etik penyelenggara
pemilu terutama pada tahun pemilu yakni pemilu serentak tahun
2024. Dalam evaluasi sekaligus melakukan analisis pelaksanaan
kode etik penyelenggara pemilu tahun 2022, dalam suatu
refleksi dan proyeksi. Seputar perkembangan pengaduan,
persidangan, dan perkembangan pengaduan Pilkada serentak
2020 hingga tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan
serentak Tahun 2024. Putusan dan pengenaan sanksi serta
modus-modus pelanggaran diurai secara komprehensif pada bab
ini.

Bab VI, memuat penutup yang berisi simpulan serta
saran rekomendasi perbaikan dan peningkatan kelembagaan
DKPP.
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BAB II
KELEMBAGAAN DKPP

2.1. Pengantar

Pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP) bermula dari berdirinya Dewan Kehormatan Komisi
Pemilihan Umum (DK KPU) pada tahun 2008 berdasarkan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum dan diatur berdasarkan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode
Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

DK KPU adalah institusi etik, bersifat ad hoc, dan
bertugas menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi
penyelenggara pemilu di tingkat pusat dan provinsi dengan
fungsi memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga
memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat dan wajib
dilaksanakan oleh KPU (Pasal 22 PKPU No. 31 Tahun 2008).
Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU
Kabupaten/Kota dibentuk DK KPU Provinsi (Pasal 23 ayat (1)
PKPU No. 31 Tahun 2008), dan Dewan Kehormatan Bawaslu
untuk pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu (Pasal
24 ayat (1) PKPU No. 31 Tahun 2008).

Keanggotaan DK KPU terdiri atas; Prof. Dr. Jimly
Asshiddigie, S.H. (Ketua merangkap Anggota/unsur masyarakat),
dan 4 anggota, yaitu; Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H,
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LL.M. (unsur masyarakat), dan 3 (tiga) anggota dari unsur KPU,
yaitu; Prof. Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.Sc., Dra. Endang Sulastri,
M.Si., dan I Gede Putu Artha, SP., M.Si.

Hanya beberapa tahun, Kinerja DK KPU mengundang
simpati publik. Alhasil pemerintah dan DPR memandang penting
untuk meningkatkan kapasitas wewenang, tugas, dan fungsi
lembaga kode etik di bidang kepemiluan ini. Selain itu, komposisi
keanggotaan DK KPU vyang dominan dengan unsur
penyelenggara pun dinilai perlu ditata ulang.

Pada 12 Juni 2012 DK KPU secara resmi berubah DKPP
melalui produk hukum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemiluhan umum. Seiring perubahan DK
KPU menjadi DKPP, UU tentang Penyelenggara Pemilu tersebut
menetapkan DKPP bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih
profesional, dan dengan tugas, fungsi, kewenangan menjangkau
seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu)
beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa.

DKPP juga merupakan satu kesatuan fungsi
penyelenggaraan pemilu yang bertugas menangani pelanggaran
kode etik (penyelidikan, verifikasi, pemeriksaan) dengan sifat
putusan final dan mengikat (7ina/ and binding). Keanggotaan
DKPP pun dipilih dari unsur tokoh masyarakat (Tomas),
professional dalam bidang kepemiluan, ditetapkan bertugas per-
5 tahun dengan masing-masing 1 (satu) perwakilan (ex officio)

dari unsur anggota KPU dan Bawaslu aktif.
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Pada tahun 2017, melalui Undang-undang (UU) Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP dipandang penting
dikuatkan kesekretariatannya. Jika pada UU Nomor 15 Tahun
2011, kesekretariatan DKPP berada dalam biro administrasi
Sekretariat Jenderal Bawaslu, UU Nomor 7 Tahun 2017
mengamanatkan kesekretariatan DKPP dipimpin langsung oleh
seorang Sekretaris. Penguatan lain pada Tim Pemeriksa Daerah
(TPD), yang sebelumnya hanya dibentuk berdasarkan peraturan
DKPP menjadi diatur secara khusus dalam UU Nomor 7 tahun
2017 meski bersifat ad hoc. TPD berfungsi sebagai hakim di
daerah guna membantu dan/atau menjadi hakim pendamping
anggota DKPP dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran kode
etik penyelenggara pemilu di daerah.

Sampai pada satu dekade enam bulan (12 Juni 2012 —
Desember 2022), DKPP telah dinahkodai 3 (tiga) periode
keanggotaan. Pada periode pertama Tahun 2012 - 2017,
anggota DKPP terdiri atas;

1) Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H. (ketua
merangkap anggota)

2) Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. (anggota)

3) Pdt. Saut Hamonangan Sirait MT. (anggota)

4) Dr. Dra. Valina Singka, M.Si., (anggota)

5) Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. (2012-
2013), Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. (PAW;
2013-2017)
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6) Dr.
KPU)

N

Ida Budhiati, S.H., M.H. (anggota unsur

7) Nelson Simanjuntak, S.H. (2012-2014), PAW

Endang Wihdatiningtyas,

S.H.

2017/unsur Bawaslu).

(PAW  2015-

Anggota DKPP Periode Kedua, 12 Juni 2017 — 12 Juni
2022 sebanyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur DPR 3

(tiga) Orang, unsur Pemerintah 2 (dua) Orang dan unsur KPU

dan Bawaslu (masing — masing 1 (satu) Orang. Para Anggota
DKPP resmi dilantik Presiden RI Joko Widodo, pada Hari Senin,
12 Juni 2017 di Istana Negara.

Ketujuh Anggota DKPP tersebut

adalah:
No Nama Unsur Jabatan DKPP | Latar Belakang
1. Dr. Harjono, S.H, M.CI Pemerintah Ketua 2017-2019 Hakim MK
Prof. Dr. Muhammad, Ketua 2019-2022
S.IP., M.Si
Didik Supriyanto, S.IP., Anggota 2019-2022 | Pegiat Pemilu
M.IP
2. Dr. Ida Budhiati, S.H., Pemerintah | Anggota Anggota KPU RI
M.H.
3. Prof. Dr. Muhammad, DPR Anggota Ketua Bawaslu RI
S.IP., M.Si
4. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, | DPR Anggota Akademisi
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S.H., M.Si
Dr. Alftra Salamm, APU DPR Anggota Birokrat
Hasyim Asy’arie, S.H., KPU Anggota 2017- | Anggota KPU RI
M.H., Ph.D 2020
Pramono Ubaid Anggota 2020-2022
Thantawi, MA
Dr. Ratna Dewi Pettalolo, | Bawaslu Anggota 2017-2018 | Anggota  Bawaslu
S.H.,, M.H RI

Fritz Edward Siregar,
S.H., LL.M., Ph.D

Anggota 2018-2019

Rahmad Bagja, S.H.,
LL.M

Anggota 2019-2020

M. Afifuddin, S.Th.L.,
M.Si

Anggota 2020-2022

Catatan:

1) Pada Jum’at, 20 Desember 2019, Ketua DKPP Dr.
Harjono, S.H., M.Cl resmi dilantik Presiden Joko Widodo
sebagai Anggota Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).

2) Pada Rabu, 15 April 2020, Prof. Dr. Muhammad, S.IP.,
M.Si terpilih secara aklamai sebagai Ketua DKPP definitif

ketua),

Musyawarah Anggota DKPP vyang dituangkan dalam

Berita Acara Nomor 002/K.DKPP/SET-01/1V/2020.

(sebelumnya PIt. berdasarkan Hasil Pleno
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3) Pada Rabu, 15 April 2020 (pada hari yang sama dengan
pelantikan Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si sebagai
ketua baru), Didik Supriyanto, S.IP., M.IP. ditunjuk oleh
Presiden RI Joko Widodo sebagai Anggota DKPP
Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa tugas tahun
2017-2022 (menggantikan DR. Harjono, S.H., M.Cl).

4) Anggota DKPP dari unsur KPU RI berganti 2 nama;
Pertama, Hasyim Asy‘arie, Ph.D (2017 — 2020). Kedua,
Pramono Ubaid Thantawi, MA (2020 — 2022)

5) Anggota DKPP dari unsur Bawasli RI bergiliran 4 nama;
Pertama, Dr. Ratna Dewi Pettalolo (2017 — 2018).
Kedua, Dr. Fritz Edward Siregar (2018 — 2019). Ketiga,
Rahmad Bagja, S.H., LL.M (2019 - 2020). Keempat, M.
Afifuddin, S.Th.I., M.Si (2020 — 2022).

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP) periode 2022-2027 secara resmi dilantik oleh Presiden
Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 7 September
2022.
5 (Lima) Anggota DKPP periode 2022-2027 yang dilantik ini

adalah
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No Nama Unsur Jabatan DKPP Latar Belakang

1. | Heddy Lugito Pemerintah Ketua Profesional

2. | J. Kristiadi Pemerintah Anggota Profesional

3. | I Dewa Kade Wiarsa DPR Anggota Anggota KPU RI
Raka Sandi

4. Ratna Dewi Pettalolo DPR Anggota Anggota  Bawaslu

RI

5 Muhammad Tio DPR Anggota Anggota  Bawaslu
Aliansyah Provinsi Lampung

Anggota DKPP Unsur Penyelenggara Pemilu (KPU & Bawaslu RI)

6. | Yulianto Sudrajat KPU Anggota Anggota KPU

7. | Puadi BAWASLU Anggota Anggota Bawaslu

Pelantikan 7 (tujuh) nama tersebut berdasarkan Surat
Keputusan (SK) Presiden Nomor 82/P Tahun 2022 tentang
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Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu Unsur Tokoh Masyarakat. SK ini juga
menyebutkan pemberhentian dengan hormat lima Anggota DKPP
periode 2017-2022, vyakni Ida Budhiati, Didik Supriyanto,
Muhammad, Alfitra Salam, dan Teguh Prasetyo.

Pelantikan Anggota DKPP Periode 2022 — 2027 berbeda
dengan Pelantikan Anggota DKPP dua periode sebelumnya.
Sebelum pelantikan oleh Presiden terhadap dua anggota DKPP
atas penunjukan pemerintah dan tiga anggota DKPP pilihan DPR.
Dua Anggota DKPP unsur penyelenggara pemilu (KPU RI dan
Bawaslu RI) telah ditetapkan berdasarkan Surat Resmi dari
masing-masing lembaga, dengan petikan surat sebagai berikut:

1) Berdasarkan surat Nomor 118/SDM.13-ST/ tanggal

26 April 2022 tentang Pergantian Anggota Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ex Officio Unsur
KPU, maka pergantian anggota DKPP ex officio
unsur KPU yang semula atas nama Pramono Ubaid
Tantowo, M.A menjadi Yulianto Sudrajat, S.Sos.,
M.Ikom berlaku mulai pada tanggal 26 April 2022.

2) Berdasarkan surat Nomor 0209/HK.01/K1/04/2022
tanggal 20 April 2022 tentang Pergantian Anggota
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ex Officio
Unsur Bawaslu, maka pergantian anggota DKPP E£x

Officio unsur Bawaslu yang semula atas Muhammad
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Afifuddin S.TH., M.Si menjadi Puadi, S.pd, MM
berlaku mulai pada tanggal 20 April 2022.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menyebutkan, penyelenggara pemilu adalah lembaga
yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi
penyelenggaraan pemilu untuk memilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden
dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat (Pasal 1
ayat (7)).

Pasal 1 ayat (24) menyebutkan, “Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah
lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik
Penyelenggara Pemilu”. Penjelasan tentang DKPP diatur terinci
pada Bab III, Pasal 155-Pasal 166. Tugas DKPP disebutkan pada
Pasal 156 ayat (1), yakni:

1) Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
penyelenggara pemilu; dan

2) Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta
pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan
adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh

penyelenggara pemilu.
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Selanjutnya, DKPP memiliki kewenangan antara lain:

1) Memanggil penyelenggara pemilu yang diduga
melakukan  pelanggaran  kode etik  untuk
memberikan penjelasan dan pembelaan;

2) Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang
terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk
dimintai dokumen atau bukti lain;

3) Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu
yang terbukti melanggar kode etik; dan

4) Memutus pelanggaran kode etik (Pasal 159 ayat
(2).

Kewaijiban DKPP diuraikan pada Pasal 159 ayat (3),
yaitu:

1) Menerapkan prinsip menjaga keadilan,
kemandirian, imparsialitas, dan transparansi;

2) Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku
bagi penyelenggara pemilu;

3) Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan
kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan

4) Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk
ditindaklanjuti.

Subjek penanganan perkara DKPP (subjectum [litis)

terdiri atas; Pengadu dan Teradu. Tentang Pengadu disebutkan

pada Pasal 458 ayat (1) yaitu:
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1) Peserta Pemily,

2) Tim kampanye,

3) Masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi
dengan identitas pengadu kepada DKPP.

Sedangkan Teradu terdiri dari atas 3 unsur, yaitu;

1) unsur KPU; Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi,
Anggota KPU Kab/Kota, Anggota KIP Aceh,
Anggpta KIP Kab/Kota, Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), Anggota Panitia Pemungutan
Suara (PPS), Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri
(PPLN), Anggota  Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS) dan Anggota Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
(KPPSLN);

2) unsur Bawaslu; Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu
Provinsi, Anggota Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu  Desa/Kelurahan, dan
Pengawas TPS, dan Anggota Panwaslu Luar Negeri;

3) Jajaran Sekretariat Penyelenggara Pemilu

Meskipun  Teradu adalah semua jajaran
penyelenggara Pemilu dari pusat sampai tingkat paling
rendah, pola penanganan dugaan pelanggaran kode etik

dilakukan secara berjenjang:
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1) Berdasarkan Pasal 155 ayat (2) “DKPP dibentuk
untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau
laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi,
anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu,
anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota".

2) Untuk perkara dugaan pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh anggota PPLN, anggota KPPSLN,

dan Panwaslu LN diselesaikan oleh DKPP.

2.2, Sekretariat DKPP

Perubahan kedudukan DKPP dalam UU No. 7 Tahun
2017 juga terkait dengan kesekretariatan DKPP. Sebelumnya, UU
No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
mengamanatkan keberadaan sekretariat DKPP menjadi bagian
dari Sekretariat Jenderal (Setjen) Bawaslu RI.

Lahirnya UU No. 7 tahun 2017 merubah kedudukan
sekretariat, bahwa kedudukan Sekretariat DKPP tidak lagi
menjadi bagian dari Setjen Bawaslu RI. Implementasinya diatur
dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan
Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilihan Umum.
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Perpres No. 67 Tahun 2018 mengatur tugas Sekretariat
DKPP, yakni untuk memberikan dukungan administratif dan
teknis operasional kepada DKPP. Sedangkan fungsi Sekretariat
DKPP adalah:

a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan
program kerja serta laporan kegiatan DKPP;

b) Pemberian dukungan teknis dan administratif
pengaduan, persidangan, dan putusan kepada
DKPP;

c) Pelaksanaan pengelolaan keuangan, administrasi
kepegawaian, pembinaan organisasi, sarana dan
prasarana, dan administrasi umum DKPP;

d) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data,
serta penyusunan laporan kegiatan DKPP;

e) Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-
undangan, advokasi hukum, hubungan
masyarakat, dan kerja sama; dan

f) Pemberian fasilitasi kepada Tim Pemeriksa
Daerah.

Adapun wewenang Sekretariat DKPP adalah:

a) mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi
DKPP;

b) mengoordinasikan dan menyusun kegiatan
rencana strategis, program kerja, dan anggaran
DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah;
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c) mengelola keuangan dan barang milik negara
DKPP; dan

d) melakukan pembinaan manajemen sumber daya
manusia Sekretariat DKPP.

Perpres No. 67 Tahun 2018 juga mengatur susunan
organisasi Sekretariat terdiri dari dari 1 (satu) orang Sekretaris,
6 (enam) Bagian yang masing-masing Bagian terdiri atas 4
(empat) Sub Bagian. Selain Jabatan struktural, Sekretariat DKPP
juga terdiri dari Tenaga Ahli dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Perpres No. 67 Tahun 2018 pun belum cukup untuk
restrukturisasi sekretariat baru DKPP. Pasal 9 Perpres No. 67
Tahun 2018 menyatakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Selanjutnya, pada 24 Januari 2019, lahirlah Permendagri
Nomor 10 Tahun 2019 yang diundangkan pada tanggal 20
Februari 2019 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-
Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 170.

Tujuh bulan pasca diundangkannya Permendagri Nomor
10 Tahun 2019, tepat pada Hari Kamis, 15 Agustus 2019,
bertempat di Gedung A lantai 5 Kantor Kementerian Dalam
Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta, menjadi

penanda wajah sekretariat baru DKPP di bawah Satuan Kerja
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Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo secara resmi melantik para
pejabat dalam struktur baru DKPP yang terdiri atas; seorang
sekretaris, 6 (enam) kepala bagian, dan 24 kepala sub bagian,
yang terbagi ke dalam eselon II (pejabat pimpinan tinggi
pratama), eselon III (pejabat administrator), dan eselon IV
(pejabat pengawas).

Nama-nama yang dilantik, yaitu; Bernad Dermawan
Sutrisno sebagai Sekretaris DKPP; Johnly Pedro Merentek
sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Umum; Aris Munandar
sebagai Kepala Bagian Hukum, Kerjasama,dan Kepegawaian;
Arief Ma'ruf sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Teknis Pengaduan;
Osbin Samosir sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Teknis
Persidangan dan Teknis Putusan; Ferry Yanuar Martedi sebagai
Kepala Bagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah; dan Ashari
sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Data dan
Teknologi Informasi.

Dua tahun ©berselang, Sekretaris DKPP Bernad
Dermawan Sutrisno resmi berpindah tugas
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
201/TPA Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU sebagai
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI di Ruang Sidang Utama
Lantai 2, Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu, 6 Januari 2021.
Selanjutnya, terpilih Arif Ma'ruf sebagai PIt. Sekretaris DKPP

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA




] N

berdasar Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Nomor 821.2-36 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pelaksana
Tugas (PIt.) Sekretaris DKPP yang diteken pada 8 Januari 2021.

Setelah selama enam bulan Sekretariat DKPP dipimpin
oleh Pelaksana Tugas Kepemimpinan Sekretariat yang
merangkap sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Pengaduan DKPP,
terhitung mulai Hari Senin, 7 Juni 2021, Yudia Ramli resmi
ditunjuk sebagai PIt. Sekretaris DKPP oleh Kementerian Dalam
Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor: 821.2-1209 Tahun 2021 tentang Penunjukan PIt
Sekretaris DKPP yang ditetapkanpada tanggal 31 Mei 2021.
Berjalan lima bulan Yudia Ramli ahirnya resmi menjabat sebagai
Sekretaris DKPP definitif setelah dilantik oleh Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Kantor
Kemendagri, Jakarta, Rabu, 27 Oktober 2021.

Pada 12 Februari 2022, dilaksanakan pelantikan untuk
13 pejabat yang baru dilantik sebagai Kabag dan Kasubbag di
Sekretariat DKPP, 10 orang di antaranya adalah pejabat yang
baru memasuki Sekretariat DKPP dan tiga orang lainnya adalah
pejabat lama yang mendapatkan rotasi jabatan. 10 pejabat baru
tersebut adalah Enjang Muhidin (Kabag Perencanaan dan
Umum), Mohd. Arif Iriansyah (Kabag Humas, Data, dan
Teknologi Informasi), Sahisnu Galih Andara (Kasubbag
Keuangan), Wahyu Subrata (Kasubbag Perlengkapan dan Rumah
Tangga), Dedek Harianto (Kasubbag TU dan Protokol), Ahmad
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Aribi (Kasubbag Kepegawaian), Rahmat Erianto (Kasubbag
Fasilitasi Penyiapan Perkara), Johnny Cristian Parlindungan
(Kasubbag Penjadwalan dan Pemanggilan Persidangan), Tanti
Enastiwi (Kasubbag Tindak Lanjut Putusan), dan Hartati
(Kasubbag Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah Wilayah I).

Sedangkan tiga pejabat lama yang mendapat rotasi
adalah Arif Ma'ruf (Kabag Hukum, Kerjasama, dan
Kepegawaian/HKK), Jonhly Pedro Merentek (Kabag Fasilitasi
Teknis Pengaduan), dan Andre Saputra (Kasubbag Risalah
Sidang dan Penyusunan Putusan). Pada 8 Juli 2022, Arif Ma'ruf
resmi dilantik sebagai Kapala Bagian Sosialisasi & Pendidikan
Pemilih Komisi Pemilihan Umum RI. Selanjutnya Posisi PIt Kabag
HKK digantikan Bugi Kurnia Widianto, S.IP., M.Si sampai secara
resmi ditunjuk sebagai Kabag HKK pada Kamis, 24 November
2022.
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2.3. Tim Pemeriksa Daerah (TPD)

Tim Pemeriksa Daerah selanjutnya disebut TPD adalah
organ yang dibentuk DKPP untuk membantu pelaksanaan tugas
dan fungsi penegakan kode etik penyelenggara pemilu di
daerah. Keanggotaan TPD terdiri atas unsur KPU Provinsi/KIP
Aceh, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, dan unsur masyarakat.
Dasar pembentukan TPD oleh DKPP diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal
164 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, menyatakan "Dalam
melaksanakan tugasnya, DKPP dapat membentuk tim pemeriksa
daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc”. Selanjutnya
Pasal 164 ayat (2), "Tim pemeriksa daerah di setiap provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berjumiah
4 (empat) orang”. Dan Pasal 164 ayat (3) "Ketentuan mengenai
tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja tim pemeriksa daerah
diatur dengan Peraturan DKPP”, Ketentuan, program-program
terkait TPD disajikan dalam bab khusus.
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2.3.1. Pengukuhan dan Peningkatan Kapasitas TPD
Periode 2022 - 2023

Program peningkatan kapasitas TPD dilaksanakan dalam

rangkain Pengkuhan Keanggotaan TPD Masa Bhakti Tahun
2022-2023 di Provinsi D.I. Yogyakarta, pada hari Selasa, 1
November 2022. Pengukuhan ini merupakan satu dari
serangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan
Peningkatan Kapasitas TPD yang diadakan DKPP Yogyakarta.
Dalam pengukuhan ini, 204 TPD periode 2022-2023
mengucapkan sumpah janji jabatan yang dipandu oleh Ketua
DKPP Heddy Lugito. Seluruh nama tersebut dikukuhkan berdasar
Surat Keputusan (SK) DKPP Nomor: 016/SK/K.DKPP/SET-
03/X/2022 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Pemeriksa
Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada

Setiap Provinsi di Indonesia Periode 2022-2023 tertanggal 28
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Oktober 2022. Usai pengukuhan, dilanjutkan pembacaan pakta
integritas semua Anggota TPD Periode 2022-2023. Selain itu,
dilakukan penandantanganan Berita Acara Pengambilan
Sumpah/ Janji Jabatan TPD Periode 2022-2023 yang disaksikan
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari dan Sekretaris DKPP, Yudia Ramli,
sebagai saksi.

Pengukuhan dan  pengambilan  sumpah  yang
dilaksanakan dengan rangkaian acara peningkatan kapasitas
bagi TPD. Materi yang disampaikan dalam peningkatan kapasitas
TPD meliputi sebagai berikut:

1. Sistem penegakan kode etik penyelenggara pemilu;
2. Prinsip-prinsip penegakan kode etik penyelenggara
pemilu;
3. Prosedur penanganan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu;
4. Tugas, wewenang dan kewajiban Tim Pemeriksa Daerah;
Mekanisme penerimaan pengaduan
6. Teknik pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu:
a. Asas-asas pemeriksaan persidangan
b. Dasar pemeriksaan
¢. Kedudukan para pihak
d. Teknik pembuktian
e

Tata urut pemeriksaan
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Rangkaian materi dalam peningkatan kapasitas TPD
ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan
TPD dalam melaksanakan tugas dan wewenang memeriksa
dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Pendalaman pemahaman etik bertujuan agar TPD dalam
memeriksa dan menilai hingga merekomendasikan bentuk dan
jenis sanksi atas hasil pemeriksaan dugaan pelanggarakan kode
etik betul-betul objektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
Berikut daftar nama-nama TPD yang diangkat Berdasarkan SK
Nomor: 014/SK/K.DKPP/SET-03/IX/2022. Pengangkatan tersebut
merupakan perpanjangan terhadap TPD yang telah berakhir
masa jabatan untuk menghindari kekosongan jabatan TPD
sebelum diangkat TPD yang baru. Perpanjangan TPD tersebut
berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 hingga kemudian
diangkat TPD periode 2022-2023 dengan daftar tabel pada sub
bab berikut.

2.3.2. Daftar Tim Pemeriksa Daerah

Untuk mengetahui TPD yang telah diangkat, baik untuk
perpanjangan hingga 31 Oktober 2022 maupun yang telah
diangkat untuk masa jabatan 2022-2023 dapat dilihat pada
daftar tabel berikut:
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Tabel 1
Tim Pemeriksa Daerah Periode 2021-2022

NO | PROVINSI NAMA UNSUR PROFESI
1. Aceh 1. Kurniawan S, SH. , Masyarakat PEGIAT PEMILU
LL.M
2. Teuku Kemal Fasya, | Masyarakat PEGIAT PEMILU
M.Hum
3. Munawarsyah, KIP KOMISIONER
S.HI., M.A
4. Ir. Tharmizi, MH KIP KOMISIONER
5. Faizah, SP Panwaslih KOMISIONER
6. Marini, S.Pt Panwaslih KOMISIONER
2. Sumatera 1. Yenni Chairiah Masyarakat PEMERHATI PEMILU
Utara Rambe, S.H.
2. Dr. Iskandar Masyarakat DOSEN

Zulkarnain, M.Si

3.Herdensi, S.Sos., KPU Provinsi KOMISIONER
MSP
4. Syafrial Syah, S.E., KPU Provinsi KOMISIONER
M.Si

5. Suhadi Sukendar Bawaslu Provinsi KOMISIONER
Situmorang, SH.,MH

6. Agus Salam, S.H.I Bawaslu Provinsi KOMISIONER

3 Sumatera 1. Dr. Hj. Lishapsari Masyarakat DOSEN
Selatan Prihatini, M.Si

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
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NO | PROVINSI NAMA UNSUR PROFESI
2. Hendri Almawijaya, | KPU Provinsi KOMISIONER
M.Pd
3. Hendri Daya Putra, KPU Provinsi KOMISIONER
S.Ag
4, Iin Irwanto, S.T., Bawaslu Provinsi KOMISIONER
M.M
5. Junaidi, S.E., M.Si Bawaslu Provinsi KOMISIONER

4 Sumatera 1. Dr. Otong Rosadi, Masyarakat DOSEN

Barat S.H., M.Hum

2. Aidinil Zetra , S.IP., | Masyarakat DOSEN
M.A., PhD
3. Izwaryani, S.Ag KPU Provinsi KOMISIONER
4. Yuzalmon, S.Ag., KPU Provinsi KOMISIONER
S.H.,M.Si
5. Elly Yanti, SH Bawaslu Provinsi KOMISIONER
6. Nurhaida Yetti, SH., | Bawaslu Provinsi KOMISIONER
MH

5 Riau 1. Indra Safri, S.Sos., Masyarakat
M.Si
2. Abd. Razak. Jer, Masyarakat
SE.M. Si
3. Abdul Rahman, SE KPU Provinsi KOMISIONER
4. Drs. Joni Suhaidi KPU Provinsi KOMISIONER
5. Hasan, M.Si Bawaslu Provinsi KOMISIONER
6. Rusidi Rusdan, Bawaslu Provinsi KOMISIONER
S.Ag., M.Pd.I

6 Kepulauan 1. Dr. Zaitun, S.S., Masyarakat DOSEN

Riau M.Ag
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NO | PROVINSI NAMA UNSUR PROFESI
2. Dr. Adji Suradji Masyarakat DOSEN
Muhammad, S.Sos.,
M.Si.
3. Sriwati, S.E., MM KPU Provinsi KOMISIONER
4. Priyo Handoko, KPU Provinsi KOMISIONER
S.A.P., M.A
5. Said Abdullah Bawaslu Provinsi KOMISIONER
Dahlawi, ST
6. Idris, S.TH.I Bawaslu Provinsi KOMISIONER
7 Jambi 1. Nuraida Fitri Habi, Masyarakat DOSEN
S.Ag, M.Ag.
2. Dr. Ferdricka Masyarakat DOSEN
Nggeboe, SH, MH
3. H.M. Subhan, S.Ag., | KPU Provinsi KOMISIONER
MH
4. Ahdiyenti, S.Ag., KPU Provinsi KOMISIONER
M.Pd.I
5. Asnawi R, M.Pd Bawaslu Provinsi KOMISIONER
6. Rofigoh Pebrianti, Bawaslu Provinsi KOMISIONER
S.P
8 Bangka 1. Sugesti, M.Pd.I Masyarakat
Belitung
2. Bagong Susanto, Masyarakat DOSEN
SH
3. Guid Cardi, SIP KPU Provinsi KOMISIONER
4. Pudjiarti, ST KPU Provinsi KOMISIONER
5. Jafri, S.Pd., Si Bawaslu Provinsi KOMISIONER
9 Bengkulu 1. Heri Sunaryanto, Masyarakat DOSEN
M.A., Ph.D
2. Drs. Yuharuddin, Masyarakat DOSEN
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NO | PROVINSI NAMA UNSUR PROFESI
3. Siti Baroroh, S. Ag., | KPU Provinsi KOMISIONER
M.Si
4. Emex Verzoni, SE KPU Provinsi KOMISIONER
5. Patimah Siregar, Bawaslu Provinsi KOMISIONER
S.Pd., M.Pd
6. Halid Saifullah, Bawaslu Provinsi KOMISIONER
S.H., M.H

10. | Lampung 1. Sholihin, S.Pd.I, MH | Masyarakat DOSEN
2. Dr. Nanang Masyarakat DOSEN
Trenggono, M.Si
3. Antoniyus, S.IP KPU Provinsi KOMISIONER
4, Titik Sutriningsih, KPU Provinsi KOMISIONER
S.E., M\.M
5. Karno Ahmad Bawaslu Provinsi KOMISIONER
Satarya, S.Sos.I
6. Tamri, S.Hut., M.H Bawaslu Provinsi KOMISIONER

11. | DKI Jakarta | 1. Aminullah Masyarakat PEGIAT PEMILU
2. Dr. Radian Syam, Masyarakat DOSEN
S.H., M.H
3. Marlina, SH KPU Provinsi KOMISIONER
4. Partono, S.IP., MA KPU Provinsi KOMISIONER
5. Muhammad Jufri, Bawaslu Provinsi KOMISIONER
S.S0s., M.Si
6. Siti Khopipah, Bawaslu Provinsi KOMISIONER
S.Ag., M.Si

12. | Banten 1. Drs. Solihin, M.Pd Masyarakat PEGIAT PEMILU
2. Sri Yanuarti Masyarakat PEGIAT PEMILU
3. Ramelan, S.Hi KPU Provinsi KOMISIONER
4. Masudi, SE KPU Provinsi KOMISIONER
5. Samani, S. Sos. Bawaslu Provinsi KOMISIONER
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6. Badrul Munir, S. Bawaslu Provinsi KOMISIONER
Ag., S.H., M.H
13. | Jawa Barat 1. Moch. Nurhasim, Masyarakat PEMERHATI PEMILU
S.IP., M.Si
2. Dra. Mudiyati Masyarakat DOSEN
Rahmatunnisa, M.A.,
Ph.D
3. Titik Nurhayati, KPU Provinsi KOMISIONER
M.Hum., M.H
4. Zaki Hilmi Bawaslu Provinsi KOMISIONER
14. | Jawa 1. Dr. Jeferson Masyarakat DOSEN
Tengah Kameo, SH., LLM
2. Dr.Sos. Dra. Masyarakat DOSEN
Fitriyah, MS
3. Paulus Widiyantoro, | KPU Provinsi KOMISIONER
SE., M.M
4. Putnawati KPU Provinsi KOMISIONER
5. Gugus Risdaryanto, | Bawaslu Provinsi KOMISIONER
S.S0s,. M.Si
6. M. Roffiudin, S.H.I., | Bawaslu Provinsi KOMISIONER
M.I.Kom
15. | Jawa Timur | 1. Dr. Slamet Masyarakat DOSEN
Suhartono, S.H., M.H.
2. Dr. Sufyanto, S.Ag., | Masyarakat DOSEN
M.Si
3. Gogot Cahyo KPU Provinsi KOMISIONER
Baskoro
4. Insan Qoriawan KPU Provinsi KOMISIONER
5. Nur Elya Anggraini, | Bawaslu Provinsi KOMISIONER

S.Sos., M.Si
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6. Purnomo Satriyo Bawaslu Provinsi KOMISIONER
Pringgodigdo, SH., MH
16. | D.L 1. Bambang Eka Masyarakat DOSEN
Yogyakarta Cahya Widodo, S.IP,
M.Si.
2. Prof. Dr. Ni‘matul Masyarakat DOSEN
Huda, S.H., M.Hum.
3. Muh. Zaenuri KPU Provinsi KOMISIONER
Ikhsan
4. Wawan Budiyanto KPU Provinsi KOMISIONER
5. Agus Muhammad Bawaslu Provinsi KOMISIONER
Yasin, S.S0s
6. Muh. Amir Bawaslu Provinsi KOMISIONER
Nashiruddin, S.H.I
17. | Bali 1. Dr. Ni Wayan Masyarakat DOSEN
Widhiasthini, S.Sos.,
M.Si
2. Dr. Drs. 1. Made Masyarakat DOSEN
Wena, M.Si
3. I Dewa Agung Gede | KPU Provinsi KOMISIONER
Lidartawan
4. Luh Putu Sri KPU Provinsi KOMISIONER
Widyastini
5. I Wayan Bawaslu Provinsi KOMISIONER
Widyardana Putra, SE
6. Ir. I Ketut Bawaslu Provinsi KOMISIONER
Sunandra. M. Si
18. | Nusa 1. Dr. Drs. Syafruddin, | Masyarakat PEGIAT PEMILU
Tenggara M.S
Barat
2. Hesty Rahayu, ST., | Masyarakat DOSEN
MM
3. Suhardi Soud, SE., KPU Provinsi KOMISIONER
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MM
4. Zuriati, SP KPU Provinsi KOMISIONER
5. Dr. Hj. Yuyun Nurul | Bawaslu Provinsi KOMISIONER
Azmi, SP., MP
6. Suhardi, S.IP., MH Bawaslu Provinsi KOMISIONER
19. | Nusa 1. Mikhael Feka, S.H., | Masyarakat DOSEN
Tenggara M.H
Timur
2. Dr. Detji K. E. R. Masyarakat DOSEN
Nuban, S.H., M.Hum
3. Thomas Dohu, KPU Provinsi KOMISIONER
S.Hut., M.Si
4. Lodowyk Fredrik, KPU Provinsi KOMISIONER
S.T
5. Melpi M. Marpaung, | Bawaslu Provinsi KOMISIONER
ST
6. Noldi Tadu Hungu, Bawaslu Provinsi KOMISIONER
S.Pt
20. | Kalimantan 1. Jumadi, S.Sos., Masyarakat DOSEN
Barat M.Si., Ph.D
2. Umi Rifdiyawaty, Masyarakat PEGIAT PEMILU
SH, MH
3. Erwin Irawan, KPU Provinsi KOMISIONER
S.50s., M.Si
4. Lomon, S.Sos KPU Provinsi KOMISIONER
5. Mohammad, SH Bawaslu Provinsi KOMISIONER
6. Ruhermansyah, SH | Bawaslu Provinsi KOMISIONER
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21. | Kalimantan 1. Jefry Tarantang, Masyarakat DOSEN
Tengah S.Sy., SH., MH.
2. Dr. Ir. H. Syamsuri Masyarakat DOSEN
Yusup, M.Si
3. Wawan Wiraatmaja | KPU Provinsi KOMISIONER
4. Sapta Tjita KPU Provinsi KOMISIONER
5. Tity Yukrisna, Bawaslu Provinsi KOMISIONER
S.Sos., MAP
6. Dr. Rudyanti Bawaslu Provinsi KOMISIONER
Dorotea Tobing, S.H.,
M. Hum
22 | Kalimantan 1. Prof. Dr. Abdul Masyarakat DOSEN
Selatan Halim Barkatullah,
S.Ag., SH, M.Hum
2. Dr. Jamaluddin, Masyarakat DOSEN
M.Si.
3. Sarmuiji, S.Ag., KPU Provinsi KOMISIONER
M.Ag
4. Siswandi Reya'an, KPU Provinsi KOMISIONER
S.Pd
5. Azhar Ridhanie, Bawaslu Provinsi KOMISIONER
SHI., M.IP
6. Nur Kholis Majid, Bawaslu Provinsi KOMISIONER
M.Pd
23. | Kalimantan 1. Prof. Dr. Suhartono, | Masyarakat DOSEN
Timur SE., MM
2. Mohammad Taufik, | Masyarakat PEGIAT PEMILU
S.S0s., M.Si
3. Iffa Rosita, SE., MM | KPU Provinsi KOMISIONER
4. Suardi, S.Sos KPU Provinsi KOMISIONER
5. Dr. Saipul, S.Sos., Bawaslu Provinsi KOMISIONER
M.Si
6. Galeh Akbar Bawaslu Provinsi KOMISIONER

Tanjung, S.Sos
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24. | Kalimantan 1. Dr. Nurasikin, SHI., | Masyarakat
Utara MH.

2. Andi Siti Nuhriyati, Masyarakat
SE. M.Si.
3. Suryanata Al Islami, | KPU Provinsi KOMISIONER
S.HI., M.H
4. Teguh Dwi KPU Provinsi KOMISIONER
Subagyo, S.Hut
5. Rustam Akif, S.Pd., | Bawaslu Provinsi KOMISIONER
SH., M.Pd
6. Arif Rochman, SE., Bawaslu Provinsi KOMISIONER
M.M

25. | Gorontalo 1. Dr. Roy Marthen Masyarakat DOSEN
Moonti, SH., MH
2. Bala Bakri, M.M Masyarakat PEGIAT PEMILU
3. Sophian Rahmola, KPU Provinsi KOMISIONER
M.Si
4. Hendrik Imran, KPU Provinsi KOMISIONER
M.Ag
5. Jaharudin Umar, Bawaslu Provinsi KOMISIONER
S.Pd., SH., M.Pd., MH
6. Ahmad Abdullah, Bawaslu Provinsi KOMISIONER
S.Ag

26. | Sulawesi 1. Dr. Mayske Rinny Masyarakat PEGIAT PEMILU

Utara Liando, S.Pd., M.Pd

2. Dra. Trilke Erita Masyarakat PEGIAT PEMILU
Tulung, M.Si
3. Lanny A. Qintu KPU Provinsi KOMISIONER
4. Yessy Y. Momongan | KPU Provinsi KOMISIONER
5. Kenly Poluan, S.Pd., | Bawaslu Provinsi KOMISIONER

M.Si
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6. Supriyadi Pangellu, | Bawaslu Provinsi KOMISIONER
SH., M.H
27. | Sulawesi 1. Mirawati, S.Pd., Masyarakat PEGIAT PEMILU
Barat M.Pd
2. Mursalim, S.Ag., Masyarakat PEGIAT PEMILU
M.H.
3. Rustang, S.Ag., KPU Provinsi KOMISIONER
M.Pd.I
4. Said Usman Umar, KPU Provinsi KOMISIONER
S.Pd.I
5. Sulfan Sulo, S.IP., Bawaslu Provinsi KOMISIONER
M.Si
6. Ansharullah A. Bawaslu Provinsi KOMISIONER
Lidda, SH., M.H
28. | Sulawesi 1. Dr. As Rifai, S.IP., Masyarakat PEGIAT PEMILU
Tengah M.Si
2. Leli Tibaka, S.H., Masyarakat PEGIAT PEMILU
M.H
3. Samsul Y. Gafur, SH | KPU Provinsi KOMISIONER
4. Halima, S.Ag KPU Provinsi KOMISIONER
5. Darmiati, SH Bawaslu Provinsi KOMISIONER
6. Jamrin, SH., MH Bawaslu Provinsi KOMISIONER
29. | Sulawesi 1. Tina Dian Ekawati Masyarakat PEGIAT PEMILU
Tenggara Taridala, S.H., M.H
2. Muhammad Masyarakat PEGIAT PEMILU
Alifuddin
3. Iwan Rompo KPU Provinsi KOMISIONER
Banne, S.Sos., M.Si
4. Muh. Nato Alhaq, KPU Provinsi KOMISIONER

SIP, M.Si
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5. Munsir Salam, S. Bawaslu Provinsi KOMISIONER
Pd., M.AP
6. Sitti Munadarma, SP | Bawaslu Provinsi KOMISIONER
30. | Sulawesi 1. Dr. Gustiana A. Masyarakat PEGIAT PEMILU
Selatan Kambo, S.IP, M.Si
2. Dra. Rahmiwati Masyarakat PEGIAT PEMILU
Agustini, MH
3. Fatmawati, S.S., KPU Provinsi KOMISIONER
M.A.
4. Misna M. Attas KPU Provinsi KOMISIONER
5. Drs. Saiful Jihad, Bawaslu Provinsi KOMISIONER
M.Ag
6. Asradi, SE., M.H Bawaslu Provinsi KOMISIONER
31. | Maluku 1. Dr. Reny Heroni Masyarakat DOSEN
Nendissa, S.H., M.H
2. Dr. Mike J. Masyarakat DOSEN
Rolobessy, MT
3. Abdul Khalil KPU Provinsi KOMISIONER
Tianotak, SE
4. Hanafi Renwarin, KPU Provinsi KOMISIONER
S.S0s., M.Si
5. Thomas Tomalatu Bawaslu Provinsi KOMISIONER
Wakano, SH
6. Dr. Subair, S.Ag., Bawaslu Provinsi KOMISIONER

M.Si
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32. | Maluku 1. Sahrani Somadayo, | Masyarakat DOSEN
Utara M.Si
2. Mardia Ibrahim, Masyarakat DOSEN
SH., M.H
3. Mohtar Alting, SHI KPU Provinsi KOMISIONER
4. Safrina Rahma KPU Provinsi KOMISIONER
Kamaruddin, S.Pi
5. Muksin Amrin, SH., | Bawaslu Provinsi KOMISIONER
M.H
6. Ikbal Ali, S.P Bawaslu Provinsi KOMISIONER
33. | Papua 1. Dr. Marudut Masyarakat DOSEN
Hasugian, SH., MH.
2. Yacob Paisei, SH., Masyarakat PENGGIAT PEMILU
MH
3. Diana Dorthea KPU Provinsi KOMISIONER
Simbiak, S.Sos
4. Adam Arisoi, SE KPU Provinsi KOMISIONER
5. Jamaluddin Lado Bawaslu Provinsi KOMISIONER
Rua, SH., MH
6. Ronald M. Bawaslu Provinsi KOMISIONER
Manoach, ST
34. | Papua Barat | 1. Napolion Fakdawer, | Masyarakat PENGGIAT PEMILU
S.Pd
2. Amus Atkana, S.Pt., | Masyarakat PENGGIAT PEMILU

M.M

3. Nortbertus, SP., Bawaslu Provinsi KOMISIONER
M.Hum
4. H. Abdul Halim Bawaslu Provinsi KOMISIONER

Shidiq
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5. Muh. Nazil Hilmie, KPU Provinsi KOMISIONER
S.Sos
Keterangan: Diangkat Berdasarkan SK Nomor :
014/SK/K.DKPP/SET-03/1X/2022 dan Berahir Masa Jabatan
Berdasarkan SK pada tanggal 31 Oktober 2022
Tabel 2
Tim Pemeriksa Daerah Periode 2022-2023
NO | PROVINSI NAMA UNSUR PROFESI
1. | Aceh Teuku Kemal Fasya, S.Ag., Masyarakat DOSEN
M.Hum.
Anwar Hidayat Dahri, M.Si Masyarakat DOSEN
Ranisah, S.E KIP KOMISIONER
Agusni AH, S.E KIP KOMISIONER
Naidi Faisal, M.Si Panwaslih KOMISIONER
Fahrul Rizha Yusuf, S.H.I. Panwaslih KOMISIONER
2. | Sumatera Umri Fatha Ginting, SH, M.Kn. | Masyarakat ADVOKAT
Utara
Dr. Kusbianto, S.H., M.Hum Masyarakat DOSEN/DIREKTUR
PASCASARJANA
Yulhasni, S.S., M.Si KPU Provinsi KOMISIONER
Ir. Benget Manahan Silitonga KPU Provinsi KOMISIONER
Syafrida R. Rasahan, SH Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
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Henry Simon Sitinjak, SH Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
3. | Sumatera Elia Susilawati, M.Pd. Masyarakat GURU
Selatan
Drs. H. Ong Berlian, M.M. Masyarakat DOSEN/ LEKTOR
Hepriyadi, S.H., MH KPU Provinsi KOMISIONER
H. Hasyim, S.E., M.Si KPU Provinsi KOMISIONER
Ahmad Naafi, SH., M.Kn Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Kurniawan, S.Pd Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
4. | Sumatera Dr. Khairul Fahmi, S.H, M.H. Masyarakat DOSEN
Barat
Surya Efitrimen, S.Pt., M.H. Masyarakat WIRASWASTA
Izwaryani, S.Ag KPU Provinsi KOMISIONER
Yuzalmon, S.Ag., S.H., M.Si KPU Provinsi KOMISIONER
Elly Yanti, SH Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Nurhaida Yetti, S.H., M.H Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
5. | Riau Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I Masyarakat WIRASWASTA
Mendra, S.Pd. Masyarakat WIRASWASTA
Ilham Muhammad Yasir, SH., KPU Provinsi KOMISIONER
LLM
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Abdul Rahman, SE KPU Provinsi KOMISIONER
H. Amiruddin Sijaya, S.Pd., Bawaslu KOMISIONER
M.M Provinsi
Nanang Wartono, SH., MH Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
6. | Kepulauan Dr. Rina Dwi Lestari, S.IP., Masyarakat PNS
Riau M.Si.
Ridarman Bay, S.E., M.M. Masyarakat DOSEN
Arison, S.Pt., MM KPU Provinsi KOMISIONER
Widiyono Agung Sulistiyo, ST KPU Provinsi KOMISIONER
Indrawan Susilo Prabowoadi, Bawaslu KOMISIONER
SH., MH Provinsi
Mariyamah, M.Pd.I Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
7. | Jambi Prof. Drs. H.M. Hasbi Umar, Masyarakat DOSEN
MA., Ph.D.
Asrini, S.E., M.SA Masyarakat DOSEN
H.M Subhan, S.Ag., M.H KPU Provinsi KOMISIONER
Suparmin, S.H., M.H KPU Provinsi KOMISIONER
Wein Arifin, S.IP., M.IP Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Fachrul Rozi, S.Sos. Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
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8. | Bangka Zul Terry Apsupi, SS Masyarakat DOSEN
Belitung
Drs. Sarbini, M.T. Masyarakat PENSIUN PNS
Deni, S.IP KPU Provinsi KOMISIONER
Husin, S.Pd KPU Provinsi KOMISIONER
EM Oyskar, S.IP., M.Sc Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Dewi Rusmala, S.Pd., M.Pd Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
9. | Bengkulu Dr. Dra. Yunilisiah, M.Si. Masyarakat DOSEN
Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I Masyarakat DOSEN
Siti Baroroh, M.Si KPU Provinsi KOMISIONER
Emex Verzoni, SE KPU Provinsi KOMISIONER
Eko Sugianto, SP., M.Si Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Faham Syah, S.Pd.I1., M.Pd.I Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
10. | Lampung Topan Indra Karsa, S.H., M.H. | Masyarakat DEKAN
Dr. Nanang Trenggono, M.Si. Masyarakat DOSEN/LEKTOR
Antoniyus, S.IP KPU Provinsi KOMISIONER
Titik Sutriningsih, SE., MM KPU Provinsi KOMISIONER
Muhammad Teguh, S.Pd.I Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
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Suheri, S.I.P Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
11. | DKI Jakarta | Dr. Radian Syam, S.H., M.H. Masyarakat DOSEN
Robby Robert Repi, SH, M.Th. | Masyarakat WIRASWASTA
Sunardi, SE., MM KPU Provinsi KOMISIONER
Nurdin, S.Pd.I KPU Provinsi KOMISIONER
Reki Putera Jaya., SH Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Agustinus Benny Sabdo., SH., | Bawaslu KOMISIONER
MH Provinsi
12. | Banten Dra. Sri Yanuarti Masyarakat PNS BRIN
Antonius Didik Trihatmoko, SE | Masyarakat KARYAWAN
Masudi, SE KPU Provinsi KOMISIONER
Ramelan, S.HI., MH KPU Provinsi KOMISIONER
Ade Wahyu Hidayat, S.Psi., Bawaslu KOMISIONER
M.I.K Provinsi
Ajat Munajat, S.Fil.I Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
13. | Jawa Barat | Dr. Ujang Charda S, S.H., Masyarakat DOSEN
M.H., M.IP., M.AP
H. Tatang Odjo Suardja, SH, Masyarakat DOSEN
M.H.
Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, KPU Provinsi KOMISIONER

N\
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M.M.Pd
Nina Yuningsih, S.Ag., S.Pd., KPU Provinsi KOMISIONER
M.M
Sutarno, SH., MH Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Zaki Hilmi Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
14. | Jawa Drs. Harry Faddlilah Koentjoro | Masyarakat DOSEN
Tengah
Dr. Mohamad Hakim Junaidi, Masyarakat DOSEN
S.Ag., M.Ag
Paulus Widiyantoro, SE., MM KPU Provinsi KOMISIONER
Dra. Putnawati, M.Si KPU Provinsi KOMISIONER
Diana Ariyanti, SP Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Achmad Husain, ST Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
15. | Jawa Timur | Dr. Sri Setyadji, SH., M.Hum. Masyarakat DOSEN
Dr. Mohammad Syaiful Aris, Masyarakat DOSEN
SH, M.H, LLM.
Insan Qoriawan, S.Si KPU Provinsi KOMISIONER
Gogot Cahyo Baskoro, S.Sos KPU Provinsi KOMISIONER
Muh Ikhwanudin Alfianto, Bawaslu KOMISIONER
S.Ag Provinsi
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Rusmifahrizal Rustam, SH Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
16. | D.I. Drs. Suharjoso SK., M.Sn. Masyarakat DOSEN
Yogyakarta
Dr. rer.pol., Mada Sukma Jati, | Masyarakat DOSEN
SIP., M.PP.
Wawan Budhiyanto, S.Ag., KPU Provinsi KOMISIONER
M.Si
Moh. Zaenuri Ikhsan, S.Ag KPU Provinsi KOMISIONER
Sutrisnowati, SH., MH., M.Psi Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Agung Nugroho., S.Pt Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
17. | Bali Dr. I Nengah Muliarta, S.Si., Masyarakat DOSEN
M.Si.
Ngakan Made Giriyasa, S.IP Masyarakat WARTAWAN/
Redaksi pemimpin
umum
I Dewa Agung Gede KPU Provinsi KOMISIONER
Lidartawan, S.TP., MP
I Gusti Ngurah Agus KPU Provinsi KOMISIONER
Darmasanjaya, S.T., MH
I Wayan Wirka, SH., MH Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
I Ketut Rudia, SE., SH., MM Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
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18. | Nusa Suhaimi Syamsuri, S. Ag., Masyarakat DOSEN
Tenggara M.Si.
Barat
R. Migran Age Wijiarto, S.Sos. | Masyarakat WIRASWASTA
Suhardi Soud, SE., MM KPU Provinsi KOMISIONER
Ir. H. Syamsuddin KPU Provinsi KOMISIONER
Hasan Basri, S.Pd.I Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Itratip, S.T., MT Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
19. | Nusa Dr. Rudi Rohi, S.H., M.Si. Masyarakat DOSEN
Tenggara
Timur Ernesta Uba Wohon, S.H., Masyarakat DOSEN
M.Hum.
Thomas Dohu, S.Hut., M.Si KPU Provinsi KOMISIONER
Frasiskus Vincent Diaz, S.Pd KPU Provinsi KOMISIONER
Magdalena Yuanita Wake, Bawaslu KOMISIONER
SH., MH Provinsi
James Welem Ratu, S.Pd Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
20. | Kalimantan | Syafaruddin Daeng Usman, Masyarakat DOSEN
Barat S.Pd., S.H., M.H
Uray Endang Kusumajaya., Masyarakat DOSEN
S.Pd., M.Ed.
Ramdan, S.Pd.I1., M.Pd KPU Provinsi KOMISIONER

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA




57

N

A

NO | PROVINSI NAMA UNSUR PROFESI
Zainab, S.P., M.P KPU Provinsi KOMISIONER
Ruhermansyah, SH Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Hawad Sriyanto, SH., M.Pd.K., | Bawaslu KOMISIONER
MH Provinsi
21. | Kalimantan | Dekie GG. Kasenda, SH, M.H. Masyarakat DOSEN
Tengah
Dr. Ir. H. Syamsuri Yusup, Masyarakat DOSEN
M.Si.
Harmain, M.Pd.I KPU Provinsi KOMISIONER
Sastriadi, S.Pd., M.Hum KPU Provinsi KOMISIONER
Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Winsi Kuhu, S.IP., M.I.Pol Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
22. | Kalimantan | Varinia Pura Damaiyanti, Masyarakat DOSEN
Selatan S.Sos., M.Si.
Erna Kasypiah, S.Ag., M.Si. Masyarakat WIRASWASTA
Sarmuiji, S.Ag., M.Ag KPU Provinsi KOMISIONER
Siswandi Reya'an, S.Pd., M.M KPU Provinsi KOMISIONER
Azhar Ridhanie, S.H.I., M.H., Bawaslu KOMISIONER
M.IP Provinsi
Nur Kholis Majid, M.PD Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
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23. | Kalimantan | Dr. Saipul, S.Sos., M.Si. Masyarakat DOSEN/LEKTOR
Timur
Dr. Muhammad Nadzir, SH., Masyarakat DOSEN
M.Hum.
Suardi, S.Sos KPU Provinsi KOMISIONER
Iffa Rosita, SE., MM KPU Provinsi KOMISIONER
Muhammad Ramli, S.Pi., M.Si Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Ebin Marwi, S.HI., M.H Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
24. | Kalimantan | Dr. Eng. Linda Sartika, ST., Masyarakat DOSEN
Utara MT
Siti Nuhriyati, SE., M.Si. Masyarakat DOSEN
Suryanata Al Islami, SH.I., MH | KPU Provinsi KOMISIONER
Teguh Dwi Subagyo, S.Hut KPU Provinsi KOMISIONER
Sulaiman, S.H., LL.M Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Rustam Akif, S.Pd, S.H., Bawaslu KOMISIONER
M.Pd., M.H Provinsi
25. | Gorontalo Dr. Roni Mohamad, SE, M. Si. Masyarakat DOSEN/DEKAN
Dr. Sahmin Madina, S.Sos., Masyarakat Dosen PNS
M.Si.
Sophian Rahmola, M.Si KPU Provinsi KOMISIONER
Hendrik Imran, S.Ag., M.Ag KPU Provinsi KOMISIONER
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Lismawy Ibrahim, S.Pd., M.Pd | Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Amin Abdullah, S.Sos Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
26. | Sulawesi Dr. Viktory Nicodemus Joufree | Masyarakat DOSEN
Utara Rotty, M.Teol., M.Pd.
Dr. dr. Taufiq Fredrik Pasiak., Masyarakat DEKAN
M.Pd.I., M.Kes.
Lanny Angriany Ointu, SE KPU Provinsi KOMISIONER
Salman Saelangi, S.Kel KPU Provinsi KOMISIONER
DR. Ardiles M. R. Mewoh, Bawaslu KOMISIONER
S.IP., M.Si Provinsi
Awaluddin Umbola, S.Hut, Bawaslu KOMISIONER
M.AP Provinsi
27. | Sulawesi Hendra Saputra Sudin, S.H., Masyarakat NOTARIS
Barat M.Kn
Sulaeman, SH., M.H. Masyarakat DOSEN
Sukmawati M. Silla, S.Sos KPU Provinsi KOMISIONER
Adi Arwan Alimin, S.Sos., KPU Provinsi KOMISIONER
M.Pd
Dr. Fitrinela Patonangi, S.H., Bawaslu KOMISIONER
M.H. Provinsi
Usman, S.H.I.,, M.AP. Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
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28. | Sulawesi Dr. As Rifai, S.IP., M.Si. Masyarakat DOSEN
Tengah
Leli Tibaka, SH., M.H. Masyarakat DOSEN
Dr. Nisbah, M.Si KPU Provinsi KOMISIONER
Halima, S.Ag KPU Provinsi KOMISIONER
Moh Rasyidi Bakri, SH, LLM Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Ivan Yudarta, S.Sos Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
29. | Sulawesi Dr. La Ode Taalami, S.Pd., Masyarakat DOSEN
Tenggara M.Hum.
Drs. Ali Hadara, M.Hum. Masyarakat DOSEN
Muh. Nato Al Haq, S.IP., M.Si | KPU Provinsi KOMISIONER
Iwan Rompo Banne, S.Sos., KPU Provinsi KOMISIONER
M.Si
Bahari, S.Si, MP., MH Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Ajmal Arif, SHI., MH Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
30. | Sulawesi Dr. Andi Syahwiah A. Masyarakat DOSEN
Selatan Sapiddin, S.H, M.H.
Dr. Muh. Igbal Latief, M.Si. Masyarakat DOSEN
Misna M. Hattas, S.P KPU Provinsi KOMISIONER
Dr. Syarifuddin Jurdi, S.Sos., KPU Provinsi KOMISIONER
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M.Si
Dr. Arumahi., MH Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Hasmaniar Bachrun., S.PIL,, Bawaslu KOMISIONER
MH Provinsi
31. | Maluku Dr. Mike J. Rolobessy, M.T. Masyarakat DOSEN
Dr. Popi Tuhulele, S.H., LL.M Masyarakat DOSEN/LEKTOR
Hanafi Renwarin, S.Sos., M.Si KPU Provinsi KOMISIONER
Syamsul Rifan Kubangun, SH KPU Provinsi KOMISIONER
Thomas T Wakanno., SH Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Daim Baco Rahawarin, S.Sos Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
32. | Maluku Sahrani Somadayo, S.T., M.Si | Masyarakat DOSEN
Utara
Mardia Ibrahim, S.H., M.H Masyarakat DOSEN
Pudja Sutamat, S.Sos., M.Si KPU Provinsi KOMISIONER
Ir. H. Buchari Mahmud, M.Si KPU Provinsi KOMISIONER
Suleman Patras, S.Sos Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Adrian Yoro Naleng, S.IP., Bawaslu KOMISIONER
M.Si Provinsi
33. | Papua Paskalis Worot, A.Ks Masyarakat WARTAWAN
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Yacob Paisei, S.H., M.H Masyarakat SWASTA
Diana Dorthea Simbiak, S.Sos | KPU Provinsi KOMISIONER
Adam Arisoi, SE KPU Provinsi KOMISIONER
Anugrah Pata, SH., MH Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Metusalak Infandi, S.H. Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
34. | Papua Thonce Sagisolo, S.H Masyarakat DOSEN
Barat
Amus Atkana, S.H., S.Pt., Masyarakat WIRASWATA
M.M.
Paskalis Semunya,S.Sos KPU Provinsi KOMISIONER
Abdul Muin Salewe, S.Hut KPU Provinsi KOMISIONER
Agustinus Simson Naa, ST Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Nurlaila Muhammad, SH Bawaslu KOMISIONER
Provinsi
Keterangan: Diangkat Berdasarkan SK Nomor:
016/SK/K.DKPP/SET-03/X/2022
2.4. Tata Kerja DKPP

Dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan

kewajiban penegakan kode etik penyelenggara Pemilu

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA




: N

sebagaimana amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, DKPP menetapkan tata kerja sebagai berikut:
2.4.1. Penerimaan Pengaduan/Laporan

Pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode
etik Penyelenggara pemilu ke DKPP dilakukan dengan dua cara,
yaitu:

1. disampaikan langsung kepada petugas penerima
pengaduan dan/atau laporan di Kantor DKPP;
dan/atau;

2. melalui media elektronik atau media non-elektronik
yang ditujukan kepada DKPP.

Adapun pihak yang dapat mengadukan dan/atau
melaporkan, sebagaimana ketentuan Pasal 458 ayat (1) UU No.
7 Tahun 2017 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilu, adalah penyelenggara pemilu, peserta
pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih.

Selain lima unsur di atas, pengaduan dan/pelaporan
dapat diajukan melalui rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) yang disampaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Tata
Tertib DPR.

Adapun pihak yang dapat diadukan dan atau dilaporkan
atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
adalah:
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1) Unsur KPU; Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi,
Anggota KPU Kab/Kota, Anggota KIP Aceh, Anggota
KIP Kab/Kota, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK), Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS),
Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN),
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS) dan Anggota Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Terhadap
pengaduan dugaan pelanggaran kode  etik
Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Anggota
PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Pengawas TPS yang disampaikan ke
Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila Teradu merupakan
Anggota PPK, PPS, KPPS maka pengaduan tersebut
akan disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota untuk
dilakukan  verifikasi dan pemeriksaan secara
transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan KPU.

2) Unsur Bawaslu; Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu
Provinsi, Anggota Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu. Apabila Teradu merupakan
Anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Anggota
Panwaslu Luar Negeri maka Bawaslu Kabupaten/Kota

akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap
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pengaduan tersebut secara transparan dan akuntabel

berdasarkan peraturan Bawaslu.

3) Jajaran Sekretariat KPU dan Sekretariat Bawaslu.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara
Pemilu, pengaduan disampaikan ke DKPP secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) rangkap disertai dokumen
pengaduan dalam format digital. Pengaduan tersebut harus
memuat paling sedikit antara lain:
1) Identitas lengkap Pengadu dan/atau Pelapor;
2) Identitas Teradu dan/atau Terlapor. Paling sedikit
memuat nama lengkap, jabatan dan alamat
kantor.
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3) Uraian dugaan pelangaran kode etik. Memuat
uraian jelas mengenai tindakan atau sikap
masing-masing Teradu dan/atau Terlapor yang
meliputi waktu perbuatan dilakukan, tempat
perbuatan dilakukan, perbuatan yang dilakukan,
dancara perbuatan dilakukan.

4) Permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan
memutus dugaan pelanggaran kode etik.

Pengaduan tersebut disampaikan ke DKPP dengan mengisi
formulir pengaduan yang disertai dengan materai Rp6000
dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau
identitas lain Pengadu, surat pernyataan yang ditandatangani
oleh Pengadu, dan minimal 2 (dua) alat bukti. Terhadap
pengaduan yang disampaikan melalui kuasa hukum, maka
Pengadu wajib melampirkan surat kuasa khusus bermaterai
Rp.6000. Formulir Pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu
adalah Form I-P/L-DKPP dan seluruh formulir sebagaimana
terdapat dalam lampiran Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

2.4.2. Mekanisme Verifikasi Pengaduan di DKPP
Berkas pengaduan yang sudah diterima oleh DKPP akan
dilakukan verifikasi administrasi (formil) dan verifikasi materiel.

Verifikasi  administrasi dimaksudkan untuk  memastikan
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kelengkapan syarat pengaduan sebagaimana diatur pada Pasal
13 ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Peraturan DKPP
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilu. Apabila pengaduan dan/atau laporan
belum memenuhi syarat administrasi, Pengadu/ Pelapor diminta
melengkapi dan/atau memperbaiki pengaduan paling lama 7
(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan. Jika permintaan
DKPP dimaksud tidak dipenuhi oleh Pengadu/Pelapor,, maka
Pengaduan gugur dan dapat diajukan kembali sebagai
Pengaduan baru.

Setelah dilakukan verifikasi administrasi, tahapan
berikutnya dilakukan verifikasi materiel. Tujuan verifikasi
materiel dimaksud adalah untuk menentukan dan memutuskan
apakah pengaduan dan/atau laporan memenuhi unsur
pelanggaran kode etik atau tidak memenuhi unsur pelanggaran
kode etik. Apabila belum memenuhi syarat untuk dilakukan
sidang pemeriksaaan, DKPP wajib memberitahukan kepada
Pengadu untuk memenuhi dan/ atau melengkapi kekurangan
yang diminta oleh DKPP, yang harus dilaksanakan oleh pengadu
dan/atau pelapor dalam waktu paling lamalama 7 (tujuh) Hari
setelah menerima pemberitahuan. Apabila tidak dilakukanoleh
pengadu dan/atau pelapor maka pengaduan dinyatakan gugur
dan dapat diajukan kembali sebagai pengaduan baru. Di bawah
ini adalah alur mekanisme penangan pengaduan dan/atau

laporan:
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2.4.3. Mekanisme Verifikasi Pengaduan di Bawaslu RI

Selain dapat langsung diadukan di DKPP, pengaduan
dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat
dilakukan di Bawaslu, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 9
Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara
Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dalam pasal tersebut
dinyatakan bahw adalam hal Teradu dan/atau Terlapor adalah
anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP, anggota KPU
Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota
Bawaslu Provinsi, anggota BawasluKabupaten/Kota/Panwaslih
Aceh, anggota PPLN, anggota KPPS LN, dan anggota Panwaslu
LN, selain dapat diadukan langsung ke DKPP, juga dapat
diajukan langsung kepada Bawaslu.

Sebagaimana ketentuan Peraturan DKPP No. 3 Tahun

2107, proses pengaduan dugaan pelanggaran kode etik
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penyelenggara pemilu ke Bawaslu dengan Teradu anggota KPU,
anggota KPU Provinsi/KIP, anggota KPU Kabupaten/Kota/KIP
Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi,
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslih Aceh, anggota
PPLN, anggota KPPS LN, dan anggota Panwaslu LN, sama
prosedurnya dengan pengaduan langsung ke DKPP.

Terhadap pengaduan dan/atau laporan dugaan
pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, Bawaslu
melakukan  verifikasi  administrasi  untuk  memastikan
kelengkapan syarat pengaduan sebagaimana ketentuan Pasal 14
ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan
DKPP Nomor 3 Tahun 2017. Bawaslu wajib memberi tahukan
kepada Pengadu untuk melengkapi atau memperbaiki
pengaduan. Berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan oleh
Bawaslu, Pengadu wajib melengkapi atau memperbaiki
pengaduan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah
menerima pemberitahuan. Apabila Pengadu tidak melengkapi
dan/atau memperbaiki pengaduan dalam batas waktu yang telah
ditentukan, maka pengaduan dinyatakan gugur dan dapat
diajukan kembali sebagai pengaduan baru. Terhadap pengaduan
yang telah memenuhi syarat administrasi berdasarkan verifikasi
administrasi oleh Bawaslu, maka Bawaslu menyampaikan ke
DKPP untuk dilakukan verifikasi materiel oleh DKPP. Di bawah ini
adalah alur pengaduan pelanggaran kode etik yang disampaikan

melalui Bawaslu:
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2.4.4. Mekanisme Verifikasi Pengaduan di Bawaslu

Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017 bahwa
KPU Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan
pemberhentian terhadap anggota PPK, anggota PPS, anggota
KPPS, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu
Kelurahan/Desa setelah didahului dengan verifikasi. Anggota
yang bersangkutan diberhentikan sementara sampai dengan
diterbitkannya keputusan pemberhentian setelah dilakukan
pemeriksaan.

Pengaduan dan/atau laporan terhadap penyelenggara
pemilu di tingkat adhoc yang langsung disampaikan ke DKPP,
maka dilakukan hal-hal berikut:

1) Apabila Pengadu menyampaikan pengaduan ke DKPP

dan hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik
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yang dilakukan oleh anggota PPK, anggota PPS, anggota
KPPS, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) DKPP akan
menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota atau KIP
Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi dan
pemeriksaan secara transparan dan akuntabel
berdasarkan peraturan KPU.

2) Apabila Pengadu menyampaikan pengaduan ke DKPP
dan hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik
anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS, berdasarkan
Pasal 13 ayat (4) DKPP akan menyampaikan kepada
Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi dan
pemeriksaan secara transparan dan akuntabel
berdasarkan peraturan Bawaslu.

Di bawah ini adalah mekanisme atau prosedur
pengaduan anggota PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dapat dilihat dalam

skema di bawah ini:

P "
— g
BAWASLU
Pengadu ——
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2.,5. Sidang Pemeriksaan

Mekanisme sidang pemeriksaan kode etik DKPP
mengacu pada ketentuan Pasal 29 sampai Pasal 31 Peraturan
DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara  Pemilu. Pada  prinsipnya  persidangan
dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota DKPP. Adapun perihal
jumlah minimal Anggota Maijelis yang menjadi pemeriksa, dalam
hal tertentu persidangan dapat dilaksanakan secara panel oleh 2
(dua) orang anggota DKPP. Sidang DKPP dipimpin oleh Ketua
Majelis/Ketua Tim Pemeriksa. Untuk pelaksanaan sidang di
daerah yang dilaksanakan oleh TPD, Tim Pemeriksa dipimpin
oleh Anggota DKPP. Majelis/Tim Pemeriksa sidang wajib
memedomani pokok aduan/pokok perkara sesuai yang diajukan
Pengadu. Majelis pemeriksa tidak diperkenankan mengajukan
pertanyaan di luar pokok aduan yang diajukan dalam pokok
perkara.

Sehubungan terdapat anggota DKPP ex officio KPU dan
Bawaslu, maka DKPP mengatur secara terperinci anggota DKPP
Unsur KPU dan Bawaslu berkaitan dengan keikutsertaan dalam
sidang pemeriksaan. Apabila terdapat Anggota DKPP yang
berasal dari unsur KPU atau Bawaslu menjadi Teradu dan/atau
Terlapor, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi
Majelis. Anggota tersebut dapat digantikan oleh anggota KPU
atau anggota Bawaslu lainnya yang ditunjuk oleh KPU atau

Bawaslu. Apabila Ketua dan seluruh anggota KPU menjadi
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Teradu dan/atau Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota
DKPP tanpa melibatkan unsur KPU. Demikian halnya jika Ketua
dan seluruh anggota Bawaslu menjadi Teradu dan/atau
Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa
melibatkan unsur Bawaslu. Apabila Ketua dan seluruh anggota
KPU serta Ketua dan seluruh Anggota Bawaslu menjadi Teradu
dan/atau Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP
tanpa melibatkan unsur KPU dan Bawaslu.
Pelaksanaan persidangan meliputi:
1) memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau
Pelapor;
2) mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor di
bawah sumpah;
3) mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu
dan/atau Terlapor;
4) mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah;
5) mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah;
6) mendengarkan keterangan Pihak Terkait; dan
7) memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang
bukti.

2.6. Putusan
Selanjutnya DKPP mengatur mekanisme pengambilan
putusan dan pembacaan putusn dalam sidang terbuka untuk

umum. Dua hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 36 s.d 40
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Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara
Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Rapat Pleno penetapan putusan dilakukan paling lama
10 (sepuluh) hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan
ditutup. Rapat Pleno DKPP dilakukan secara tertutup yang
dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota DKPP, kecuali dalam
keadaan tertentu dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota
DKPP. Tujuan rapat pleno DKPP adalah untuk mendengarkan
penyampaian hasil Persidangan. Dalam rapat pleno putusan,
anggota DKPP menyampaikan pertimbnagannya, untuk
selanjutnya menetapkan putusan. Jika anggota DKPP tidak dapat
menghadiri Rapat Pleno DKPP, anggota DKPP yang tidak hadir
menyampaikan pendapat tertulis untuk dibacakan dalam Rapat
Pleno DKPP. Apabila anggota DKPP yang tidak menghadiri pleno
tidak menyampaikan pendapat secara tertulis, dianggap
menyetujui keputusan Rapat Pleno. Pada prinsipnya Penetapan
keputusan dalam Rapat Pleno DKPP dilakukan secara
musyawarah untuk mufakat. Namun jika terjadi kebuntuan,
dimungkinkan ditempuh metode voting (suara terbanyak). Jika
telah tercapai putusan akhir da nada yang masih belum
bersepakat, maka dapat menuangkan pendapata berbeda dan
djadikan sebagai lampiran putusan.

DKPP mengatur secara sistematis berkaitan soal waktu.
Sidang pembacaan putusan dilakukan paling lambat 30 (tiga

puluh) Hari sejak Rapat Pleno penetapan putusan. Pembacaan
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putusan dilaksanakan dalam Persidangan dengan memanggil
pihak Teradu dan/atau Terlapor, pihak Pengadu dan/atau
Pelapor, dan/atau Pihak Terkait. Adapun perihal Amar putusan,
DKPP membuka beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1) Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima;

2) Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar; atau

3) Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar.

Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Teradu
dan/atau Terlapor terbukti melanggar, DKPP menjatuhkan sanksi
berupa :

1) Teguran tertulis;
2) Pemberhentian sementara; atau
3) Pemberhentian tetap.

Apabila putusan DKPP menyatakan Pengaduan dan/atau
Laporan tidak terbukti, DKPP merehabilitasi Teradu dan/atau
Terlapor. Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor atau Pihak
Terkait yang merupakan Penyelenggara Pemilu terbukti
melanggar kode etik dalam pemeriksaan persidangan, DKPP
dapat memerintahkan jajaran KPU dan/atau Bawaslu untuk
melakukan pemeriksaan. Dengan ketentuan ini, DKPP tidak
dapat serta merta menjatuhkan sanksi kepada para pihak selain
Teradu meskipun fakta sidang menunjukkan adanya dugaan
pelanggaran kode etik. Berkaitan dengan penyelenggara pemilu
dan jajaran secretariat yang berlatar PNS/ASN, DKPP dapat

memberikan rekomendasi tindakan etik berdasarkan hasil
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pemeriksaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat
Jenderal/Sekretariat KPU dan/atau Sekretariat
Jenderal/Sekretariat Bawaslu di setiap tingkatan dalam hal
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai Sekretariat
Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KIP Aceh,
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KIP
Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, serta Sekretariat PPS atau
Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi,
Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu

Kecamatan, dan Sekretariat Panwaslu Kelurahan/Desa.
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BAB III
PENANGANAN KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2022

3.1. Pengaduan dan/atau Laporan

Pengaduan dugaan pelanggaran kode etk
sebagaimana disajikan dalam bagian ini merupakan hasil
rekapitulasi dalam rentang waktu 4 Desember 2021
sampai 3 Desember 2022. Jadi data yang diolah
merupakan aduan yang masuk dalam rentang waktu saja.
Sedangkan untuk aduan yang masuk sebelum 3 Desember
2022 dan baru dilakukan verifikasi administrasi atau
verifikasi materiel setelah tanggal 3 Desember 2022 tidak
dimasukkan dalam rekapitulasi data.

Secara keseluruhan, DKPP menerima 292
pengaduan. Dari jumlah tersebut telah dilakukan verifikasi
administrasi sebanyak 286 dan setelah melalui verifikasi
materiel sebanyak 156 pengaduan dinyatakan untuk
dilanjutkan ke persidangan. Adapun detil lebih lanjut
mengenai data-data pengaduan akan diuraikan pada
bagian berikutnya tulisan ini. Rekapitulasi pengaduan
berikut akan menyajikan data meliputi: (i) pengaduan per
bulan, (ii) jenis dan tahapan, (iii) unsur pengadu, (iv)
jumlah teradu berdasarkan lembaga, (v) kategori

pelanggaran, (vi) rekapitulasi verifikasi administrasi, (vii)
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rekapitulasi  verifikasi materiel, dan (viii) sebaran
pengaduan per provinsi.
3.1.1. Data Pengaduan per Bulan

Dalam tahun 2022 (hingga pada tanggal 24
November 2022), DKPP menerima sebanyak 83
Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana ditampilkan

pada tabel di bawah ini:

Pengaduan

Bulan Jumlah
Desember 2021

N

[y
o

Januari

Februari

Maret

April
Mei

Juni

Juli

Agustus

S| D B O N W V| W

September
Oktober

—
(o]

[y
(o]

November

Desember

Total 83
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Dari total 83 aduan/laporan, penyampaian
aduan/laporan paling banyak disampaikan melalui
surel/pos, yang kemudian disusul dengan pengaduan
langsung di DKPP, dan penerusan Bawaslu/KPU. Dalam
rangka memberikan pelayanan pada pencari keadilan
(Justiciabelen) selama  pandemi  Covid-19, DKPP
menerima pengaduan yang disampaikan secara daring.
Dalam rangka ikhtiar menyambut teknologi 4.0, Kini
DKPP  tengah mengembangkan sistem  aplikasi
pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang
diharapkan nantinya dapat menjawab tantangan
penegakan kode etik di masa pandemi. Berikut adalah

jumlah besaran angka jenis penerimaan pengaduan:

Jenis Pengaduan Total

Pengaduan Langsung 15
Penerusan Bawaslu/KPU 3
Melalui Surat (Pos/E-mail) 65
Total 83

3.1.2. Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2022

berdasarkan Jenis Pemilu

Rekapitulasi Pengaduan tahun 2022
berdasarkan jenis pemilu pada periode tahun ini,

perkara yang paling banyak diadukan adalah dugaan
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pelanggaran kode etik aduan yang berkenaan dengan

non-tahapan.
Tahun | Total Pengaduan | Pemilu | Pilkada Non-
Masuk 2019 2020 Tahapan
2022 83 1 1 81

Sepanjang 2022, DKPP menerima satu
pengaduan berkaitan dengan Pemilu 2019. Jumlah ini
meskipun sedikit namun memperlihatkan bahwa masih
ada pihak yang memproses dugaan pelanggaran Pemilu
pada 2019 lalu kepada DKPP. Tabel berikut menguraikan
aduan terkait Pemilu 2019 berdasarkan pada tahapan.

a. Jumlah Pengaduan Berdasarkan Tahapan

Pemilu 2019
Tahapan Pemilu Jumlah
Rekapitulasi Perhitungan Suara 1
Total 1

Pengaduan pada Tahapan Pemilu 2019, DKPP
menerima aduan berkenaan dengan rekapitulasi

hasil penghitungan suara.
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b. Jumlah Pengaduan Berdasarkan Tahapan

Pilkada 2020
Tahapan Pilkada Jumlah
Penyelesaian Pelanggaran
dan Perselisihan Hasil 1
Pemilihan
Total 1

Pengaduan pada Tahapan Pilkada 2020, DKPP
menerima aduan berkenaan dengan penyelesaian

pelanggaran dan perselisihan hasil pemilihan.

c¢. Jumlah Pengaduan Berdasarkan Non-
Tahapan
Pengaduan dugaan pelanggaran kode etk di
luar tahapan (non-tahapan) Pemilu dan Pemilihan
paling banyak berkaitan dengan rekrutmen
Panwascam, kinerja secretariat, perbuatan amoral
dan pelecehan seksual, rangkap jabatan, dan
rekrutmen/pengisian jabatan sekretariat.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
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Tahapan Lain-Lain Total
Perbuatan Amoral dan Pelecehan

Seksual H
Rangkap Jabatan 10
Rekrutmen/ pengisian jabatan 9
Sekretariat

Kinerja Sekretariat 11
Seleksi Anggota KPU 3
Seleksi Anggota Bawaslu 2
Seleksi Lembaga Pemantau

Pemilihan (Rekrutmen 32
Panwascam)

PAW Legislatif 2
Pemberhentian Ad Hoc 1
Total 81

3.1.3. Rekapitulasi Berdasarkan Unsur Pengadu

Pihak yang paling banyak menyampaikan
pengaduan dugaan pelanggaran kode etik ke DKPP
adalah masyarakat/pemilih, baru kemudian peserta
Pemilu/Paslon, dan Penyelenggara Pemilu. Tingginya
angka aduan dari masyarakat ini menunjukkan
antusiasme dan peran aktif pemilih dalam mengawal

integritas dan etika dari para Penyelenggara Pemilu.
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Unsur Pengadu Jumlah
Masyarakat/Pemilih 73

Partai Politik

Penyelenggara Pemilu 7

Total 83
3.1.4. Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan

Jumlah Teradu per-Lembaga

Pihak yang paling banyak diadukan kepada

DKPP sepanjang tahun 2022 ini adalah jajaran Bawaslu

dan KPU pada tingkat Kabupaten/Kota, disusul dengan

posisi jajaran KPU Provinsi dan KPU RI.

Lembaga Jumlah
KPU Kab/Kota 30
Bawaslu Kab/Kota 45
Bawaslu Provinsi 1
KPU Provinsi 4
Bawaslu RI
KPU RI 2
Total 83
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3.1.5. Rekapitulasi Verifikasi Pengaduan
dan/atau Laporan Berdasarkan Kategori
Pelanggaran

Prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu paling
banyak dilanggar di tahun 2022 adalah prinsip terbuka
dengan jumlah 32 Teradu. Prinsip selanjutnya adalah
Profesional, Jujur, Mandiri, Tertib, dan Berkepastian
Hukum serta Proporsional. Selengkapnya dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:

Prinsip yang dilanggar Total
Prinsip Profesional 29
Prinsip Mandiri 6
Prinsip Jujur 9
Prinsip Kepastian Hukum 2
Prinsip Terbuka 32
Prinsip Proposional 2
Prinsip Tertib 3
Total 83

3.1.6. Rekapitulasi Verifikasi Administrasi dan

Verifikasi Materiel

Setiap pengaduan vyang diterima akan
dilakukan pencermatan untuk memeriksa kronologi,

kelengkapan berkas, maupun kesesuaian antara bukti

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA




. N\Y

dengan pokok aduan dalam forum verifikasi administrasi
dan verifikasi materiel. Sepanjang tahun 2022 ini, DKPP
melakukan  verifikasi  administrasi  terhadap 83
pengaduan. Dari jumlah tersebut, 44 dinyatakan lengkap
dan dilanjutkan pada tahap verifikasi materiel dimana
19 diantaranya dinyatakan layak untuk dilakukan
sidang pemeriksaan.

Rekapitulasi Verifikasi Administrasi

MS Administrasi TMS Administrasi Belum diverifikasi Total
Lengkap BMS Dismiss
44 29 4 6 83

Rekapitulasi Verifikasi Materiel

Sidang BMS Dismiss Belum verifikasi Total

19 8 7 10 44

Berkenaan dengan penyampaian di atas, perlu
untuk diterangkan selisih antara data pengaduan dengan
data sidang pemeriksaan. Jumlah pengaduan verifikasi
materiel di atas terdapat 19 aduan tahun 2022 yang
telah dinyatakan layak sidang. Adapun dari jumlah

tersebut masih terdapat 14 aduan yang diregistrasi pada
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tahun 2021 dan dilakukan sidang pemeriksaan pada

2022.
Tahun Perkara yang dilimpahkan
2021 14
2022 19
Total 34

Perkara yang dilimpahkan kepada Bagian
Fasitilasi Teknis Persidangan pada tahun 2022 sebanyak
34 Perkara, dengan rincian perkara yang telah
diverifikasi pada tahun 2021 sebanyak 14 perkara dan
rincian perkara yang telah diverifikasi pada tahun 2022
sebanyak 19 perkara
3.1.7. Rekapitulasi Verifikasi Pengaduan

dan/atau Laporan Berdasarkan Sebaran

Provinsi

Berikut adalah pengaduan yang diterima oleh
DKPP berdasarkan sebaran provinsi. Dari tabel berikut,
Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat pertama
disusul dengan Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Jawa
Timur. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel sebagai
berikut:
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No. Provinsi Pileg | Pilpres | Non Tahapan Pilkada Jumlah
1 Aceh 0 0 5 0 5
2 Sumatera Utara 0 0 14 0 14
3 Sumatera Selatan 0 0 6 0 6
4 Riau 0 0 2 0 2
5 Jambi 0 0 1 0 1
6 Sumatera Barat 0 0 0 0 0
7 Kep. Riau 0 0 0 0 0
8 Kep. Bangka Belitung | 0 0 2 0 2
9 Bengkulu 0 0 2 0 2
10 | Lampung 0 0 1 0 1
11 | Banten 0 0 3 0 3
12 | Jawa Barat 0 0 4 0 4
13 | Jawa Tengah 0 0 2 0 2
14 | Jawa Timur 0 0 7 0 7
15 | DKI Jakarta 0 0 1 0 1
16 | DI Yogyakarta 0 0 0 0 0
17 | Kalimantan Barat 0 0 0 0 0
18 | Kalimantan Utara 0 0 0 0 0
19 | Kalimantan Selatan 0 0 1 0 1
20 | Kalimantan Timur 0 0 0 0 1
21 | Kalimantan Tengah 0 0 1 0 1
22 | Sulawesi Utara 0 0 3 0 3
23 | Sulawesi Tenggara 0 0 2 0 2
24 | Sulawesi Tengah 0 0 4 0 4
25 | Sulawesi Selatan 0 0 2 0 2
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No. Provinsi Pileg | Pilpres | Non Tahapan Pilkada Jumlah
26 | Sulawesi Barat 0 0 0 0 0
27 | Gorontalo 0 0 1 0 1
28 | Bali 0 0 0 0 0
29 | Nusa Tenggara Timur | O 0 2 0 2
30 Nusa TenggaraBarat | 0 0 8 0 8
31 | Maluku Utara 0 0 0 0 0
32 | Maluku 0 0 1 0 1
33 | Papua Barat 0 0 1 0 1
34 | Papua 1 0 5 1 7
Total 1 0 81 1 83

3.2. Persidangan

Persidangan dugaan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu sepanjang 1 Januari s.d. 3 Desember
2022 disajikan berdasarkan dua kategori tema utama, yaitu: (i)
rekapitulasi teknis persidangan dan (i) rekapitulasi putusan.
Sampai dengan 3 Desember 2022, DKPP telah memutus 30
perkara dari 34 perkara yang teregister di Tahun 2022.

Rekapitulasi  teknis persidangan menyajikan data
pelaksanaan sidang pemeriksaan per-bulan, data pelaksanaan
sidang pemeriksaan di daerah/setempat, dan data metode
sidang pemeriksaan. Sedangkan rekapitulasi putusan menyajikan
data putusan Tahun 2012-2022, data putusan Tahun 2022, data
putusan berdasarkan jenis pemilu, data putusan berdasarkan

tahapan pemilu, data putusan berdasarkan tahapan Pilkada,
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data putusan non-tahapan, data putusan berdasarkan wilayah,

data putusan berdasarkan kategori pelanggaran, data putusan

berdasarkan prinsip yang dilanggar, data teradu berdasarkan

lembaga, data teradu berdasarkan tingkat penyelenggara, dan

data pengadu berdasarkan lembaga.
3.2.1. Data Sidang Per-bulan Tahun 2022

Sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu

sejak 1 Januari s.d. 3 Desember 2022 telah dilakukan sebanyak

34 kali dengan rincian setiap bulan, sebagai berikut:

Jumlah Sidang Per-Bulan Tahun 2022

No. Bulan Jumlah Sidang Pemeriksaan
1 Januari 5
2 Februari 8
3 Maret 2
4 | April 2
5 | Mei 5
6 | Juni 0
7 | uli 4
8 Agustus 3
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No. Bulan Jumlah Sidang Pemeriksaan
9 September 0
10 | Oktober 1
11 | November 4
Total 34

3.2.2. Data Metode Sidang Pemeriksaan

Pelaksanaan 34 sidang pemeriksaan dilakukan dengan
tatap muka atau langsung sebanyak 26 kali sidang, video
conference sebanyak 3 kali, dan virtual menggunakan aplikasi
daring sebanyak 5 kali.

Metode Sidang Pemeriksaan Tahun 2022

T
atap Muka Video
No Bulan Virtual - Jumlah
DKPP Daerah conierence
1 |Januari 1 1 3 0 5
2 Februari 1 4 0 3 8
3 Maret 0 2 0 0 2
4 |April 0 2 0 0 2
5 Mei 0 5 0 0 5
\ 6 |Juni 0 0 0 0 0
N,
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No Bulan Toepe Virtual Video Jumlah
DKPP Daerah conference
7 |uli 0 4 0 0 )
8 |Agustus 0 1 N 0 ]
9 |September 0 0 0 0 0
10 | Oktober 1 0 0 0 "
11 |November 0 4 0 0 2
TOTAL 3 23 B 3 »

Sidang digelar melalui dua metode vyaitu tatap
muka/langsung dan virtual. Dalam pelaksanaan sidang perkara,
DKPP tetap menerapkan secara ketat protokol kesehatan Covid-
19 secara ketat. Sebelum sidang pemeriksaan digelar, DKPP
mewajibkan semua pihak yang mengikuti sidang untuk
melakukan rapid tes atau membawa hasil rapid tes. Pihak
dengan hasil rapid tes reaktif kemudian difasilitasi untuk

mengikuti persidangan secara virtual.

3.2.3. Data Putusan Menyeluruh

Sejak berdiri pada 12 Juni 2012 hingga 3 Desember
2022, DKPP telah memutus 1.974 perkara dengan jumlah 7.954
Teradu. Dari jumlah total Teradu yang telah diputus DKPP,
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sebanyak 4.195 Teradu diputus rehabilitasi, 2.630 Teradu

dijatuhi sanksi teguran tertulis (peringatan), 73 Teradu

pemberhentian sementara, 695 pemberhentian tetap, 75 Teradu

diberhentikan dari jabatan, dan 286 Teradu diberikan ketetapan.
Putusan DKPP Tahun 2012 - 2022

Amar Putusan
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5 | £ | & | 8| 2| &| = |%8 g | @
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5 © S = = S € = ] £
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- o [0] 3 (7] - = ™M ™

[} ™ o £ ) =

-8 (] [ 2 )]
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1 2012 30 30 20 18 0 31 0 3 72
2 2013 141 141 399 133 14 91 0 28 665
3 2014 333 333 627 336 5 188 3 122 1281
4 2015 115 115 282 122 4 42 2 13 465
5 2016 163 163 376 173 3 46 2 10 610
6 2017 140 140 276 135 19 50 8 5 493
7 2018 319 319 522 632 16 101 21 40 1332
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Amar Putusan
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8 2019 331 331 808 552 4 77 17 46 1504
9 2020 196 196 452 286 3 41 16 0 798
10 2021 172 172 399 210 3 14 5 11 642
11 2022 34 30 26 30 2 14 1 8 81
795
Jumlah 1974 1970 | 4195 2630 73 695 75 286 .
Perka | Tera | Terad | Tera | Terad | Terad | Terad | Tera
Keterangan | Perkara
ra du u du u u u du
Keterangan
R . Rehabilitasi
TT :  Teguran Tertulis (Peringatan)
PS :  Pemberhentian Sementara
PT :  Pemberhentian Tetap
PDJ : Pemberhentian dari Jabatan
Tap : Ketetapan
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3.2,4. Data Putusan Tahun 2022 berdasarkan Jenis

Pemilu

Sepanjang tahun 2022 DKPP telah memutus 30
Perkara dari 34 Perkara yang teregister. Sebanyak 29 Perkara
yang diputus berupa Putusan dan 1 Perkara yang yang diputus
berupa Ketetapan. Dalam ketetapan terdapat 8 Teradu.
Kemudian, dari 29 Putusan DKPP, sejumlah 11 teradu diputus
terkait  penyelenggaraan Pemilu, 17  teradu terkait
penyelenggaraan Pilkada, dan 45 teradu terkait perkara di luar
tahapan (non-tahapan) Pemilu dan Pilkada.

Data Putusan Berdasarkan Jenis Pemilu

Perkara | Persentase | Jumlah Persentase
No. | Jenis Pemilu )
Diputus Perkara Teradu Teradu
1 | Pemilu 2 7% 11 15%
2 | Pilkada 6 21% 17 23%
3 | Non-Tahapan 21 72% 45 62%
Total 29 100.0% 73 100.0%
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3.2.5. Data Teradu pada Tahapan Pemilu 2019

Tahapan Pemilu yang paling banyak ditangani DKPP
adalah Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar
Pemilih dan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten / Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Teradu pada Penyelenggaraan Tahapan Pemilu

Jumlah
No Pemilu
Teradu
1 Pemutakhiran Data Pemilih dan
Penyusunan Daftar Pemilih 6
Pencalonan Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD
2 | Kabupaten / Kota Serta 1
Pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden
Total 7

3.2.6. Data Teradu pada Tahapan Pilkada 2020
Tahapan Pilkada yang paling banyak ditangani DKPP
adalah tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penanganan
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Laporan Oleh Bawaslu, Pengawasan Tahapan Pemilihan,
Tindaklanjut Rekomendasi oleh Bawaslu, dan lain-lain. Adapun
kategori lain-lain adalah 2 Teradu yang diadukan terkait
pelanggaran netralitas/keberpihakan dalam pelaksanaan Pilkada.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Teradu pada Penyelenggaraan Tahapan Pilkada

Jumlah
No Pemilu
Teradu
1 Pelaksanaan Pemungutan Suara 5
2 Penanganan Laporan Oleh Bawaslu 5
3 Pengawasan Tahapan Pemilihan 3
4 | Tindaklanjut Rekomendasi oleh Bawaslu 2
5 Lain-lain 2
Total 17

3.2.7. Data Teradu Non-Tahapan Pemilu dan Pilkada
Penanganan dugaan pelanggaran di luar tahapan (non-
tahapan) yang paling banyak yakni Penyalahgunaan Wewenang,

PAW Penyelenggara Pemilu, Rekrutmen Pegawai, Rangkap
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Jabatan, dan lain-lain. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel

berikut:
Data Teradu di Luar Tahapan (Non-Tahapan)
No Pilkada Jumlah Teradu
1 Penyalahgunaan Wewenang 11
2 | paw Penyelenggara Pemilu 10
3 | Rekrutmen Pegawai 6
4 Rangkap Jabatan 4
> | Tidak Menjalankan Tugas 3
6 | Pelecehan Seksual/Asusila 3
Y/ Keberpihakan 1
8 | Berafiliasi dengan Parpol 1
9 Keluarga 1
10 | Berjudi 1
11 | Bisnis Investasi Bodong 1
12 | penganiayaan 1
Total 43
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3.2.8. Data Kategori Pelanggaran

N

Dari 73 Teradu yang diperiksa dan diputus DKPP,
terdapat 47 Teradu (64,4%) dijatuhi sanksi. Dari 47 Teradu yang

diberikan sanksi, kategori pelanggaran kode etik paling banyak

adalah Tidak Melaksanakan Tugas/Wewenang dengan jumlah 17

Teradu.

Modus selanjutnya adalah Kelalaian pada Proses

Pemilu/Pilkada, Pelanggaran Netralitas dan Keberpihakan, dan

Melanggar Tertib Sosial. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel

di bawah ini:

Kategori Pelanggaran Tahun 2022

No Kategori Pelanggaran Jumlah Teradu
1 | Tidak melaksanakan tugas/wewenang 17
2 Kelalaian Pada Proses Pemilu/Pilkada 12
3 | Pelanggaran Netralitas & Keberpihakan 5
4 | Melanggar Tertib Sosial 5
5 | Perlakuan Tidak Adil 4
6 Penyalahgunaan Kekuasaan/ Konflik 2
Kepentingan
7 | Pelanggaran Hukum 2
Total 47
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3.2.9. Data Kategori Prinsip yang Dilanggar

Prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu paling banyak

dilanggar oleh 47 Teradu yang diberikan sanksi di Tahun 2022

adalah prinsip Profesional dengan jumlah 32 Teradu. Prinsip

selanjutnya adalah Tertib, Mandiri, dan Terbuka. Selengkapnya

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Kategori Prinsip yang Dilanggar

No Kategori Prinsip yang dilanggar Jumlah Teradu

1 | Profesional 32
2 | Tertib 7
3 | Mandiri 4
4 | Terbuka 2
5 | Jujur 1
6 | Proporsional 1

Total 47

3.2.10. Data Amar Putusan DKPP Berdasarkan Wilayah

Sepanjang Tahun 2022 tercatat 17 Teradu berasal dari

Provinsi Papua. Selanjutnya adalah penyelenggara di Provinsi

Sumatera Utara, diikuti Aceh, Maluku dan penyelenggara tingkat

pusat. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:
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Data Amar Putusan DKPP Tahun 2022 Berdasarkan Wilayah

AMAR PUTUSAN
Jumlah
NO Provinsi TAP
Teradu
R TT PS PT PDJ]
1 Papua 17 5 10 0 2 0 0
2 Sumatera Utara 15 11 2 0 2 0 0
3 Aceh 10 1 5 2 1 1 0
4 Maluku 9 0 0 0 1 0 8
5 Pusat 6 5 1 0 0 0 0
6 Sumatera Selatan 5 0 5 0 0 0 0
7 Nusa Tenggara Timur 4 1 3 0 0 0 0
8 Riau 2 1 0 0 1 0 0
9 Jambi 2 0 0 0 2 0 0
10 | Bengkulu 2 1 1 0 0 0 0
11 | Nusa Tenggara Barat 2 0 2 0 0 0 0
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AMAR PUTUSAN
Jumlah
NO Provinsi TAP
Teradu
R TT PS PT PDJ]
12 | Sulawesi Tengah 2 0 0 0 2 0 0
13 | Jawa Timur 1 1 0 0 0 0 0
14 | Kalimantan Tengah 1 0 0 0 1 0 0
15 Kalimantan Timur 1 0 0 0 1 0 0
16 | Sulawesi Utara 1 0 1 0 0 0 0
17 | Gorontalo 1 0 0 0 1 0 0
18 | Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0
19 | Lampung 0 0 0 0 0 0 0
Kepulauan Bangka
20 0 0 0 0 0 0 0
Belitung
21 | KepulauanRiau 0 0 0 0 0 0 0
22 | DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0
23 | Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 0

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA




NN\Y

AMAR PUTUSAN
NO Provinsi Jumiah TAP
Teradu
R T PS PT PDJ]
24 | Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0
25 | Banten 0 0 0 0 0 0 0
26 | DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0
27 | Bali 0 0 0 0 0 0 0
28 | Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 0 0
29 | Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0
30 | Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 0
31 | Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
32 | Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
33 | Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0
34 | Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0
35 | Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0
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AMAR PUTUSAN
Jumlah
NO Provinsi TAP
Teradu
R L PS PT PDJ
Total 81 26 30 2 14 1 8

Keterangan
R : Rehabilitasi
TT :  Teguran Tertulis (Peringatan)
PS :  Pemberhentian Sementara
PT :  Pemberhentian Tetap
PD]J : Pemberhentian dari Jabatan
Tap : Ketetapan

3.2.11. Data Teradu Berdasarkan Lembaga

Teradu terbanyak dalam putusan DKPP adalah
berdasarkan lembaganya adalah Anggota KPU Kabupaten/Kota
dengan jumlah 47 Teradu. Menyusul di peringkat kedua adalah
Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu RI, dan Bawaslu

Provinsi, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel berikut ini:
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Data Teradu Berdasarkan Lembaga

KPU Kab/Kota

2 Bawaslu Kab/Kota 26

3 BawasluRI 6

Bawaslu Provinsi

3.2.12, Data Teradu berdasarkan Tingkat Penyelenggara

Teradu terbanyak dalam putusan DKPP adalah
berdasarkan tingkat penyelenggara adalah tingkat
Kabupaten/Kota dengan jumlah 73 Teradu. Menyusul di
peringkat kedua adalah tingkat Pusat, dan tingkat Provinsi,

sebagaimana  ditampilkan  dalam  Tabel  berikut ini:

Data Teradu Berdasarkan Tingkat Penyelenggara

1 | Kabupaten/Kota 73

2 Pusat/RI 6
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3 Provinsi 2

Total 81

3.2.13. Data Pengadu

Pengadu terbanyak yang diputus oleh DKPP berasal
dari pengaduan unsur penyelenggara Pemilu sejumlah 41
Pengadu. Menyusul di peringkat kedua adalah unsur
masyarakat/pemilih, dan peserta Pemilu/Pilkada sebagaimana

ditampilkan dalam Tabel berikut ini

Data Pengadu tahun 2022

No. Unsur Pengadu Jumlah Pengadu
1 Penyelenggara Pemilu 41
2 Masyarakat/pemilih 32
3 Peserta Pemilu/Pilkada 1
Total 74

Analisis Pengaduan dan Persidangan

Berdasarkan data yang diolah dari 1 Januari s.d. 3
Desember 2022, prinsip profesional, tertib, dan mandiri menjadi
tiga besar prinsip yang paling banyak dilanggar oleh

penyelenggara pemilu. Dari 47 Teradu yang diberikan sanksi,
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sejumlah 32 Teradu (68 persen) melanggar prinsip profesional, 7
(tujuh) Teradu (14,9 persen) melanggar prinsip tertib, dan 4
(empat) Teradu (8,5 persen) melanggar prinsip mandiri.
Sedangkan tiga besar kategori pelanggaran vyakni tidak
melaksanakan tugas/wewenang mencapai 17 Teradu (36
persen), kelalaian pada proses pemilu/pilkada sejumlah 12
Teradu (25,5 persen), dan pelanggaran netralitas/keberpihakan
dan melanggar tertib sosial masing-masing dengan 5 Teradu
(10,6 persen). Dari 73 Teradu yang diperiksa dan diputus DKPP,
sebanyak 26 Teradu (35,6 persen) dinyatakan tidak terbukti
melanggar kode etik penyelenggara pemilu dan direhabilitasi.
Sepanjang tahun ini (per 3 Desember 2022), DKPP telah
memutus 29 perkara dengan total 73 Teradu yang meliputi: (i) 2
perkara Pemilu 2019; (ii) 6 perkara Pilkada 2020; dan (iii) 21
perkara Non-Tahapan atau tidak terkait dengan pelaksanaan
Pemilu 2019 atau Pilkada 2020. Angka tersebut menunjukkan
intensitas perkara yang diadukan menyangkut Pemilu 2019 dan
Pilkada 2020 telah jauh menurun dibandingkan dengan data
penanganan perkara Tahun 2021. Tahun lalu, DKPP memutus
240 perkara, 921 Teradu, dengan klasifikasi enam perkara (33
Teradu) menyangkut pelaksanaan Pemilu 2019, 193 perkara
(821 Teradu) Pilkada 2020, dan 41 perkara (67 Teradu) non-
tahapan. Perbandingan putusan DKPP pada 2020, 2021, dan
2022 berdasarkan jenis penyelenggaraan pemilu dapat disimak

dalam grafik berikut.
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PERBANDINGAN PUTUSAN 2020,
2021, DAN 2022
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BAB IV
MEMBUMIKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU,
MENYONGSONG ERA BARU PEMILU 2024

4.1. Pengantar

Kode etik penyelenggara pemilu diwujudkan secara
sukarela bagi mereka yang memutuskan untuk bergabung
menjadi bagian dari keluarga penyelenggara pemilu. Oleh
karenanya dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu,
DKPP mengikutsertakan KPU dan Bawaslu dalam merumuskan
kode etik penyelenggara pemilu. Dalam kode etik penyelenggara
pemilu diatur tentang prinsip-prinsip umum kode etik dan
pedoman penyelenggara tentang apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan. Oleh karenanya keterikatan terhadap kode etik bersifat
mengikat karena kesadaran bersama untuk mematuhinya, karena
persetujuan penyelenggara pemilu untuk menegakan Kode Etik
Penyelenggara Pemilu (impose from within).

Ini berbeda dengan cara bekerja hukum, hukum tidak
ditegakan berdasarkan kesadaran untuk terikat pada norma
hukum. Hukum dikenakan tanpa memandang apakah ada
persetujuan atau tidak terhadap adresat atau subjek hukum yang
akan dijangkau oleh hukum. Oleh karenanya penegakan hukum
dilakukan dengan paksaan tanpa ada kerelaan dari para pihak

(/impose from without). Setuju atau tidak setuju hukum dapat
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dikenakan pada para pihak tanpa memandang kerelaan untuk
terikat padanya.

Oleh karenanya, cara bekerja etika dan hukum berbeda.
Etika tentang baik-buruk, patut-tidak patut. Sementara ranah
hukum ada pada benar-salah. Maka sebenarnya tidak tepat jika
putusan etik diuji dengan perspektif hukum. Pemahaman ini tidak
mudah dan membutuhkan waktu untuk dapat tersosialisasi
dengan baik.

Dalam rangka edukasi dan pemahaman yang baik
tersebut DKPP berupaya membumikan ide-ide tentang kode etik
khususnya Kode Etik Penyelenggara Pemilu melalui berbagai
media. Bab ini menyajikan upaya yang telah dilakukan DKPP
dalam membumikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam

rangka menghadapi Pemilu 2024.

4.2 Selayang Pandang DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lahir di
tahun 2012, melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011
Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya DKPP bersifat Ad-
Hoc, dengan nama DK KPU dan DK Bawaslu. Tuntutan integritas
penyelenggara pemilu membuat DKPP perlu dibentuk secara
permanen.

Eksistensi kelembagaan DKPP kemudian dikukuhkan
kembali melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilu yang pada prinsipnya merupakan peleburan dari tiga
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Undang Undang yang berkaitan dengan Pemilu Presiden, Pemilu
Legislatif dan Penyelenggara Pemilu.

DKPP menyadari tidak mudah menegakan kode etik
penyelenggara pemilu dengan kompetensi peradilan etik seluruh
provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Oleh karenanya ikhtiar
mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dilakukan
dengan dua cara, penindakan (penegakan kode etk
penyelenggara pemilu) dan pencegahan, melalui berbagai media
sosialisasi DKPP.

Pencegahan dilakukan dengan mengedukasi dan
mengenalkan DKPP melalui beragam media sosial, termasuk
Podcast yang setahun ini dipotimalkan. Kalau penegakan kode
etik penyelenggara pemilu ditujukan untuk memulihkan
kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu sekaligus
menimbulkan efek jera, maka upaya pencegahan ditujukan
sebagai upaya preventif sebelum pelanggaran etik terjadi.

Meski demikian, terbatasnya anggaran menjadi persoalan
tersendiri yang membuat upaya penegakan kode etk
penyelenggara pemilu dan pencegahan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu bagaimana pun menjadi terkendala. Oleh
karenanya dukungan anggaran ke depan seharusnya menjadi
perhatian serius bagi kementerian dalam negeri sebagai bentuk
nyata mewujudkan demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Sebab
penyelenggara negara yang berintegritas berasal dari pemilu yang

berintegritas. Sedangkan pemilu berintegritas lahir dari
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penyelenggara pemilu yang beritegritas, dan DKPP memiliki tugas

memastikan integritas penyelenggara pemilu.

4.3. Publikasi DKPP Berbasis Internet
4.3.1. Website

Situs DKPP (https://dkpp.go.id/) menjadi pintu gerbang
informasi lembaga. Informasi mengenai profil DKPP, produk-
produk hukum, peraturan, putusan, perpustakaan, berita,
dokumentasi dan informasi penting lainnya tersedia di sana.
Dalam keseluruhan kegiatan DKPP, penggunaan teknologi digital
terasa sekali pengaruhnya. Internet mempercepat penyampaian
informasi. DKPP merespon tuntutan perubahan dan informasi
“kekinian” dengan pemanfaatan teknologi. DKPP dituntut untuk
dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.

Portal resmi suatu lembaga adalah media yang sangat
penting. Media online (website) berfungsi sebagai Public Relation
Online. Batasan-batasan dan hambatan- hambatan geografis,
iklim dan cuaca tidak lagi menjadi penghalang bagi tersebarnya
informasi kepada stakeholder. Dengan website lembaga dapat
mempengaruhi image lembaga secara signifikan. Website menjadi
salah satu ujung tombak bagi percepatan penyebaran informasi
dan sosialisasi bagi masyarakat. DKPP meyediakan pengaduan
langsung melalui website.

DKPP menjalin hubungan kerjasaman dengan stakeholder

danmasyarakat menggunakan internet. DKPP telah menerapkan
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perangkat ICT (Information and Communication Technologies).
Konteks ICT dalam hal ini adalah website DKPP yang dibangun
untuk berbagi informasi seluas-luasnya dan memberikan respon
yang cepat terhadap perkembangan lembaga. Melalui website,
pesan-pesan berbentuk berita, rilis, hasil verifikasi, jadwal
sidang, putusan, maklumat, album foto, cuplikan sidang di You
Tube, Twitter, FB, Instagram, dan bahkan buku-buku karya DKPP
dapat dibaca dan diunduh oleh masyarakat.

Website DKPP adalah salah satu sarana kerja DKPP yang
efektif dan interaktif untuk menyampaikan pesan langsung
kepada stakeholder. Kelebihan penggunaan website DKPP antara
lain; Pertama, dengan menggunakan website tidak ada lagi
hambatan geografis, jangkauan menjadi mendunia bukan saja
menjangkau wilayah Indonesia tapi dapat diakses dari manca
negara. Kedua, informasi dapat diakses dalam 24 jam, 7 hari
seminggu. Tidak mengenal hari libur. Ketiga, berita, rilis atau
informasi lainnya selalu diperbarui dan aktual. Keempat, materi
di website bisa diperbarui dan diperbaiki kapan saja untuk
perubahan atau perbaikan kekeliruan.. Kelima, biaya yang
dikeluarkan relatif murah sebanding dengan efektifitasnya. Dan
keenam, memberikan kemudahan kepada media untuk
menjadikan referensi berita, yang bersifat resmi dan valid dari
DKPP sebagai tengan pertama

Berdasarkan kelebihan penggunaan website, DKPP

memanfaatkan website untuk melakukan publikasi tentang
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lembaga, menggunggah informasi, mengekspos kinerja, dan
menyosialisasikan buku-buku karya DKPP. Aktivitas media
relations dengan mengirimkan berita, rilis atau update data
terbaru DKPP dilakukan melalui website. Terakhir, website dapat
dijadikan perpustakaan lembaga yang paling kekinian dan
menyediakan informasi sepanjang lembaga masih eksis.

Website adalah wajah lembaga, kebanggaan lembaga. Ia
merepresentasikan kinerja lembaga, PR online, perpustakaan,
pusat data sekaligus legacy bagi generasi yang akan datang.
Sebagai salah satu ujung tombak percepatan penyebaran
informasi, publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat sudah
selayaknya website menjadi program andalan yang diprioritaskan

serta harus selalu ditingkatkan kontennya.

www.dkpp.go.id
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KATEGORI
o) R RILIS PUBLIKASI | JUMLAH
PERS LAINYA

1 | Januari 5 12 17
2 Februari 13 20 33
3 | Maret 6 12 18
4 | April 6 10 16
5 Mei 11 11 22
6 | Juni 3 29 32
7 Juli 6 7 13
8 | Agustus 9 11 20
9 | September 2 19 21
10 | Oktober 7 19 26
11 | November 23 5 28
JUMLAH 91 155 246

4.3.2. Live Streaming DKPP

Laporan/aduan terkait dugaan

pelanggaran kode etik

penyelenggara Pemilu coba ditangani sebaik mungkin oleh DKPP

RI. Sidang-sidang telah dilakukan. Ada sidang reguler yang

bertempat di ruang sidang yang berada di kantor DKPP RI. Sidang

jarak jauh melalui fasilitas video conference, atau sidang

langsung di daerah (sidang setempat).
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Namun demikian, sidang-sidang yang dilakukan tersebut
hanya dapat disaksikan atau diakses oleh sebagian masyarakat.
Sidang reguler yang bertempat di ruang sidang DKPP RI misalnya,
hanya dapat disaksikan oleh mereka yang hadir secara langsung
di ruang sidang DKPP di Jakarta. Sidang jarak jauh melalui fasilitas
video conference kerjasama antara DKPP RI dengan lembaga lain
seperti yang dilakukan dengan Mabes Polri, KPU atau Bawaslu pun
hanya dapat disaksikan oleh para pihak dari tempat masing-
masing. Bahkan sidang setempat yang dilaksanakan dikantor KPU
atau Bawaslu provinsi pun hanya dapat disaksikan oleh
masyarakat yang berada di sekitar ibu kota provinsi tersebut.

DKPP ingin seluruh para pihak yang beperkara,
Stakeholder pemilu, masyarakat luas dan media dapat
menyaksikan secara langsung jalannya sidang dugaan
pelanggaran pemilu yang digelar pada saat sidang tersebut
berlangsung atau secara real time. DKPP sebagai satu-satunya
lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia
bahkan di dunia melalui Peraturan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum menyebutkan prinsip persidangan kode etk
yakni pada Pasal 2 ayat 1 bahwa persidangan kode etik
diselenggarakan dengan prinsip cepat, terbuka, dan sederhana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, DKPP perlu

melakukan sebuah terobosan. Hal ini sejalan dengan Arah
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Kebijakan DKPP dalam memperkuat peran DKPP dalam upaya
pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas
kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk mendukung DKPP dalam membangun tradisi
transparansi, melaksanakan sidang pemeriksaan dan sidang
putusan secara terbukan kepada publik sebagai bagian dari
akuntabilitas lembaga negara sebagaimana amanat undang-
undang. Maka DKPP harus “one step a head' dengan melakukan
rangkaian program yang berkesinambungan dan mengambil
langkah-langkah progresif, proaktif dan menyeluruh dalam
relasinya dengan pihak eksternal terkait dengan pembangunan
citra positif lembaga (public image building).

Live streaming Facebook hadir sejak bulan April tahun
2016 berupa konten video yang dapat disiarkan secara langsung
melalui internet, tanpa perlu lagi melakukan editing dan post
production. Hanya dengan kamera telepon genggam, pengguna
dapat merekam atau menyiarkan siaran langsungnya. Ada
beberapa alasan DKPP memilih /ive streaming Facebook sebagai
rancangan aksi perubahan kinerja organisasi atau sebagai sarana
diseminasi penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Pertama, kecepatan. Pengaturan aplikasi ini cepat dan
mudah, sederhana dalam pengambilan gambar. Hanya dalam
hitungan 10 detik untuk mengaktifkan. Live streaming Facebook

dapat dimulai sejak awal hingga akhir sidang.
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Kedua, mobile. Live streaming dapat dilakukan dari
mana saja, kapan saja. Dan karena sebagian besar aplikasi ini
bersifat mobile-to-mobile, pemirsa tidak memerlukan peralatan
khusus untuk menyaksikan dan hal ini membantu mereka merasa
seolah-olah berada atau menjadi bagian dari kegiatan yang
disiarkan tersebut.

Ketiga, akses yang mudah. Live streaming mudah
untuk diakses. Pemirsanya lebih merasa terkoneksi dengan
pemirsa yang lain pada saat bersamaan. Live streaming selain
mudah untuk disaksikan, pemirsa merasa ada keterlibatan di
dalamnya. Dan jika pengikut /anpage DKPP adalah orang-orang
yang suka berkomentar,maka mereka mungkin tidak terganggu
oleh 'tampilan amatir', Facebook, bahkan mungkin itu menarik
bagi mereka.

Keempat, Murah - tidak ada biaya tambahan untuk
kamera video, studio, peralatan suara atau waktu pengeditan.
Aplikasi ini gratis dan ada di telepon genggam. Mengapa
membayar ‘iklan lembaga ' dengan semua inefisiensi yang
melekat untuk dilihat oleh orang-orang yang tidak tertarik dengan
apa yang diiklankan ketika lembaga dapat menjangkau audiens
yang lebih besar dan lebih berdedikasi melalui /ive streaming
langsung? Lembaga punya platform ‘beriklan” melalui /ive
streaming.

Kelima, terintegrasi. Aplikasi /ve streaming dapat

dimasukkan ke dalam tiga platform media sosial terbesar dan
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paling kuat di planet ini: Facebook, Twitter, dan YouTube. Dan itu
berarti lembaga dapat menjangkau pemirsa yang menonton tanpa
harus membangun satu secara terpisah; distribusi sudah
terintegrasi di sana di aplikasi yang sama. Hal ini memungkinkan
untuk perkembangan koneksi yang lebih cepat dan analitik yang
lebih baik. Semua ini dapat mengurai “entry barrier” atau
penghalang bagi tersampaikannya sebuah pesan.

Keenam, personal dan engage (berhubungan). Live
streaming adalah dialog tatap muka yang efektif. Faktanya,
live streaming adalah komunikasi satu-ke-banyak dengan
'sentuhan pribadi' yang akrab dengan cara yang tidak dapat ditiru
oleh pembicara di panggung atau di pusat konferensi. Itu adalah
komunikasi yang melibatkan emosi. Pada saat pemirsa berada
jauhnya dari tempat digelarkan sidang. Dengan demikian live
streaming adalah wajah asli lembaga.

Ketujuh, percakapan. Melalui fitur teks pada layar atau
kolom komentar, pemirsa dapat berinteraksi langsung satu sama
lain, membentuk konten dengan pertanyaan dan arahan mereka.
Koneksi ini menjadi komunikasi ketika admin menjawab dan
terlibat dengan pemirsa selama dan setelah /Jive streaming,
lembaga melakukan pendekatan kepada pemirsa, lembaga tampil
lebih terbuka, jujur, dan mudah diakses.

Kedelapan, langsung. L/ive streaming sidang DKPP
adalah tanpa naskah dan tidak dapat diprediksi, mentah dan

nyata, segar, menarik, dan konten saat ini yang memungkinkan
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pemirsa melihat sisi lain sidang kode etik. Tidak ada yang lebih
baik dari pengalaman saat ini, real-time.

Live streaming memainkan faktor FOMO (Fear of
Missing Out) artinya memenuhi kebutuhan dasar manusia akan
rasa ingin tahunya dengan menyaksikan siaran itu saat ini juga
dan tidak harusmenunggu. Dan jika DKPP memilih untuk tidak
menyimpan danmengunggah video, artinya DKPP mereka telah
membuat pilihan eksklusif untuk sekali-kali tidak menyiarkan
kontennya. DKPP percaya, /ive streaming Facebook akan
membantu lembaga membangun relasi yang lebih kuat dan lebih
terbuka dengan stakeholder pemilu dengan prospek potensial,
konten yang kreatif dan eksklusif serta umpan balik waktu nyata.

Penyebarluasan informasi yang masif, terarah, sistematis,
dan terstruktur kepada publik melalui live streaming Facebook,
pada akhirnya akan menempatkan DKPP sebagai lembaga
penegak kode etik penyelenggara Pemilu, lembaga yang bisa
dipercaya publik (public trust) dalam menjaga kemandirian,
integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Dengan demikian
visi, misi, dan program kerja DKPP dapat diwujudkan.
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat luas
tersebut hanya mungkin tercapai apabila DKPP melakukan
sosialisasi, edukasi, dan penyebaran informasi dengan kualitas
dan kuantitas yang tepat, efektif, dan efisien.

Melalui publikasi dan sosialisasi DKPP mendukung

terciptanya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman,
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penerimaan dan kerjasama antara lembaga DKPP dengan
stakeholder pemilu dan masyarakat luas. Dalam pelaksanaannya
DKPP menggunakan model komunikasi yang bertujuan untuk
menginformasikan, mempengaruhi dan mengubah pengetahuan,
sikap dan perilaku publik sasarannya. Hasil yang ingin dicapai
dalam kegiatan publikasi dan sosialisasiDKPP pada intinya adalah
good image (citra baik), gooawill (itikad baik), mutual
understanding (saling pengertian), mutual appreciation (saling

menghargai), dan folerance (toleransi).

JUMLAH LIVE STREAMING SIDANG KODE ETIK DAN
PUTUSAN FACEBOOK

Facebook
NO BULAN Sidang KEPP | Sidang Putusan JUMLAH
1 | Januari 5 5 5
2 | Februari 5 3 8
3 | Maret 2 2 4
4 | April 2 2 4
5 | Mei 4 3 7
6 | Juni - 1 1
7 | Juli 3 1 4
8 | Agustus 2 3 5
9 | September - - 0
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Facebook
NO BULAN . - JUMLAH
Sidang KEPP | Sidang Putusan
10 | Oktober 1 1 2
11 | November 4 - 4
JUMLAH 28 16 44

JUMLAH LIVE STREAMING SIDANG KODE ETIK DAN
PUTUSAN YOUTUBE

Youtube
NO BULAN Sidang Sidang JUMLAH
KEPP Putusan
1 Januari 4 2 6
2 Februari 3 3 6
3 Maret - - 0
4 April 2 1 3
5 Mei 4 3 7
6 Juni - 1 1
7 Juli 1 - 1
8 Agustus 1 3 4
9 September - - 0
10 Oktober - 1 1
11 November - - 0
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Youtube
NO BULAN Sidang Sidang JUMLAH
KEPP Putusan
JUMLAH 16 15 31

4.3.3. Media Sosial DKPP

Media sosial adalah salah satu alternatif yang menarik
karena saat ini masyarakat telah menjadikan internet sebagai
bagian dari aktivitas mereka. Dengan gawai masyarakat
menggunakan internet dalam genggaman mereka. Besarnya
jumlah pengguna gawai di Indonesia menunjukkan besarnya
potensi media sosial sebagai media komunikasi dan penyebaran
informasi. Media sosial telah terbukti menjadi media penyebaran

informasi yang cukup efektif bagi banyak kalangan.
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Pengguna Medsos Di Indonesia Tahun 2022

72.49% 2.80% 1.59% 3.33%

v4 BPS

INKEOIN

0.06% 0.06% 0.07%

+18P%

https.//gaungmedia.com/202 2/07/26/pengguna-sosial-media-

dan-internet-indonesia-2022/

Melalui Bagian Humas, Data, dan Teknologi Informasi,
DKPP dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola media sosial
agar ekspose kinerja lembaga dapat tersampaikan dengan baik
kepada stake holders dan masyarakat luas. Saat ini DKPP
mengelola media sosial yang terdiri atas Facebook, Twitter,
Youtube, dan Instagram. Penggunaan media sosial ini dalam
rangka menjaga dan meningkatkan citra positif lembaga. DKPP
dapat menggali aspirasi publik melalui media sosial ini karena sifat
interaktifnya selain itu media sosial DKPP dapat juga digunakan

sebagai dokumentasi online.
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4.3.4. Rekapitulasi Unggahan Media Sosial DKPP
Jumlah Postingan Instragram DKPP

Instagram
NO BULAN JUMLAH
Foto | Video | Infografis
1 Januari 10 3 5 18
2 Februari 22 9 13 44
3 | Maret 15 4 10 29
4 | April 11 5 12 28
5 | Mei 13 7 16 36
6 | Juni 19 20 9 48
7 | Juli 19 8 10 37
8 Agustus 16 9 10 35
9 September 19 2 3 24
10 | Oktober 32 7 11 50
11 | November 32 6 6 44
JUMLAH 208 80 105 393
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Jumlah Postingan Facebook DKPP

Facebook
NO BULAN Jumlah
Foto Infografis
1 | Januari 10 5 15
2 Februari 22 13 35
3 | Maret 15 10 25
4 | April 11 12 23
5 | Mei 13 16 29
6 | Juni 19 9 28
7 | Juli 19 10 29
8 | Agustus 16 10 26
9 | September 19 3 22
10 | Oktober 32 11 43
11 | November 32 6 38
JUMLAH 208 105 313
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Jumlah Postingan Twitter DKPP

BULAN | POSTINGAN | PERSIKUT | KURIUNGAN
Januari 24 933 4.979
Februari 48 1.705 5.050
Maret 27 1.559 4.177
April 21 913 2.888
Mei 28 1.164 6.142
Juni 48 1.076 6.908
Juli 30 1.451 3.780
Agustus 41 1.405 7.471
September 29 1.314 9.970
Oktober 70 1.476 5.981
November* 44 1.281 4.029

*Cut off: 28 November 2022 - analytics.twitter.com
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4.3.5. Publikasi untuk Akuntabilitas Kelembagaan DKPP
4.3.5.1. Podcast DKPP

Podcast sebagai inovasi audio digital saat ini telah
mendapat popularitas di seluruh dunia. Dapat didengarkan secara
online melalui aplikasi seperti Spotify, Anchor, Google Podcast,
podcast dan lain sebagainya. Podcast merupakan file audio digital
yang diunggah ke platform online untuk dibagikan dengan orang
lain. Para pendengar podcast dapat mengakses audio secara
langsung dari gawai maupun laptop mereka secara online.
Podcast juga dapat diunduh terlebih dahulu sehingga dapat

didengarkan saat pengguna berada dalam mode luar jaringan.

Dengan menggunakan Podcast sebagai alternatif media
pembelajaran etik, menjadi alternatif penyampaian informasi dan
data dalam rangka penegakan kode etik penyelenggara pemilu
untuk membantu mengatasi permasalahan  penyampaian
informasi jarak jauh. Media podcast merupakan media yang
praktis dan fleksibel, tidak terikat oleh jarak dan waktu. Podcast
juga memungkinkan peserta untuk mendengarkan materi secara

berulang-ulang, sehingga lebih efektif untuk memahami materi.

Sebab bila melihat kondisi saat ini, penyelenggara pemilu
baik KPU dan Bawaslu Kab/Kota dan Provinsi terkendala waktu
dan jarak untuk mengakses informasi terkait kode etk
penyelenggara pemilu melalui program acara podcast DKPP. Di

sisi lain kaum milenial (pemuda/mahasiswa) yang tertarik dalam
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kepemiluan belum mendapatkan/minim kesempatan
mendapatkan pembelajaran mengenai pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu dengan bertanya jawab langsung karena
terkendala jumlah kegiatan DKPP yang tidak banyak dilaksanakan

secara tatap muka langsung.

Akses masyarakat terhadap data, informasi dan berita
pelanggaran kode etik dapat terdistorsi oleh berbagai kepentingan
(pihak yang merasa dirugikan akibat keputusan DKPP, oknum
yang tidak bertanggung jawab, dIl). Media lokal maupun nasional
terkendala waktu dan jarak untuk mendapatkan data-data
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Coverage
pemberitaan positif terhadap dkpp sulit dilakukan berulang dan

berkelanjutan.

Manfaat dari Podcast DKPP ini antara lain pertama,
Memperluas dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
penyelenggara pemilu mengenai urgensi penegakan kode etik
penyelenggara Pemilu dan keberadaan DKPP sebagai lembaga
penegak kode etik penyelenggara  Pemilu. Kedua,
Mensosialisasikan terkait kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum dalam menjangkau kaum milenial yang tertarik di bidang
kepemiluan. Ketiga, Menjalin sinergi dan hubungan baik DKPP
dengan media baik nasional maupun media lokal. Manfaat lainya

adalah meningkatkan coverage pemberitaan positif DKPP di media
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serta menekan opini negatif masyarakat dengan informasi berupa
fakta — fakta dari media yang didapat langsung lembaga DKPP.

Dengan diadakannya podcast DKPP diharapkan dapat
memberikan akses informasi terkait kode etik penyelenggara
pemilu kepada KPU dan Bawaslu Kab/Kota dan Provinsi. Kegiatan
ini juga dapat mendorong Kaum milenial (pemuda/mahasiswa)
tertarik dalam kepemiluan dan mendapatkan pembelajaran
mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Media
lokal/nasional dapat dengan mudah mendapatkan data data
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan mudabh.
Mudahnya akses terhadap data data, informasi dan berita
pelanggaran kode etik diharapkan dapat membuat masyarakat

semakin percaya terhadap DKPP.
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Podcast DKPP
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BINTANG
NO | EPISODE TEMA HOST TAMU TAYANG
; Kenapa Vransiska ; . :
1 | Episode 1 Podcast? A Yudia Ramli 8 Juli 2022
Hukum dan
2 | Episode 2 | EUk@ Prusut P | Legun 15 Juli 2022
Penyelenggara Prasetyo
Pemilu
Asusila, Magnet Vransiska
3 | Episode 3 Perkara Non EA Alfitra Salamm | 22 Juli 2022
Tahapan i
Awasi Pemilu
4 | Episode 4 Tanpa Langgar | Prusut P. Puadi 29 Juli 2022
Etik
Pemilu
. Bermartabat, Abdul Teguh 5 Agustus
> | Episode 5 Bagaimana Rozak Prasetyo 2022
Memulainya?
Netralitas ASN .
6 | Episode 6 | Dalam Pemily, \F’r:”S'Ska Alfitra Salamm 532’39“““5
Sebuah Utopia? n
Kemerdekaan -
7 | Episode 7 dan Daulat Vransiska Muhammad 19 Agustus
. F.A. 2022
Pemilu
. Perempuan dan | Vransiska - 26 Agustus
8 | Episode 8 Pemilu EA Ida Budhiati 2022
Pemilu di Mata
9 | Episode 9 | Prof. Prusut P. | Muhammad | 2 >cPtember
2022
Muhammad
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BINTANG
NO | EPISODE TEMA HOST TAMU TAYANG
. DKPP dalam . 9 September
10 | Episode 10 Data Prusut P. Ida Budhiati 2022
Kelanjutan 16
11 | Episode 11 Jut . Prusut P. Radian Syam September
Regulasi Pemilu
2022
Vransiska 23
12 | Episode 12 | Tripartit Pemilu Puadi September
F.A.
2022
Kenapa Harus Vransiska I Dewa Kade 30
13 | Episode 13 | Mengadu ke EA Wiarsa Raka September
DKPP? o Sandi 2022
; Tim Pemeriksa Vransiska ; 7 Oktober
14 | Episode 14 Daerah DKPP EA. Radian Syam 2022
Heddy Lugito &
15 | Episode 15 | Wajah Baru Prusut P. Heddy Lugito 14 Oktober
2022
DKPP
Kesiapan Pemilu . .
) : Vransiska Almudatsir Z. | 21 Oktober
16 | Episode 16 (ih) Daerah (Part EA Sangadiie 2022
Kesiapan Pemilu
17 | Episode 17 | di Daerah (Part | APdul Muslim Aisha | 25 OKtober
2) Rozak 2022
Kesiapan Pemilu - Widiyono
18 | Episode 18 | di Daerah (Part Alicia Agung 4 November
Pohan - 2022
3) Sulistiyo
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BINTANG
NO | EPISODE TEMA HOST TAMU TAYANG
Kesiapan Pemilu Hafizd 11
19 | Episode 19 | di Daerah (Part Ade Suerani November
Rachman
4) 2022
I Dewa Kade 18
20 | Episode 20 DKPI.D Menatap Prusut P. Wiarsa Raka November
Pemilu 2024 -
Sandi 2022
. 25
21 | Episode 21 ﬁgzsztl - - November
2022

4.4. PPID DKPP

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting
kehidupan berdemokrasi untuk mendorong Indonesia menjadi
bangsa yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks tugas dan
fungsi DKPP, keterbukaan informasi mutlak dalam mewujudkan
azas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
(luber dan jurdil) berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 (UUD
1945), dan diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang
kredibel, berintegritas, dan akuntabel.

Karena itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi dasar
DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggaraan pemilu yang
terbuka dan bertanggungjawab.

DKPP juga wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya
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kepada masayarakat melalui layanan informasi keterbukaan
publik. Inilah urgensi terbentuknya Pejabat Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP).

PPID DKPP memiliki visi dan misi yaitu sebagai acuan
bagi setiap satuan kerja dalam penyediaan, pengumpulan,
pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik, serta
penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan
menjadi pedoman bagi semua pihak yang berhubungan dengan
informasi publik dan dokumentasi di lingkungan DKPP."

PPID DKPP berdiri sejak tahun 2020. Dalam kurun waktu
yang singkat tersebut, PPID DKPP memperoleh predikat Cukup
Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk kategori
Lembaga Non Struktural (LNS) pada 2020 dan 2021.

PPID DKPP terus melakukan pembenahan baik dari sisi
kualitas maupun kuantitas informasi serta dokumentasi. Target ke
depan, DKPP masuk kategori Informatif untuk kategori LNS dalam
penilaian keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh
KIP.

4.5. DKPP Menyerahkan Putusan Ke ANRI
Fungsi pokok pengelolaan data dan arsip putusan
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada bagian data
kehumasan menetapkan poin-poin sebagai langkah penyiapan

arsip putusan yakni dengan sistem (i) planning, (ii) staffing, (iii)
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organizing, (iv) controlling, dan (v) directing. Dalam setiap proses
manajemen selalu dimulai dengan perencanaan, dilanjutkan
dengan pemantauan dan evaluasi. Untuk itu, diperlukan peran
komunikatif dari bagian Humas dan Persidangan dalam hal
problem solving, ethical thinking, effectively communicating, dan
reasonable and understanding.

Dalam menjalankan fungsinya, bagian data dan
kearsipan putusan DKPP menyadari arah tujuan yang hendak
dicapai dalam menjalankan kegiatan organisasi peradilan etika
penyelenggara pemilu. Di lingkungan peradilan etik DKPP,
pengelolaannya mengedepankan domain kebijakan pimpinan;
domain kepala bagian persidangan; dan domain sekretariat
sepanjang vyang berhubungan dengan aspek administrasi
termasuk data dan kearsipan putusan.

Sinergisitas komunikasi antar bagian Humas dan
Persidangan diarahkan untuk menertibkan data putusan menjadi
arsip yang disimpan secara baik guna pada waktunya akan
diserahkan kepada ANRI berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengelolaan data dan arsip putusan, manajemen data
dan arsip putusan DKPP dimulai sejak setelah putusan DKPP
dibacakan disidang terbuka untuk umum. Sekretariat DKPP
menetapkan validitas putusan yang asli itu disimpan oleh bagian

Data dan Arsip di bawah Kepala Bagian Humas.
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Dalam rangka menertibkan arsip putusan di DKPP
tersebut, maka semua putusan perkara palanggaran kode etik
penyelenggara pemilu sejatinya langsung diserahkan ke bagian
Humas untuk disimpan menjadi data dan kelak sesuai waktu yang
ditentukan akan diserahkan kepada ANRI. Maka diperlukan
kerjasama dan pemahaman konstruktif antara bagian Humas dan
Persidangan dalam mengamankan arsip putusan.

DKPP menganggap penting dan strategis penyerahan
arsip putusan DKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban
kelembagaan peradilan etika penyelenggara pemilu kepada
Pemerintah dan masyarakat. Data Putusan secara resmi
diserahkan kepada ANRI sebagai perwujudan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971
tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan; dan pengelolaan
kearsipan dengan menyimpan, menyelematakan, melestarikan
dan pengelolaan arsip statis sebagaimana dituangkan dalam
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004
tentang Pengelolaan Arsip Statis.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang
berorientasi pada good governance termasuk pengelolaan data
dan arsip akan bisa dilaksanakan dengan baik manakalah
mekanisme teknis pengaturan kepatuhan terhadap tugas dan

fungsi ditegakan dengan baik dalam kerangka itu, banyak teori
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yang sangat penting di bidang etika yang membutuhkan
ketertiban sistem itu dibuat termasuk sistem etika sosial social
ethics), etika berorganisasi (organizational ethics), dan etika
profesi (professional ethics) termasuk tanggung jawab pelayanan
publik dalam pengamanan dokumen rahasia negarayakni putusan
DKPP yang merupakan dokumen utama dalam tugas pokok
kelembagaan.

4.5.1. Manajemen Data Putusan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik
Indonesia, melalui Bagian Humas Data dan Informasi, secara
khusus ditugaskan untuk mengelola data dan kearsipan DKPP.
Pengelolaan data aktif dan statis ini dimaksudkan agar semua
kebutuhan  baik internal dan pihak eksternal yang
membutuhkannya akan selalu siap diberikan. Setiap data yang
masuk akan selalu didata dan disimpan dengan baik berdasarkan
ketentuan yang ada sehingga setiap data yang diperlukan oleh
pihak eksternal diarahkan untuk mengikuti standar prosedur
operasional yang ada dalam memberikan data dan informasi
terkait kinerja kelembagaan DKPP.

Manajemen data penanganan perkara di DKPP sampai
dengan putusan dikeluarkan, dilakukan berdasarkan tugas dan
fungsi masing-masing bagian yang ada di DKPP. Manajemen data
perkara pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,
sudah dilakukan sejak dimulai pelaporan, pengaduan, ataupun

sampai ke tahap eksekusi putusan dan pemasyarakatan yang
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merupakan satu kesatuan proses mulai dari terjadinya peristiwa

hukum dalam masyarakat sampai terwujudnya keadaan atau

terpulihkannya kembali keadilan dalam masyarakat. Dalam proses
itu maka DKPP mengedepankan pentingnya jaminan.

(@) prosesnya berlangsung tepat dalam menjamin keadilan
(justice) dan kepastian hukum (/egal certainty);

(b) perosesnya berlangsung efisen, cepat dan tidak
membebani pihak-pihak diluar kemampuan;

(c)  prosesnya berlangsung menurut aturan hukum, vyaitu
berdasarkan peratuaran;

(d)  (iv) prosesnya berlangusung independen tanpa campur
tangan atau dipengaruhi oleh kepntingan politk dan
ekonomi dari pihak-pihak lain atau kepentingan salah satu
pihak dengan merugikan pihak yang lain; dan

(e)  Prosesnya berlangsung secara akuntabel dan transparan
sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh para pihak dan

masyarakat.

Bagian Humas Data dan Teknologi Informasi
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan data dan
informasi terkait apa yang telah dikerjakan lembaga peradilan
etika penyelenggara pemilu kepada publik. Pelayanan informasi
dilakukan secara akuntabel dan demokratis dengan tetap

mengedepankan aspek hukum. Bagian Humas memastikan
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pengelolaan data putusan dapat terjaga dan dijamin keamanan
kerahasiaannya sampai dengan penyerahan ke pihak berwenang

yakni Arsip Nasional Republik Indonesia.

4.5.2. Penyerahan Data Putusan Ke ANRI

Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-
undangan baik mengenai keterbukaan informasi publik maupun
pemeliharaan, penyelematan, dan melestarikan data dan
kearsipan nasional, maka DKPP secara kelembagaan proaktif
melakukan komunikiasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI). DKPP selama beberapa tahun terakhir menyerahkan
bahan data putusan kepada ANRI. DKPP mengikuti ketentuan
normatif yang memerintahkan kepada semua lembaga Negara
menyerahkan data menyakut kearsipan kepada ANRI. Sebagai
wujud proaktif menyiapkan data putusanyang akan diserahkan
kepada ANRI, DKPP terutama melalui Bagian Humas, Data, dan
Teknologi Informasi menyelenggarakan diskusi dan pembahasan
bersama dengan ANRI. Humas DKPP menyelenggarakan diskusi
bersama ANRI guna mendapatkan pemahaman dari ANRI terkait
langkah-langkah yang harus disiapkan DKPP dalam menyerahkan
data putusan.

Pada tanggal 13 Juni 2022, DKPP menyerahkan data
putusan sebanyak 172 perkara kepada ANRI di Kantor DKPP,
Lantai 4 Gedung DKPP, Jalan Wahid Hasyim, No. 117 Tanah
Abang, Jakarta Pusat. Rapat persiapan pengelolaan arsip DKPP
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tahun 2021 dalam rangka Penyerahan ke ANRI dihadiri pihak
ANRI dan DKPP. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071); Peraturan Presiden Nomor 67
Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang,
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum; dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum. Sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, DKPP sebagai lembaga peradilan kode
etik penyelenggara pemilu berkewajiban menyerahkan semua
hasil putusan kepada pihak Arsip nasional Republik Indonesia
(ANRI) guna menjadi tanggungjawab kelembagaan secara
hukum. Arsip putusan DKPP diserahkankepada ANRI dengan

mengikuti standar prosedur ketentuan yang ada.

4.6. Panduan Kinerja DKPP
Berdasarkan Pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, DKPP bertugas “menerima
aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu; melakukan

penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan
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dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang

dilakukan oleh penyelenggara pemilu”.

DKPP secara kelembagaan berfungsi “memeriksa dan
memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran
kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU, anggota KPU
Provinsi, Anggota KPU Kab/Kota, Anggota Bawaslu, Anggota
Bawaslu Provinsi, dan Anggota Bawaslu Kab/Kota”. Selain tugas,
dan fungsi tersebut, DKPP juga diberikan kewenangan untuk
“memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan
pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan
pembelaan; memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang
terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai
dokumen atau bukti lain; memberikan sanksi kepada
penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
memutus pelanggaran kode etik.

Sebagai lembaga peradilan kode etik penyelenggara
pemilu, DKPP dibekali dengan Peraturan Presiden Nomor 67
Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Sekretariat
DKPP. Adapun tugas Sekretariat DKPP adalah memberikan
dukungan administratif dan teknis operasional kepada DKPP.
Sekretariat berwenang mengordinasikan  penyelenggaraan
administratif, mengoordinasikan dan menyusun kegiatan rencana
strategis, program kerja, dan anggaran DKPP dan tim pemeriksa

daerah, Mengelola keuangan dan barang milik negara DKPP; dan

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA




142 \

melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia
sekretariat DKPP.

Sedangkan fungsi Sekretariat DKPP yakni menyiapkan
bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan
kegiatan DKPP, memberikan dukungan teknis dan administratif
pengaduan, persidangan, dan putusan kepada DKPP,
melaksanakan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian,
pembinaan organisasi, sarana dan prasarana, dan administrasi
umum DKPP, melakukan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan DKPP.
Sekretariat juga melakukan penyusunan peraturan perundang-
undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja
sama; dan pemberian fasilitasi kepada tim pemeriksa daerah.

Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu
bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu. KPU
sebagai pelaksana pemilu, Bawaslu sebagai pengawas, dan DKPP
sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu. Tugas
menerima dan melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta
pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
Kewenangan DKPP untuk memanggil Penyelenggara Pemilu yang
diduga melakukan pelanggaran kode etik, memanggil pelapor,
saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan,

termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain, memberikan
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sanksi, dan memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan
penyelenggara pemilu.

Selain panduan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018
tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Sekretariat DKPP,
lembaga peradilan kode etik penyelenggara pemilu ini juga
dibekali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
Organisasi Dan tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 10 dinyatakan, bahwa
Bagian Hukum, Kerja Sama dan Kepegawaian dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
kode etik penyelenggara pemilu, pertimbangan dan
bantuan hukum, deseminasi, serta dokumen perundang-
undangan;

b. Penataan organisasi dan tata laksana;

c. Penyiapan bahan kerja sama dan hubungan antar
Lembaga kode etik penyelenggara pemilu; pengelolaan
kepegawaian.

Selanjutnya dalam Pasal 12 juga ditegaskan bahwa:
Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

rekrutmen, pengangkatan, dan penguatan kapasitas tim
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pemeriksa daerah, administrasi pergantian antar waktu anggota
DKPP dan tim pemeriksa daerah, penyusunan rencana kebutuhan
pegawai, rekrutmen, dan pembinaan pegawai sekretariat, serta
pengelolaan dan administrasi kepegawaian.

Seiring dengan tuntutan  perkembangan  praktik
pelayanan publik yang prima dan profesional, DKPP secara
kelembagaan terus melakukan perbaikan dan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi semua jajaran
kepegawaian yang ada. Upaya peningkatan kapasitas SDM di
lingkungan kepegawaian DKPP dimaksud agar pemenuhan
pelayanan terhadap masyarakat khususnya pencari keadilan
pemilu di DKPP dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh
tanggung jawab. Kepuasan publik menjadi tujuan utama dalam
pelaksanaan asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan khususnya
pada penanganan dan penyelesaian setiap pengaduan dugaan

perkara kode etik penyelenggara pemilu di DKPP.

4.7. Peningkatan Aspek SDM Berbasis Integratif
Secara normatif, berdasarkan Pasal 159 ayat (2)
dinyatakan, bahwa DKPP “melakukan penyelidikan dan verifikasi,
serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara
pemilu”. Tugas ini berbeda dengan sistem peradilan pidana.
Dalam sistem peradilan pidana penyelidikan, penyidikan dan

penuntutan dilakukan oleh badan-badan terpisah. Sedangkan di
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DKPP tahapan pelaksanaan tugas menurut hukum acara di DKPP
yaitu tahapan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan dan
sampai pada akhir penjatuhan putusan dilakukan oleh
kelembagaan DKPP.

DKPP secara kelembagaan telah menerapkan standar
pedoman hukum beracara baik itu penerimaan pengaduan
bersifat langsung yakni para pengadu datang melapor di kantor
DKPP maupun pengaduan yang dilakukan dengan cara tidak
langsung yakni melalui media elektronik email dan pos. Bagian
HKK bersama bagian lain selalu bekerjasa sama secara sinergis
untuk mewujudkan mekanisme pelayanan publik yang sesuai
standar administrasi yang ada. Di era serba elektronik saat ini
menuntut adanya sistem kerja suatu institusi ataupun lembaga
pemerintahan lebih berbasis pada elektronik. Sistem elektronik
secara otomatis memberikan peluang dan kesempatan terhadap
akses informasi secara terbuka. Kenyataan menunjukkan
bagaimana sistem kerja berbasis elektronik memutus mata rantai
komunikasi fisik antar sesama manusia baik dalam ikatan sosial
maupun ikatan kerja dan tanggungjawab profesional termasuk
tanggung jawab dalam hal sistem hukum administrasinya.

Di DKPP sistem pelayanan penerimaan pengaduan tidak
langsung melalui internet atau digital ini sempat menimbulkan
banyak problem baik teknis maupun substantif. Problem teknis
yang dihadapi yaitu terkait syarat kelengkapan administrasi yang

harus dipenuhi berdasarkan hukum beracara penanganan
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pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Model penerimaan
pengaduan melalui sistem media online/email dan pos sudah
berjalan namun diperlukan penyiapan fasilitas penunjang yang
lebih memungkinkan untuk melakukan pendalaman lebih lanjut
terhadap berkas pengaduan yaitu berupa ditigal forensik. Fasilitas
ditigital forensik diberdayakan untuk mencegah segala dokumen
pengaduan dan/atau laporan yang masih samar-samar atau
dokumen yang berpotensi menimbulkan ketidakakuratan data.

Dengan demikian, pengembangan kualitas sumber daya
manusia berbasis penguasaan teknologi sebagai konsep kerja
adaptif menjadi perhatian utama yang harus dikembangkan
DKPP. Peningkatan SDM dimaksudkan agar segenap pejabat dan
staf di DKPP memiliki kemampuan penguasaan teknologi yang
kuat dalam memberikan pelayanan mutu dan terintegrasi secara
profesional. Pengembangan dan peningkatan SDM pejabat
struktural dan staf diharapkan dapat menggerakkan semua
potensi guna mewujudkan tata kelola peradilan etika berbasis
kemajuan teknologi modern.

Berdasarkan pengalaman praktik penerimaan pengaduan
tidak langsung yang menggunakan fasilitas teknologi yang kurang
optimal maka upaya peningkatan kapasitas pelayanan profesional
melalui bagian HKK melakukan perubahan terbatas atas peraturan
DKPP khususnya Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara.

Perubahan terbatas sebagai upaya peningkatan pelayanan
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berdasarkan tuntutan perkembangan mutakhir dan sekaligus
sebagai penguatan regulasi internal.

Bagian HKK berdasarkan perintah dan arahan
kelembagaan kemudian melakukan upaya-upaya peningkatan
pengembangan Auman capital dan human resource sebagai satu
kesatuan fungsi dalam menggerakan regulasi penegakan kode
etik penyelenggara pemilu. Hal ini dilakukan guna mewujudkan
apa yang menjadi visi DKPP yakni menjaga kemandirian,
integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu dan institusinya
agar dapar menjamin keadilan hukum pemilu kepada setiap
pencari keadilan pemilu di DKPP.

Optimalisasi kelembagaan dengan penataan sistem dan
pengembangan sumber daya manusia berbasis digitalisasi
teknologi modern, maka semua pegawai dan pejabat dapat
diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan
ataupun pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas atau capacity

building guna mewujudkan sumber daya manusia yang handal.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis
human capital digital priorities di lingkungan sekretariat DKPP
dengan mengidentifikasi, memetakan sumber-sumber potensi
pegawai dan segenap staf yang ada untuk dikembangkan dalam
sistem yang lebih berbasis kepada pelayanan bersifat adaptif
teknologi khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi

penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
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Pengembangan kualitas sumber daya manusia berbasis
pelayanan prima dan responsif sebagai upaya pendekatan bekerja
secara adaptif dan menjadi bagian penting dalam pelayanan.
Aspek pelayanan berbasis sumber daya manusia responsif
dilakukan dengan membekali semua jajaran struktural bagian
setiap bagian supaya memiliki kemampuan penguasaan
komunikasi termasuk penguasaan teknologi digital dalam
pelayanan penerimaan pengaduan berbasis Sistem Informasi
Penegakan kode etik. Memacu potensi pada semua staf
sekretariat DKPP guna mewujudkan tata kelola peradilan etika
berbasis kemajuan teknologi modern termasuk gerakan praktik
pelayanan bersifat digitalisasi. Mempraktikkan sistem budaya

kerja pegawai berorientasi kepada pelayanan teknologi.

Dalam menjalankan tugas pokok yang diamanahkan undang-
undang yakni penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu, perlu didukung dengan kualitas serta jumlah sumber daya
manusia (SDM) yang memumpuni. Dengan SDM yang cukup dan
memumpuni akan berpengaruh pada penanganan pelanggaran
kode etik. Saat ini berdasarkan data kepegawaian DKPP
menyebutkan terdapat 126 (seratus dua puluh enam) jumlah total
pegawai di Sekretariat DKPP dengan rincian sebagaimana tertera

dalam tabel di bawah ini:
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No. Jabatan Jumlah

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 36
Tenaga Ahli (TA) 10

2. Pegawai Pemerintah Non Pegawai 55
Negeri (PPNPN) Tenaga Administrasi

3. Pegawai Pemerintah Non Pegawai 8
Negeri (PPNPN) Pengemudi Kendaraan
Dinas

4, Pegawai Pemerintah Non Pegawai 1
Negeri (PPNPN) Pramubakti

5. Tenaga Keamanan 9

6. Tenaga Kebersihan 7

Total 110

Berdasarkan data tersebut, jumlah PPNPN hampir
mendominasi sebanyak 64 pegawai di lingkungan Sekretriat DKPP
yang tentunya memiliki peran fundamental dalam menjalankan
tugas dan fungsi DKPP sesuai amanah undang-undang.
Keberadaan PPNPN pada DKPP yang notabenenya adalah pegawai
honorer di suatu kementerian/lembaga saat ini perlu menjadi
perhatian secara bersama, dikarenakan berdasarkan Surat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status
Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Pejabat Pembina
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Kepegawaian mengahapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan
PPK di lingkungan Instansi masing-masing dan tidak melakukan

perekrutan pegawai Non-ASN.

Untuk mengantisipasi berbagai kendala, hambatan dan
tantangan dalam pelaksanaan peran, tugas dan fungsi penegakan
kode etik penyelenggara pemilu, DKPP secara kelembagaan
melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian
terkait untuk mendapatkan jalan keluar dari tindak lanjut status
kepegawaian PPNPN, karena bagaimana pun tingkat penanganan
perkara baik secara kuantitas maupun secara kualitatif akan
membutuhkan sumber daya manusia yang lebih memadai lagi dari
sekarang. Karena pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun
2024 berdasarkan pengalaman praktik, hampir setiap pra
tahapan, tahapan pelaksanaan hingga mendekati hari puncak
pemilihan yakni tahapan pemungutan dan penghitungan suara,
volume pengaduan perkara akan semakin banyak bahkan
perkara-perkara tertentu terutama diluar urusan elektoral jelas

membutuhkan pegawai yang banyak lagi keadaan sekarang.

Kenyataan keberadaan kepagawaian DKPP sekarang
yang relatif dituntut bekerja serba fungsi jelas sangat prihatin,
namun keadaan seperti ini meski tidak didukung dengan fasilitas
dan infrastruktur yang memadai namun tidak kemudian membuat
segenap jajaran pejabat struktural dan staf tidak bekerja

maksimal. Kenyataan meski kurang didukung oleh sarana dan
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prasarana yang kuat namun peran, wewenang, tugas dan fungsi

kelembagaan peradilan etik ini tetap berjalan dengan baik.

Untuk menghadapi volume pengaduan yang tinggi
terutama pada masa 2 (dua) tahun ke depan dalam pelaksanaan
tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, DKPP telah
meikirkan dan merumuskan pengajuan penambahan staf pada
bagian-bagian yang menjadi kebutuhan krusial DKPP dalam
penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran kode etik

penyelenggara pemilu.
4.8. Peningkatan Aspek Budaya Kerja Profesional

Budaya kerja yang profesional dan penuh tanggung
jawab senantiasa ditanamkan dalam lingkungan sekretariat DKPP.
Hal ini karena budaya kerja profesional dan akuntabel adalah
bagian dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan umum
berdasarkan undang-undang pemilihan umum. Budaya kerja
tertib dan disiplin merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi penegakan kode etik penyelenggara pemilu di
DKPP. Prestasi dan produktivitas pegawai setiap staf di lingkungan
sekretariat DKPP menjadi harapan untuk mewujudkan kinerja
kelembagaan yang baik sesuai harapan publik. Budaya kerja yang
taat serta patuh pada sistem dijadikan pedoman kinerja semua
pegawai sekretariat di lingkungan DKPP sehingga nilai-nilai

kepatuhan dan kejujuran diharapkan menjadi spirit dan motivasi
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untuk mewujudkan pelayanan yang profesional dalam penegakan
kode etik penyelenggara pemilu.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, selama 3 (tiga)
tahun terakhir, Pandemi Covid 19 atau Virus Corona telah
menyebabkan perubahan paradigma kerja yakni dari semula
budaya kerja yang serba langsung dan membutuhkan peran fisik
menjadi budaya kerja serba online. Kebijakan pemerintah
menerapkan system kerja dengan Work From Home (WFH)
berdampak secara sistematis, dan kelembagaan DKPP pun harus
mengikuti dan menyesuaikan sistem kerja berbasis online ini.
Hampir selama masa Pandemi 19 setahun terakhir pun DKPP
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan vyakni dengan

mengikuti pola kerja dengan serba online.

Dengan kenyataan budaya kerja yang serba online ini,
DKPP dapat menyesuaikan bahkan mampu meningkatkan disiplin
budaya kerja profesional. Profesionalitas pelayanan penanganan
dan penyelesaian pelanggaran kode etik meski dilaksanakan
tugas-tugas itu secara online, akan tetapi budaya kerja yang

akuntabel dan profesional tetap terjaga dengan baik.

Dalam hal aspek budaya kerja, DKPP merujuk pada
transformasi budaya kerja BerAKHLAK yakni:
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1. Berorientasi Pelayanan
Memahami kebutuhan dan mengutamakan kepuasan
masyarakat,Melayani dengan sikap hormat, sopan,
cepat, ikhlas, dan sigap, serta melakukan perbaikan
terus-menerus dalam memberikan pelayanan

2. Akuntabel
Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab
tantangan yang selalu berubah, Menggunakan
kekayaan dan barang negara secara bertanggung
jawab, efektif, dan efisien serta melaksanakan tugas
dengan jujur bertanggung jawab, cermat, disiplin
dan berintegritas tinggi

3. Kompeten
Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab
tantangan yang selalu berubah, Membagi ilmu dan
pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain serta
melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

4. Harmonis
Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya,
Suka menolong orang lain, serta Membangun
lingkungan kerja yang kondusif

5. Loyal
Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan Instansi

dan Negara , Rela berkorban untuk mencapai tujuan
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yang lebih besar serta menjaga rahasia jabatan dan
Negara.

6. Adaptif
Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik,
Terus meneruskan melakukan perbaikan mengikuti
perkembangan teknologi serta bertindak proaktif

7. Kolaboratif
Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak
untuk berkontribusi, Terbuka dalam bekerja sama
untuk menghasilkan nilai tambah serta mengerahkan
pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan

bersama.
4.9. Peningkatan Aspek Organisasi dan Tatalaksana

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum  menyebabkan dipisahkannya
kelembagaan Sekretariat DKPP dari Sekretariat Jenderal Bawaslu
RI. Hal ini sebagai konsekuensi hukum atas perubahan undang-
undang pemilihan umum sebelumnya. Dengan merujuk pada
ketentuan Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 dimaksud, maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67
Tahun 2018 dan Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 10 Tahun
2019, pada tanggal 15 Agustus 2019 Menteri Dalam Negeri telah
melantik pejabat Sekretaris DKPP beserta 6 (enam) orang pejabat
Kepala Bagian dan 23 (dua puluh tiga) pejabat Kepala Sub Bagian
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di lingkungan Sekretariat DKPP. Saat ini sumber daya manusia di

lingkungan Sekretariat DKPP termaktub dalam poin huruf C.

Berdasarkan rencana strategis DKPP 2019-2024, dalam
mewujudkan kelembagaan yang proporsional dengan tata kelola
yang profesional dan responsif, DKPP memiliki rencana program

peningkatan organisasi dengan rencana aksi :

1. Pengembangan Kelembagaan Sekretariat DKPP
menjadi Sekretariat Jenderal
2. Kegiatan Dukungan dalam rangka transisi
kelembagaan dari Sekretariat DKPP menjadi
Sekretariat Jenderal DKPP
Sebagai wujud implementasi peraturan penegakan kode
etik yang berbasis pada penyelenggaraan yang transparan dan
akuntabel, DKPP secara kelembagaan telah menyelenggarakan
berbagai kegiatan peningkatan tata kelola perencanaan dan
akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah. Sebagai wujud
keberlanjutan program kegiatan peningkatan penanganan

perkara kode etik, DKPP memiliki sejumlah rencana aksi yaitu:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Bidang
Perencanaan
2. Pengembangan Sistem Tata Kelola Keuangan dan

Akuntabilitas Kinerja Anggaran
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3. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan
keuangan
4. Peningkatan koordinasi lintas lembaga dan fasilitasi

pemeriksaan kinerja realisasi keuangan.

4.10. Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama

Lembaga negara umumnya selalu disebut dengan istilah
lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen,
atau lembaga negara. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk
oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk
berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya
dibentuk karena keputusan presiden lebih rendah lagi tingkatan
dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di
dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan
diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih
rendah lagi tingkatannya. Terdapat dua bentuk organisasi negara,
yaitu ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, dan organ dan
functie. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie
adalah isinya; organ adalah status bentuknya, sedangkan functie

adalah gerakan wadah sesuai maksud pembentukannya.

Untuk pengembangan kapasitas kelembagaan dalam
pelaksanaan peran, tugas dan fungsi penegakan kode etik
penyelenggara pemilu berdasarkan amanat undang-undang

pemilihan umum yakni menegakkan kemandirian, integritas dan
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kredibilitas penyelenggara pemilu, maka DKPP memandang
penting untuk mengadakan kerja sama dengan pemangku
kepentingan (stakeholders) termasuk pihak Perguruan Tinggi baik
PTN maupun PTS. Institusi Perguruan Tinggi merupakan faktor
penting dan strategis dalam pengembangan pemikiran
pelembagaan institusi penegakan kode etik penyelenggara
pemilu. Perguruan Tinggi memiliki peran strategis yang
fundamental dalam proses pembangunan dan pembentukan
karakter generasi muda bangsa. Oleh karena itu, DKPP melalui
HKK secara berkala melakukan penjajakan dan pendalaman
terhadap beberapa PTN dan PTS yang dianggap mampu menggali
nilai-nilai etika dasar dalam bernegara menjadi pedoman

pemikiran yang itu dapat dikontribusikan kepada DKPP.

DKPP secara aktif menjalin kerja sama dengan PTN dan
PTS untuk melakukan kajian dan penelitian baik kualitatif maupun
kuantitatif dalam rangka untuk mengetahui efektivitas dan
efisiensi serta kebermanfaatan eksistensi kembaga DKPP dalam
menegakkan kode etik penyelenggara pemilihan umum di
Indonesia. Keberadaan DKPP sebagai satu kesatuan
penyelenggaraan pemilihan umum, selain Komisi Pemilihan
Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini
ditugaskan  undang-undang secara khusus  menangani
pelanggaran kode etik atau yang berkaitan dengan persoalan-

persoalan etika dalam penerapan pelaksanaan pemilihan umum.
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Oleh karena secara khusus penanganan kode etik maka aktivitas
pendukung daripada tugas utama yakni menerima dan memeriksa
serta memutus perkara pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu itu, DKPP juga aktif bekerjasama dengan PTN dan PTS

dalam hal penelitian mengenai kinerja DKPP.

Kerja sama yang dilakukan dengan para Stakeholder
Penyelenggara Pemilu dan Pegiat Pemilu akan berfokus pada
kerjasama dalam melakukan kajian-kajian strategis menyangkut
kelembagaan DKPP. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan
untuk memberikan bahan maupun masukan terhadap DKPP agar

selalu adaptif maupun responsif terhadap perkembangan zaman.

Berdasarkan data terakhir yang dhimpun bagian HKK
pada tanggal 24 November Tahun 2022, selama satu tahun
terakhir ini, DKPP telah menjalin komunikasi, dan upaya-upaya
penjajakan dengan mendalami bersama-sama dengan pihak PTN
untuk bekerja sama dalam melakukan kegiatan penelitian
mengenai prospek atau hambatan, harapan, dan tantangan
kelembagaan DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara
pemilihan umum. Selama 1 (satu) 2022, DKPP telah menyepakati
dengan melakukan penandatangan MoU bersama dengan institusi
pemerintahan dan kalangan Perguruan Tinggi yang di beberapa
daerah yang dianggap dapat mewakili pemotretan implementasi
penegakan kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP melalui

kegiatan penelitian hukum dan etika oleh PTN yang ada. Selain
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itu, DKPP juga menjalin komunikasi dengan kelembagaan
kementerian yang untuk peningkatan pelayanan responsif dan
adaptif bagi pencari keadilan hukum pemilu. DKPP selain

bekerjasama PTN, juga dengan pihak kementerian yang ada.

Berikut di bawah ini adalah beberapa institusi dan PTN
yang telah dan sedang melaksanakan kegiatan kerja sama baik
dalam aspek peningkatan pemenuhan hak-hak informasi kepada
masyarakat, serta peningkatan aspek hukum administrasi serta
penelitian etika dan hukum dalam penegakan kode etik

penyelenggara pemilu selama 1 (satu) Tahun terakhir (2022):

1. Kerja sama DKPP dengan Direktorat Jenderal Aplikasi
Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia terkait Pemanfaatan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Kode Etik (SIETIK)

2. Rencana Kerja sama DKPP dengan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia terkait dukungan personil, sarana, dan
prasarana persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu yang saat ini masih berlangsung proses koordinasi
pembahasan.

Selain dengan kerja sama dengan kementerian/lembaga,
demi menghasilkan kajian atau pun bahan masukan, DKPP turut
membangun kerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri maupun
Swasta. Sejalan dengan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi

yakni peran akademisi dalam pendidikan, penelitian, dan
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pengabdian masyarakat. Artinya, mahasiswa dan dosen juga
memiliki ~ tanggung jawab dalam berkontribusi positif
membangun bangsa dan mengawal dinamika sosial yang terjadi
di Indonesia, termasuk pemilu atau pilkada dengan
memanfaatkan kapasitas akademis dan  pengetahuannya
dalam bidang masing-masing. Dengan demikian, kalangan
akademisi memegang peranan penting sebagai salah satu
garda terdepan penjaga akuntabilitas pelaksanaan pemily,
terhadap pentingnya isu etika penyelenggara pemilu dan

penegakannya.

Melalui penandatanganan MoU maupun PKS telah
menghasilkan semangat implementasi gagasan, dan menjadi
kebijakan strategis baru yang diharapkan dapat meningkatan
kualitas penegakan kode etik penyelenggara pemilu sehingga
menjadi kontribusi bagi peningkatan kualitas demokrasi dan
pelaksanaan pemilu di Indonesia. DKPP telah menetapkan
agenda-agenda kegiatan strategis untuk 2 (dua) tahun ke depan
khususnya bersamaan dengan momentum perhelatan demokrasi
nasional yakni pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak Tahun 2024.
DKPP tetap mengambil peran strategis guna memberikan
sumbangan signifikan bagi terciptanya kondisi jaminan keamanan
dan jaminan integritas baik tahapan maupun hasil yang

diharapkan  benar-benar  demokratis, berkualitas, dan
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berintegritas sehingga pemimpin-pemimpin yang dihasilkan
melalui pemilihan umum dan pemilihan serentak Tahun 2024

banar-benar mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagai perwujudan transformasi kinerja berbasis
produktifitas kelembagaan yang mandiri dan professional dalam
menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, maka DKPP secara
kelembagaan, setiap kerja sama dengan institusi/kelembagaan
atau seperti PTN, dituangkan dalam bentuk suatu mekanisme
yang tertib berdasarkan apa yang menjadi harapan DKPP. Oleh
karena kerja sama tujuannya adalah mewujudkan peningkatan
kinerja dalam penegakan kode etik, maka DKPP menyusun dan
membahas bersama dengan pihak-pihak yang hendak
menjalankannya. Ruang lingkup dari MoU dan PKS yang
disusun meliputi tujuh hal, yaitu riset/ penelitian; seminar;
kuliah magang/ praktik kerja; produksi dan publikasi karya
ilmiah; pertukaran  tenaga  ahli; pendampingan; dan
narasumber atau pengajar tamu. Dalam salah satu klausulnya,

MoU ini akan berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani.

Perguruan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan
nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa

Indonesia yang berkelanjutan. dihasilkannya lulusan yang
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menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk
memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing

bangsa.

Pada prinsipnyanya, DKPP secara kelembagaan, hendak
bertekad kuat membangun Kerjasama dengan kalangan Prguruan
Tinggi untuk mendapatkan masukan gagasan serta secara teknis
dapat sebagai pendekatan sosialisasi kepada segenap civitas
akademika setempat guna memperkenalkan eksistensi peradilan
etik ini. Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama dengan DKPP
dalam kajian termasuk penelitian tentang apa yang menjadi
kebutuhan bangsa dalam memperbaiki etika berbangsa ini
mendapatkan solusi yang konstruktif. Dimana peradilan etik
Penyelenggara Pemilu ini dianggap masyarakat menjadi harapan

ditegakannya keadilan Pemilu.

Berikut di bawah ini adalah data yang dihimpun bagian HKK
sepanjang tahun 2022 dan data ini masih bersifat dinamis karena
sebagian perguruan tinggi yang mengajukan kerja sama masih

dalam proses administrasi serta koordinasi.
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NO | MITRA KERJA SAMA KETERANGAN
1. | Universitas Diponegoro Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 18 Mei 2022
2. | Universitas Tadulako Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama pada tanggal
15 Oktober 2022
3. | Universitas Sebelas Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama pada tanggal
Maret 14 Oktober 2022
4. | Universitas Islam Negeri Penandatanganan Nota Kesepahaman
Sunan Kalijaga dan Perjanjian Kerja Sama pada tanggal
Yogyakarta 3 November 2022
5. | Universitas Bangka Telah selesai pembahasan dan akan ditindaklanjuti
Belitung dengan penandatanganan
6. | Universitas Islam Negeri | Telah selesai pembahasan dan akan ditindaklanjuti
Raden Intan Lampung dengan penandatanganan
7. | Universitas Padjadjaran Telah selesai prosesi penjajakan dan akan
ditindaklanjuti dengan pembahasan rancangan
nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama
8. | Universitas Pelita Prosesi koordinasi terkait perpanjangan

Harapan

perjanjian kerja sama
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BAB V

EVALUASI DAN PROYEKSI PENEGAKAN KODE ETIK

5.1. Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2022

Penegakan kode etik penyelenggara pemilu pada Tahun
2022, secara rinci telah disampaikan pada bab—bab sebelumnya.
Bab ini merupakan rangkuman yang lebih sederhana untuk
membantu memahami data yang telah tersaji bab demi bab
dalam laporan kinerja DKPP Tahun 2022 ini. Penyajian data di
bab sebelumnya terkait dengan data pengaduan dan
persidangan pada Pemilu 2022. Penyajian data berasal dari
tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan 3 Desember 2022.

5.1.1. Rekapitulasi Berdasarkan Unsur Pengadu

Sesuai ketentuan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 4 ayat
(2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan kedua Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, bahwa
pihak yang dapat mengadukan dan/atau melaporkan dugaan

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP adalah
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Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim kampanye,
Masyarakat dan/atau Pemilih.

Dari 83 pengaduan yang masuk di tahun 2022, pihak
Pengadu ke DKPP dapat dilihat dalam data berikut:

Unsur Pengadu Jumlah
Masyarakat/Pemilih 73
Partai Politik

Penyelenggara Pemilu
Total 83

Data tersebut menunjukkan bahwa Pihak Pengadu yang
mengajukan pengaduan ke DKPP terbanyak adalah dari unsur
masyarakat yakni 73 pengaduan atau sebesar 87,95% dari
jumlah pengaduan dan yang paling sedikit adalah partai politik

atau peserta pemilu yakni 3,61%.

5.1.2 Rekapitulasi Verifikasi Administrasi dan Materil
Sejumlah 83 pengaduan yang diajukan ke DKPP
sepanjang tahun 2022 harus melalui dua tahapan verifikasi
sebelum dilakukan pemeriksaan dalam persidangan. Dalam dua
verifikasi ini pengaduan akan dinilai apakah telah memenuhi
syarat administrasi (formil) dan materil untuk dapat diperiksa
dalam persidangan. Berdasarkan verifikasi administrasi yang
dilakukan terhadap 83 pengaduan, sebanyak 44 pengaduan
(53%) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS/Lengkap), 29
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N

pengaduan (34,9%) dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS)
dan sebanyak 4 (12,5%) pengaduan dinyatakan TMS (Tidak

Memenuhi Syarat) untuk diperiksa dalam persidangan.

Persoalan pengaduan TMS terjadi karena beberapa hal,

misalnya tidak dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan

dan telah diberikan kesempatan dalam status pengaduan BMS

namun tidak dapat memenuhinya dalam kurun waktu yang

ditentukan sesuai

pedoman beracara (5 hari kerja),

atau

kurangnya alat bukti yang diajukan (minimal dua alat bukti),

bahkan ada juga kesalahan dalam menentukan Teradu yang

bukan penyelenggara pemilu (error in persona).

A

MS Administrasi | TMS Administrasi Belum diverifikasi | Total
Lengkap BMS Dismiss

44 29 4 6 83
Rekapitulasi Verifikasi Materiel

Sidang BMS | Dismiss | Belum verifikasi Total

19 8 7 10 44

Dalam verifikasi materil, sebagaimana dalam tabel di

atas, adalah upaya mengkaji dan mendalami secara substansi

dan keterhubungan antara Teradu, pokok aduan dan alat bukti

yang diajukan. Hasil

pendalaman mengarah kepada status
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pengaduan MS (disidangkan), BMS, dan TMS, terkadang ada
juga yang ditunda. pengaduan yang ditunda dapat terjadi
misalnya karena pengaduan yang diajukan memiliki kesamaan
dengan pengaduan lain yang telah diperiksa serta diputus dan
dalam proses menuju pembacaan putusan. Namun pada
Pengaduan sepanjang 2022, tidak ada status Pengaduan yang
ditunda.

5.1.3. Rekapitulasi Teradu

Pihak yang paling banyak diadukan kepada DKPP
sepanjang tahun 2022 ini adalah jajaran Bawaslu dan KPU pada
tingkat Kabupaten/Kota, disusul dengan posisi jajaran KPU
Provinsi dan KPU RI.

Lembaga Jumlah
KPU Kab/Kota 30
Bawaslu Kab/Kota 45
Bawaslu Provinsi 1

KPU Provinsi 4
Bawaslu RI 1

KPU RI 2

Total 83

Data tersebut menunjukkan bahwa unsur Teradu

dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang
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terbanyak yang dilaporkan ke DKPP sepanjang Januari hingga 3
Desember 2022, adalah Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 45
orang (54,21%) yang disusul terbanyak diadukan berikutnya
KPU  Kabupaten/Kota sebanyak 30 orang (36,14%).
Penyelenggara pemilu yang diadukan ke DKPP berdasarkan
lembaga asal penyelenggara pemilu ini berbeda dengan tahun
sebelumnya (2021), jumlah terbanyak sebelumnya tetap berasal
dari KPU Kabupaten/Kota sebanyak 441 orang (47,88%) yang
juga disusul terbanyak diadukan berikutnya Bawaslu
Kabupaten/Kota sebanyak 307 orang (33,33%).

Meningkatnya pengaduan kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota dapat dijelaskan dengan pendekatan tahapan
pemilu. Angka pengaduan ke DKPP seringkali linear dengan
tahapan pemilu, menjelang akhir tahun banyak Bawaslu

Kabupaten/Kota diadukan karena persoalan seleksi panwascam.

5.1.4 Data Pelaksanaan Sidang DKPP 2022

Jumlah total persidangan yang diselenggarakan DKPP
sepanjang 2022 adalah sebanyak 34 perkara yang puncaknya
berada di Februari 2022. Jumlah persidangan tahun 2022 jauh
lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah persidangan pada
tahun 2021 yakni sebanyak 215 sidang pemeriksaan.
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No. Bulan Jumlah Sidang Pemeriksaan
1 Januari 5

2 Februari 8

3 Maret 2
4 April 2

5 Mei 5
6 Juni 0
7 Juli 4
8 Agustus 3
9 September 0
10 Oktober 1
11 November 4
Total 34
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5.1.5 Rekapitulasi Putusan DKPP Tahun 2022

N

A

AMAR PUTUSAN
.. Jumlah
NO Provinsi TAP
Teradu
R TT PS PT PDJ]

1 Papua 17 5 10 0 2 0 0
2 Sumatera Utara 15 11 2 0 2 0 0
3 Aceh 10 1 5 2 1 1 0
4 Maluku 9 0 0 0 1 0 8
5 Pusat 6 5 1 0 0 0 0
6 Sumatera Selatan | 5 0 5 0 0 0 0

Nusa Tenggara
7 4 1 3 0 0 0 0

Timur
8 Riau 2 1 0 0 1 0 0
9 Jambi 2 0 0 0 2 0 0
10 Bengkulu 2 1 1 0 0 0 0

Nusa Tenggara
11 2 0 2 0 0 0 0

Barat
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AMAR PUTUSAN
Jumlah
NO Provinsi TAP
Teradu
R TT PS PT PDJ]

12 Sulawesi Tengah 2 0 0 2 0 0
13 Jawa Timur 1 0 0 0 0 0

Kalimantan
14 1 0 0 1 0 0

Tengah
15 Kalimantan Timur 1 0 0 1 0 0
16 Sulawesi Utara 1 1 0 0 0 0
17 Gorontalo 1 0 0 1 0 0
18 Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0
19 Lampung 0 0 0 0 0 0

Kepulauan Bangka
20 0 0 0 0 0 0

Belitung
21 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0
22 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0
23 Jawa Barat 0 0 0 0 0 0
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AMAR PUTUSAN
Jumlah
NO Provinsi TAP
Teradu
R TT PS PT PDJ]
24 Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0
25 Banten 0 0 0 0 0 0 0
26 Dl Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0
27 Bali 0 0 0 0 0 0 0
28 Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 0 0
Kalimantan
29 0 0 0 0 0 0 0
Selatan
30 Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 0
31 Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
32 Sulawesi Tenggara | 0 0 0 0 0 0 0
33 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0
34 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0
35 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0
Total 81 26 30 2 14 1 8
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Sepanjang Tahun 2022, DKPP telah memutus 81
Teradu, dengan rincian 26 Teradu diberikan rehabilitasi (32%),
47 Teradu dijatuhi sanksi (58%), dan 8 Teradu diterbitkan
ketetapan (9,8%).

5.2 Kedudukan Anggaran Kegiatan DKPP

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat DKPP, Pasal 2 ayat (2) mengatur “Sekretariat
DKPP berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua
DKPP”, selanjutnya Pasal 3 mengatur “Sekretariat DKPP
mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif
dan teknis operasional kepada DKPP”.

Terkait penganggaran DKPP diatur pada Pasal 18 yang
berbunyi, “Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan
tugas, fungsi, dan wewenang Sekretariat DKPP bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian
Anggaran  kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri”.

Kedudukan Satuan Kerja (Satker) Anggaran Kegiatan
Sekretariat DKPP sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 270-5305 Tanggal 3 Oktober 2019 tentang Satuan Kerja
Sekretariat DKPP dilingkungan Kementerian Dalam Negeri,
berada dibawah Unit Organisasi Eselon I Sekretariat Jenderal

Kementerian Dalam Negeri (Setjen Kemendagri). Sebagai Satker
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tersendiri, Sekretaris DKPP bertindak selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) Sekretariat DKPP dalam melaksanakan kegiatan
DKPP.
Kegiatan DKPP merupakan penjabaran dari visi dan misi
DKPP yang rumusannya mencerminkan tugas, wewenang dan
kewajiban DKPP. Dengan demikian, sangat tepat kegiatan-
kegiatan DKPP diakomodasi dalam program unit eselon I
Kemendagri dan dijadikan Satker anggaran kegiatan tersendiri,
sehingga bersifat mandiri dalam mengelola anggaran
kegiatannya.
5.2.1 Tantangan Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan
Anggaran Kegiatan Tahun 2022

Pagu alokasi anggaran Sekretariat DKPP Tahun 2022
sebesar Rp18.480.629.000,- vyang terdiri dari Belanja
Operasional sebesar Rp10.980.629.000,- atau sebesar
59,42% dan Belanja Non Operasional sebesar
Rp7.500.000.000,- atau sebesar 40,58% dari total pagu
DIPA. Pada pagu anggaran Belanja Operasional yang teralokasi
belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan operasional
khususnya  kebutuhan  Operasional dan  Pemeliharaan
Perkantoran (002), dimana baru dapat memenuhi kebutuhan
belanja kurang lebih selama 3 sampai 4 bulan kegiatan.

Pada pos pembiayaan Belanja Non Operasional, dengan

alokasi anggaran yang ditetapkan, DKPP mengambil langkah
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penyesuaian kegiatan dengan menetapkan skala prioritas
kegiatan.

DKPP masih memandang kondisi keterbatasan anggaran
tersebut sebagai suatu keadaan belum duduknya baseline
penganggaran kegiatan dan masih menjadi PR tersendiri bagi
DKPP agar dapat memformulasikannya bersama dengan
Kementerian Keuangan dan Bappenas serta Kemendagri untuk
dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang serta
kewajibannya dengan lebih baik. Hal yang masih terjadi
diantaranya adalah Honorarium Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri (PPNPN) belum teranggarkan sepenuhnya
setahun dan beberapa kebutuhan operasional pemeliharaan
perkantoran yang merupakan kebutuhan rutin belum teralokasi.

Langkah strategis yang ditempuh Sekretariat DKPP
dalam  menghadapi permasalahan tersebut diantaranya
melakukan penyesuaian kegiatan dengan menetapkan
skala prioritas kegiatan dengan langkah praktis
melakukan optimalisasi anggaran internal Sekretariat
DKPP, namun Alokasi Anggaran yang ada belum dapat
mencukupi khususnya kebutuhan belanja operasional kegiatan
DKPP.

Untuk selanjutnya DKPP RI mengusulkan anggaran
tambahan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris
Jenderal  (Sekjen) Kemendagri. Sekjen Kemendagri

melakukan optimalisasi anggaran Satker Setjen
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Kemendagri dengan Nota Dinas Setjen Nomor 910/1510/SJ, 24
Maret 2022 dengan nilai sebesar Rp5.300.000.000,- penetapan
penambahan penambahan anggaran tersebut untuk pemenuhan
kebutuhan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002),
sehingga Pagu Alokasi Anggaran Sekretariat DKPP
TA.2022 vyang semula sebesar Rp18.480.629.000,-
menjadi sebesar Rp23.780.629.000,- dengan Komposisi
Kelompok Belanja sebagai berikut:
a. Belanja Non Operasional sebesar Rp3.311.637.000,-
b. Belanja Operasional sebesar Rp20.468.992.000,-
yang digunakan untuk:
1) Belanja Pegawai (001) sebesar Rp7.580.629.000,-
2) Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002)
sebesar Rp12.888.363.000,-

Pada bulan September 2022 anggaran belanja non
operasional pada Sekretariat DKPP untuk melaksanakan tugas
pokok salah satunya yaitu Persidangan Penegakan Kode Etik
Penyelenggara Pemilu sudah tidak tersedia. adapun anggaran
yang sudah terlaksana hanya mencapai 29 perkara dari target
kinerja DKPP tahun 2022 yakni 75 perkara. masih terdapat 46
yang belum teralokasi anggarannya.

Atas dasar tersebut DKPP Kembali mengusulkan
anggaran tambahan Kembali kepada Menteri Dalam Negeri

dengan Pemanfaatan Blokir Awtomatic Adjustment
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Kemendagri Tahun 2022. Dari usulan tersebut DKPP
mendaptkan anggaran tambahan sebesar Rp3.321.074.000,-,
sehingga Pagu Alokasi Anggaran Sekretariat DKPP
TA.2022 vyang semula sebesar Rp23.780.629.000,-
menjadi sebesar Rp27.101.703.000,-.

Memperhatikan siklus penganggaran DKPP 4 tahun
terakhir, diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya DKPP
memiliki baseline anggaran kegiatan vyang ideal sesuai
kebutuhan selama 1 (satu) tahun, sehingga di tahun berjalan
DKPP tidak menyampaikan usulan penambahan anggaran dan
dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, efektif dan
efisien.

5.2.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan DKPP

Tahun 2022

Total pagu alokasi anggaran kegiatan DKPP Tahun 2022
dalam rangka Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara
Pemilu sebesar Rp27.101.703.000,- dan realisasi anggaran
kegiatan berdasarkan data pada Aplikasi SAKTI Kementerian
Keuangan RI per tanggal 2 Desember 2022 yakni sebesar
Rp.24,498,405,157,- atau sebesar 90,39% dari total alokasi
anggaran tersebut, dengan rincian realisasi per Jenis Belanja

sebagai berikut:
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Kegiatan/Jenis
No Pagu Realisasi % Sisa %
Belanja
1 Penegakan Kode Etik
) 27.101.703.000 | 24.498.405.157 | 90,39 | 2.603.297.843 | 9,61
Penyelenggara Pemilu
. . 7.120.537.000
a. Belanja Pegawai 6.776.953.914 95,17 343.583.086 4,83
b. Belanja Barang 19.981.166.000 17.721.451.243 88,69 2.259.714.757 11,31
Selanjutnya, realisasi anggaran berdasarkan Klasifikasi
Rincian Output (KRO) sebagai berikut:
No KRO Pagu Realisasi % Sisa Pagu %

1 Kerjasama 260.489.000 253.621.068 97,36 | 6.867.932 2,64
Pelayanan Publik

2 301.675.000 264.698.130 87,74 | 36.976.870 12,26
Lainnya
Perkara Hukum

3 5.428.728.000 4.291.914.470 79,06 | 1.136.813.530 | 20,94
Lembaga
Layanan Dukungan

4 21.110.811.000 | 19.688.171.489 | 93,26 | 1.422.639.511 6,74
Manajemen Internal

Data rincian realisasi per kegiatan tersebut merupakan

data sementara dan dapat dipastikan akan terus meningkat

sampai dengan akhir Bulan Desember 2022. Dari data proyeksi
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realisasi anggaran kegiatan DKPP sampai dengan tanggal 31
Desember 2022, penyerapan alokasi anggaran sebesar
Rp27.020.397.000,- atau sebesar 99,70% dari total alokasi

anggaran.

5.2.3 Pagu Alokasi Anggaran Kegiatan DKPP Tahun
2023
Pagu alokasi anggaran kegiatan DKPP pada tahun 2023
berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Induk Kemendagri Tahun Anggaran 2023 No.
SP DIPA-010.01-0/2023 tanggal 30 November 2022, anggaran
DKPP  sebesar Rp26.100.000.000,- dengan komposisi
anggaran berdasarkan kelompok belanja yaitu:
1) Belanja Operasional sebesar Rp.17.000.000.000,-,
dengan peruntukan:
a) Gaji dan Tunjangan Pegawai (001) sebesar
Rp.7.580.629.000,- untuk pembayaran selama
12 bulan; dan
b) Belanja Operasional Pemeliharaan Perkantoran
(002) sebesar Rp.9.419.371.000,- untuk
pemenuhan kebutuhan selama 12 bulan.
2) Belanja Non Operasional sebesar Rp.9.100.000.000,-
yang dialokasikan untuk pencapaian target kinerja
Sekretariat DKPP, antara lain:
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a) Indeks Kepuasan Penanganan Pengaduan
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
dengan nilai 85;

b) Persidangan dan Putusan Perkara
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu, dengan target 70 perkara;

c) Pelaksanaan Kerjasama dalam penegakan
kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan
target 2 Kegiatan; dan

d) Pelaksanaan Dukungan Manajemen

Internal, dengan target 1 layanan.

Dengan total alokasi anggaran kegiatan sebesar
Rp26.100.000.000,-, diprediksi DKPP akan dapat melaksanakan
program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya namun masih
menerapkan skala prioritas pelaksanaan kegiatan secara ketat.

Memperhatikan pada tahun 2023 adalah tahun tahapan
persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
dan mengingat pengalaman sebelumnya, dimana tren
pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu
meningkat pasca rangkaian tahapan, dengan ketersediaan pagu
anggaran kegiatan tersebut, dapat dipastikan DKPP akan
mengalami kembali “turbulensi” anggaran kegiatan. Hal tersebut

dikarenakan anggaran yang tersedia belum dapat membiayai
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seluruh  kegiatan DKPP utamanya dalam upaya masif
pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik Penyelenggara
Pemilu.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan program dan
kegiatan, DKPP merencanakan akan menyampakan usulan
tambahan anggaran pada tahun 2023 untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Internal

DKPP

Sarana dan prasarana kantor DKPP saat ini sebagian
besar masih berstatus pinjam pakai sementara (milik
Bawaslu) dan kurang layak dan kurang memadai,
sehingga perlu dilakukan pengadaan sarana dan
prasarana serta melaksanakan renovasi/perbaikan
terhadap ruangan kerja/gedung kantor DKPP;

2. Layanan Pengaduan, Sosialisasi dan Pendidikan

Etik

Memperhatikan tugas, kewenangan dan kewajiban
DKPP sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, maka

dipandang perlu dilaksanakan kegiatan berupa:

a. Fasilitasi pelayanan pengaduan masyarakat
terhadap adanya dugaan pelanggaran kode

etik penyelenggara pemilu;
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b. Pelaksanaan investigasi pengaduan dugaan
pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
c. Sosialisasi etik dan penanganan pelanggaran
kode etik Penyelenggara Pemilu kepada
akademisi/masyarakat/stakholders lainnya;
dan
d. Pendidikan dan evaluasi pelaksanaan kode
etik di daerah bagi Penyelenggara Pemilu.
3. Layanan Persidangan
Memperhatikan tugas, kewenangan dan kewajiban
DKPP sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu dalam hal pelaksanaan
persidangan, maka dipandang perlu dilaksanakan

kegiatan berupa:

a. Pelaksanaan persidangan dugaan
pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu;

b. Pemantauan implementasi putusan DKPP;

c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis pelaksanaan
tugas TPD di 34 Provinsi; dan

d. Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi 34 TPD
Provinsi dan Pelaporan Kinerja DKPP Tahun
2023.
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4. Layanan Kelembagaan dan Organisasi,
Kehumasan, Data dan Informasi
Dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam penyiapan
payung hukum penanganan dugaan pelanggaran kode
etik, penguatan kelembagaan, publikasi tugas/
kewenangan/kewajiban DKPP serta dokumentasi

kinerja kelembagaan dan pelayanan informasi publik.

5. Dukungan Manajemen Satker DKPP
Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan
pelayanan Sekretariat DKPP dalam hal pelaksanaan
program dan kegiatan, pengelolaan keuangan,
pengelolaan kepegawaian dan pelayanan umum untuk

mendukung kegiatan DKPP.

Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan belanja
tersebut, diharapkan agar DKPP dapat memperoleh tambahan
anggaran yang proporsional sesuai kebutuhan dalam rangka
penanganan kode etik Penyelenggara Pemilu pada Pilkada dan
Pemilu Serentak tahun 2024, dan besaran anggaran yang
diperoleh dapat menjadi Baseline Anggaran untuk penyusunan

anggaran kegiatan DKPP di tahun-tahun selanjutnya.

5.3 Proyeksi Penegakan Kode Etik Tahun 2023

Berpedoman pada pengalaman DKPP Tahun 2022, maka
DKPP pada Tahun 2023 meyakini bahwa peran penindakan yang
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menjadi  tugas utama. Meski demikian DKPP  terus
mengupayakan kebijakan pencegahan melalui berbagai upaya
sosialiasi. DKPP hanya akan berhasil dengan optimal jika
didukung oleh peran pencegahan vyang dilakukan secara
simultan.

Berdasarkan pengalaman, sejumlah pelanggaran yang
dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu tidak hanya terjadi
karena kesengajaan tetapi juga disebabkan oleh ketidaktahuan
mengenai ketentuan tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Oleh karenanya peningkatan pemahaman dan kode etk bagi
seluruh jajaran penyelenggara pemilu perlu dilakukan. Maka
pada tahun 2023, peran pencegahan DKPP akan diperkuat
melalui sosialisasi, baik yang dilakukan secara tatap muka
maupun melalui media sosial dan media massa serta sarana
virtual.

Dalam rangka meningkatkan transparansi  dan
akuntabilitas, serta kemudahan pengaduan, DKPP telah
mengembangkan aplikasi pengaduan secara online serta
memanfaatkan teknologi informasi supaya publik dapat
mengakses dan mendapatkan layanan informasi secara cepat
dan mudah. Kebijakan ini diambil demi memberikan pelayanan
yang terbaik bagi publik khususnya mereka yang berkepentingan
langsung dengan layanan yang disediakan oleh DKPP. Selain itu
juga melakukan penguatan Sekretariat DKPP yang telah menjadi

bagian dari struktur Kementerian Dalam Negeri sebagaimana
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amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Perpres No. 67 Tahun
2018, langkah yang akan dilakukan adalah melakukan
peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk
mengoptimalkan tugas dan fungsi DKPP dalam menegakkan
kode etik penyelenggara pemilu.

Terpisahnya Sekretariat DKPP dari Bawaslu pada
Agustus 2019 yang beralih menjadi Satker di bawah naungan
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri seharusnya
dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan penguatan
kelembagaan DKPP, khususnya dalam konteks kemandirian
lembaga penyelenggara pemilu.

Oleh karenanya ke depan juga perlu dirancang format
bentuk kelembagaan Sekretariat DKPP yang mandiri sesuai
amanat konstitusi sebagaimana Pasal 22E ayat (5) UUD 1945
“Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan
umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Pun demikian
dengan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017
menegaskan bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP adalah
penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi

penyelenggaraan pemilu.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data dan hasil analisis pada bab-bab

sebelumnya, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Terjadi penurunan signifikan jumlah pengaduan/laporan
dugaan pelanggaran kode etk pada Tahun 2022
dibandingkan  Tahun 2021. Hal ini secara umum
menunjukkan  bahwa Tahun 2021 adalah puncak
penanganan perkara residu Pilkada Serentak 2020 yang
digelar pada 9 Desember 2020.

b. Penyelenggara Pemilu yang paling banyak diadukan
sepanjang 2022 adalah Bawaslu Kabupaten/Kota sementara
jajaran KPU Kabupaten/Kota berada di posisi kedua
terbanyak diadukan. Data ini berbanding terbalik dengan
tahun 2021 dimana penyelenggara pemilu terbanyak
diadukan berasal dari jajaran KPU Kabupaten/Kota,

sementara Bawaslu Kabupaten/Kota berada di urutan kedua.

c. Berdasarkan sebaran provinsi, sepanjang tahun 2022

Sumatera Utara menjadi provinsi yang penyelenggara

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA




187 \

pemilunya terbanyak diadukan vyakni sebanyak 14
pengaduan, disusul Nusa Tenggara Barat sebanyak 8
pengaduan, dan Papua sebanyak 7 pengaduan. Kesemua

pengaduan tersebut didominasi permasalahan non-tahapan.

d. Prinsip profesional (68%) menempati posisi tertinggi paling
banyak dilanggar oleh Penyelenggara Pemilu disusul dengan
prinsip tertib (14,89%) di peringkat kedua prinsip terbanyak
dilanggar. Data tersebut berbanding lurus dengan data
pelanggaran tahun 2021 dimana prinsip professional

menempati prinsip yang sering dilanggar.
6.2. Rekomendasi

Dengan keterbatasan anggaran sebagaimana diurai
dalam bab  sebelumnya (Bab V), DKPP  mampu
menyelenggarakan  penegakan  persidangan Kode  Etik
Penyelenggara Pemilu sebanyak 83 pengaduan dan 34
persidangan, serta sejumlah program sosialisasi Kode Etik
Penyelenggara Pemilu. Namun demikian, sebagaimana umum
diketahui bahwa lonjakan pengaduan akan diprediksi terjadi di
tahun 2023 selaras dengan tahapan penyelenggaran pemilu
2024. Oleh karenanya dukungan anggaran dalam menjalankan

tugas dan fungsi DKPP merupakan suatu keniscayaan yang tak
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dapat dihindari. Berdasarkan hal dan kesimpulan di atas, maka

DKPP merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a) Diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan
memberikan dukungan dalam mengawal integritas
penyelenggara pemilu, terutama dalam pelaksanaan
Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

b) Perlu peningkatan kapasitas, integritas, dan
profesionalitas penyelenggara pemilu dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya.

c) Pemerintah dan DPR diharapkan memberikan dukungan
anggaran  yang memadai dalam mendukung
pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan DKPP
dalam  menegakkan integritas, kredibilitas, dan
kemandirian penyelenggara pemilu.

d) Sebagai satu kesatuan fungsi lembaga penyelenggara
pemilu, DKPP perlu didorong untuk menjadi lembaga
mandiri sebagaimana amanat Konstitusi dan Undang-

Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017
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LAMPIRAN
FOTO KEGIATAN DKPP




KET: Pelantikan Anggota DKPP RI Periode 2022-2027 Unsur Masyarakat oleh Presiden
Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.
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KET: Konferensi pers usai Rapat Pleno pemilihan Ketua DKPP RI Periode 2022 — 2027 di
Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta.

KET: Serah terima jabatan Anggota DKPP Periode 2017-2022 kepada Anggota DKPP
Periode 2022-2027 di Hotel Aryaduta Tugu Tani.

/’/ ah %uma [ abaﬁm
ANGGOTA DKPP RI PERIODE 2017 2022
f‘ KEPADA
OTA DVZ2D RI PERIODE 24 “-2027‘:
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KET: Foto bersama Anggota DKPP Periode 2017-2022 dan Anggota DKPP Periode 2022-
2017 dengan jajaran Sekretariat DKPP.

‘KPP ’ERI ’;z\' 20’7_
N l 4

KET: Foto bersama Ketua dan Anggota tiga lembaga penyelenggara pemilu (DKPP, KPU,
dan Bawaslu) dalam Forum Tripartit di Ruang Rapat Utama KPU, Jakarta.
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KET: Foto bersama pimpinan tiga Lembaga penyelenggara pemilu dalam Forum Tripartit
di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta.

KET: Audiensi Ketua dan Anggota DKPP dengan Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian
di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
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KET: Audiensi Ketua, Anggota, dan Sekretaris DKPP dengan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.
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KET: Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengikuti Rapat Persiapan Penyelenggaraan Pemilu
2024 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta,
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KET: Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di
Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura.
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KET: Sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
(KEPP) di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta.

KET: Ketua dan Anggota DKPP Menghadiri Kegiatan Peluncuran Sistem Informasi
Penyelesaian Sengketa (SIPS V.3) yang Diselenggarakan Bawaslu RI.
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KET: Ketua dan Anggota DKPP memberikan keterangan kepada media massa cetak dan
elektronik tanah air.
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KET: Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Peningkatan Kapasitas Tim Periksa
Daerah (TPD) Tahun 2022 di Kota Yogyakarta.

RAPAT KOORDINASI NASIONAL
DAN PENINGKATAN KAPASITAS
TIM PEMERIKSA DAERAH
TAHUN 2022

31 Oktober,s 2overmber 2022
y /m«ag—ox» e ’
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KET: Pengukuhan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Tahun 2022 di Kota Yogyakarta.
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KET: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Il dengan Komisi Il DPR RI di Ruang Rapat
Komisi Il, Gedung Nusantara, Jakarta.

KET: Anggota DKPP, | Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengikuti Fifth Plenary Assembly of
Global Network on Electoral Justice (GNEJ) di Nusa Dua, Bali.
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KET: Ramah Tamah Ketua dan Anggota DKPP Periode 2017-2022 dengan media massa
cetak dan elektronik di Jakarta.
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KET: Kegiatan donor darah dalam rangka HUT DKPP ke-10 di Lobi Gedung DKPP, Jakarta.

HARI ULANG TA
KE-10 DKPP .5

DALAM RANG’-'J\\
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KET: Peringatan puncak HUT DKPP ke-10 ‘Satu Deka DKPP Untuk Tegaknya Kode Etik
Penyelenggara Pemilu’ di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta

P“A: > 3 2 -
AN KEHORMATAN PENYELENGG
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SATU DEKATI DKPP UNTURK
KODE ETIK
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KET: Forum Tripartit Ketua dan Anggota DKPP, KPU, dan Bawaslu Periode Tahun 2017-
2022 di Jakarta.

AT TRIPAZRT
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KET: Ketua dan Anggota DKPP Menghadiri Kegiatan Konsolidasi Nasional KPU Tahun
2022 di Ancol, Jakarta.
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KET: Jalan sehat dalam rangka HUT DKPP ke-10 dengan rute Gedung DKPP — Bundaran
HI — Gedung DKPP di Jakarta.
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KET: Penandatanganan Perjanjian Kerja sama (PKS) DKPP dengan sejumlah Universitas di
Indonesia dalam rangka penguatan demokrasi dan Penegakan Kode Etik Penyelenggara
Pemilu
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